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Buku Pengantar llmu Hukum: Fondasi, Teori, dan Dinamika
Sistem Hukum Masional membahas secara sistematis konsep-
konsep dasar ilmu hukum, teori hukum, sumber hukum, sistem
hukum, hingga perkembangan dan dinamika hukum dalam
kehidupan masyarakat dan negara. Buku ini disusun sebagai
salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai bagaimana hukum mengatur dan
mengarahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan dalam buku ini menggabungkan aspek
konseptual dan teoritis dengan dinamika penerapan hukum
dalam sistem hukum nasional. Materi yang disajikan mencakup
berbagai aspek penting, mulai dari fondasi pemikiran hukum,
prinsip-prinsip dasar, hingga perkembangan hukum di era
modern yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi,
politik, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual,

buku ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa,

akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang
ingin memahami hukum secara lebih kritis dan komprehensif.
Diharapkan, buku ini mampu memberikan kontribusi bagi
pengembangan pengetahuan hukum serta menjadi panduan
dalam melihat hukum sebagai instrumen penting untuk
mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi
kehidupan bersama.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala
rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga buku yang
berjudul “Pengantar Ilmu Hukum: Fondasi, Teori, Dan
Dinamika Sistem Hukum Nasional” ini dapat
diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah
satu upaya untuk memberikan pemahaman yang
sistematis mengenai ilmu hukum, mulai dari konsep-
konsep dasar, teori hukum, sumber hukum, sistem
hukum, hingga perkembangan dan dinamika hukum
dalam kehidupan masyarakat dan negara.

[Imu hukum memiliki kedudukan yang penting
dalam memahami bagaimana kehidupan bermasyarakat
dan bernegara diatur melalui norma, prinsip, dan
ketentuan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai
seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu
sistem yang senantiasa berkembang mengikuti
perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman
terhadap ilmu hukum membutuhkan penguasaan
terhadap fondasi pemikiran hukum sekaligus
kemampuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja
dan berkembang dalam realitas kehidupan. Buku ini
diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi pembaca
untuk memahami berbagai aspek tersebut secara lebih
utuh.

Pembahasan dalam buku ini disusun dengan
menggabungkan aspek konseptual dan teoritis dengan
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dinamika penerapan hukum dalam sistem hukum
nasional. Materi yang disajikan diharapkan dapat
membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum,
maupun masyarakat umum dalam memahami hukum
secara lebih Kkritis dan komprehensif. Selain membahas
berbagai konsep dasar, buku ini juga berupaya
menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang
erat dengan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta
perkembangan masyarakat.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari
dukungan, pemikiran, serta kontribusi berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
masukan, dan dukungan selama proses penyusunan
buku ini. Setiap kontribusi yang diberikan menjadi
bagian penting dalam proses penyempurnaan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih
memiliki keterbatasan, baik dari sisi pembahasan
maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran
yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan
sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada masa
yang akan datang. Penulis berharap buku ini dapat
memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan
hukum serta menjadi referensi yang relevan bagi siapa
saja yang ingin mengenal, memahami, dan mendalami
ilmu hukum serta dinamika sistem hukum nasional.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan
manfaat, memperluas wawasan, dan mendorong
pembaca untuk memandang hukum tidak hanya sebagai
kumpulan peraturan, tetapi sebagai instrumen penting
dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.
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Penulis,
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BAB |
HAKIKAT, DEFINISI, DAN RUANG
LINGKUP ILMU HUKUM

1. Hakikat dan Urgensi Ilmu Hukum

[Imu hukum merupakan salah satu bidang
keilmuan yang memiliki kedudukan penting dalam
memahami kehidupan manusia sebagai individu
sekaligus sebagai bagian dari masyarakat dan negara.
Kehidupan bersama pada dasarnya membutuhkan
seperangkat pedoman yang mampu mengatur
hubungan antarmanusia, memberikan batas
terhadap tindakan, menentukan hak dan kewajiban,
serta menyediakan mekanisme penyelesaian ketika
terjadi perselisihan. Dalam kerangka tersebut,
hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai
kumpulan pasal yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Hukum merupakan suatu
sistem yang terdiri atas norma, asas, konsep,
kelembagaan, kewenangan, prosedur, dan nilai yang
saling berkaitan. [lImu hukum hadir untuk memahami
keseluruhan unsur tersebut secara sistematis
sehingga hukum dapat dipelajari bukan hanya
berdasarkan bunyi aturan, tetapi juga berdasarkan
struktur dan logika yang membentuknya. Ilmu
hukum pada dasarnya memiliki objek utama berupa
norma atau hukum positif yang dikaji, ditafsirkan,
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dan disistematisasikan dalam suatu kerangka
keilmuan tertentu (Setiadi dkk., 2021).

Hakikat ilmu hukum berkaitan erat dengan
pertanyaan mengenai apa yang menjadi objek,
tujuan, dan karakter ilmu hukum sebagai suatu
disiplin pengetahuan. Berbeda dengan ilmu alam
yang objeknya dapat diamati melalui gejala fisik dan
diuji melalui eksperimen, ilmu hukum berhadapan
dengan norma yang memiliki sifat mengatur dan
mengandung tuntutan mengenai perilaku yang
seharusnya. Karena itu, hukum mempunyai karakter
normatif yang khas. Kajian hukum tidak berhenti
pada pertanyaan mengenai apa yang terjadi, tetapi
juga dapat diarahkan pada pertanyaan mengenai apa
yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma yang
berlaku. Sifat tersebut menjadikan ilmu hukum
memiliki karakter preskriptif dan sui generis, yaitu
memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sepenuhnya
dapat disamakan dengan disiplin ilmu lainnya (Noor,
2023). Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa
ilmu hukum mempunyai cara berpikir dan metode
penalaran yang khas dalam memahami persoalan
hukum.

Karakter normatif ilmu hukum tidak berarti
bahwa hukum sepenuhnya terpisah dari kenyataan
sosial. Hukum selalu berhubungan dengan manusia
yang menjadi subjek sekaligus objek pengaturan.
Sebuah peraturan dapat memiliki rumusan yang
jelas, tetapi keberlakuannya dalam masyarakat
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat
pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, budaya,
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struktur kelembagaan, serta perilaku aparat penegak
hukum. Keadaan tersebut membuat kajian terhadap
hukum membutuhkan perhatian terhadap hubungan
antara norma dengan realitas. Pendekatan sosio-legal
berkembang untuk mempertemukan kajian hukum
dengan kajian sosial sehingga hukum dapat dipahami
tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis, tetapi juga
berdasarkan bagaimana hukum bekerja dalam
kehidupan nyata (Noor, 2023). Dengan demikian,
sifat normatif ilmu hukum tidak menutup
kemungkinan digunakannya pendekatan empiris
ketika persoalan yang dikaji berkaitan dengan
penerapan dan dampak hukum dalam masyarakat.
Pertanyaan mengenai kedudukan ilmu
hukum sebagai ilmu pengetahuan juga berkaitan
dengan karakter objek dan metode yang
digunakannya. Ilmu hukum memiliki objek yang
spesifik, yaitu hukum dan berbagai persoalan yang
muncul dari keberadaan norma hukum. Kajian
tersebut dilakukan melalui proses penalaran,
interpretasi,  konstruksi, sistematisasi, serta
argumentasi hukum. Dalam proses tersebut,
kemampuan untuk menemukan hubungan antara
suatu aturan dengan aturan lainnya menjadi sangat
penting. Suatu ketentuan tidak selalu dapat dipahami
secara terpisah karena maknanya dapat dipengaruhi
oleh asas, struktur peraturan, tujuan pembentukan
hukum, dan ketentuan lain yang berkaitan. Karakter
normatif tersebut menjadi salah satu dasar yang
menempatkan ilmu hukum sebagai disiplin dengan
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karakteristik tersendiri dalam perspektif filsafat ilmu
(Setiadi dkk., 2021).

Urgensi mempelajari ilmu hukum dapat
dilihat dari kebutuhan manusia untuk memahami
aturan yang mengatur kehidupan bersama. Setiap
individu dalam kehidupan sehari-hari berada dalam
berbagai hubungan hukum, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Ketika seseorang melakukan
transaksi jual beli, menandatangani perjanjian,
bekerja, menggunakan layanan publik, memiliki
harta, mendirikan usaha, berkendara, mengakses
layanan digital, atau berhadapan dengan lembaga
negara, terdapat konsekuensi hukum yang melekat
pada hubungan tersebut. Pemahaman terhadap
hukum memungkinkan seseorang mengetahui hak
yang dapat dituntut, kewajiban yang harus dipenubhi,
serta batas tindakan yang diperbolehkan. Ilmu
hukum memberikan kerangka untuk memahami
persoalan tersebut secara lebih teratur sehingga
seseorang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu
aturan, tetapi juga mampu memahami alasan, tujuan,
dan cara penerapannya.

Urgensi ilmu hukum juga terletak pada
kemampuannya membentuk pola berpikir yang
sistematis. Permasalahan hukum sering kali tidak
dapat diselesaikan hanya dengan menemukan satu
pasal yang tampak relevan. Suatu persoalan dapat
melibatkan beberapa aturan, prinsip, kepentingan,
bahkan bidang hukum sekaligus. Oleh sebab itu,
penyelesaian masalah hukum membutuhkan
kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan,
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menemukan sumber hukum, menafsirkan ketentuan,
menghubungkan norma, dan menyusun argumentasi
yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam
menggunakan istilah juga menjadi bagian penting
dalam penalaran hukum karena istilah hukum dapat
memiliki makna Kkhusus yang berbeda dari
penggunaan bahasa sehari-hari. Ketidakjelasan
terminologi dapat menimbulkan kesalahan dalam
memahami suatu konsep dan pada akhirnya
memengaruhi  kualitas  argumentasi  hukum
(Lyubchik dkk., 2025).

[Imu hukum juga memiliki arti penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara karena hukum
merupakan instrumen utama dalam mengatur
hubungan antara negara dan warga negara. Negara
memperoleh kewenangan untuk menjalankan
pemerintahan melalui hukum, tetapi pada saat yang
sama hukum juga memberikan batas terhadap
kewenangan  tersebut. Hukum  menentukan
bagaimana lembaga negara dibentuk, bagaimana
kewenangan dijalankan, bagaimana keputusan
pemerintah dibuat, serta bagaimana hak masyarakat
dilindungi. Dalam perkembangan hukum
kontemporer, pembahasan mengenai hukum
semakin berhubungan dengan kebijakan publik,
etika, keadilan, dan reformasi kelembagaan (Mujiono
& Ticualu, 2025). Hukum dengan demikian tidak
hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga
menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam
penyelenggaraan negara.
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Kedudukan ilmu hukum semakin penting
ketika masyarakat mengalami perubahan yang cepat.
Perubahan sosial, perkembangan teknologi,
globalisasi, dan transformasi ekonomi melahirkan
persoalan yang tidak selalu dapat dijawab dengan
pendekatan hukum yang lama. Perkembangan
transaksi digital, kecerdasan buatan, perlindungan
data, perdagangan lintas batas, serta bentuk
organisasi baru merupakan contoh persoalan yang
membutuhkan kemampuan hukum untuk
beradaptasi. Perubahan tersebut menunjukkan
bahwa ilmu hukum harus tetap memiliki fondasi
normatif yang kuat sekaligus terbuka terhadap
perkembangan pengetahuan lainnya. Perkembangan
masyarakat digital bahkan mendorong perubahan
paradigma dalam ilmu hukum karena objek regulasi
semakin melibatkan teknologi yang kompleks (Gil
Ruiz, 2022).

Hakikat ilmu hukum dapat dipahami sebagai
usaha ilmiah untuk memahami hukum secara
sistematis dengan mempertimbangkan norma, asas,
konsep, nilai, dan penerapannya. Ilmu hukum
mempunyai karakter normatif dan preskriptif, tetapi
perkembangannya menunjukkan bahwa hukum juga
perlu dibaca dalam hubungannya dengan realitas
sosial. Pemahaman terhadap hakikat tersebut
menjadi dasar bagi seseorang untuk mempelajari
hukum secara lebih mendalam. Hukum tidak cukup
dipahami sebagai perintah yang harus ditaati, tetapi
juga sebagai sistem yang memiliki tujuan dan alasan
keberadaan. Dengan memahami hakikat ilmu hukum,
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seseorang dapat melihat bahwa hukum memiliki
hubungan erat dengan Kketertiban, keadilan,
kepastian, kemanfaatan, perlindungan hak, dan
perubahan masyarakat.

2. Pengertian, Definisi, dan Konsep Dasar Hukum

Istilah hukum merupakan istilah yang
memiliki cakupan sangat luas sehingga sulit
dirumuskan dalam satu definisi yang mampu
mewakili seluruh perspektif. Perbedaan definisi
hukum muncul karena hukum dapat dipandang dari
berbagai sudut, seperti norma, institusi, proses, nilai,
maupun sarana pengendalian sosial. Dari perspektif
normatif, hukum dapat dilihat sebagai seperangkat
aturan yang mengatur perilaku manusia. Dari
perspektif kelembagaan, hukum berkaitan dengan
lembaga yang membentuk, menjalankan, dan
menegakkan aturan. Dari perspektif sosial, hukum
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang
memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial.
Keragaman tersebut menyebabkan pengertian
hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan
pemikiran dan kebutuhan masyarakat.

Hukum  pada dasarnya  merupakan
seperangkat norma yang mengatur hubungan
manusia dalam kehidupan bersama. Norma tersebut
memberikan pedoman mengenai tindakan yang
diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang.
Keberadaan norma  hukum  memungkinkan
masyarakat memiliki pedoman yang relatif jelas
dalam menjalankan hubungan sosial. Hukum juga
menentukan akibat tertentu terhadap tindakan yang
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melanggar ketentuan. Fungsi tersebut menjadikan
hukum memiliki sifat mengikat yang
membedakannya dari sebagian norma sosial lainnya.
Hukum bekerja melalui aturan sekaligus melalui
institusi yang memiliki kewenangan untuk
memastikan aturan tersebut dijalankan. Hukum
karena itu tidak hanya terdiri atas teks, tetapi juga
mencakup proses yang membuat teks tersebut
memiliki akibat dalam kehidupan masyarakat.
Dalam memahami konsep hukum, terdapat
sejumlah unsur yang perlu diperhatikan. Unsur
pertama adalah adanya aturan atau norma yang
menjadi pedoman perilaku. Unsur kedua berkaitan
dengan subjek hukum yang memiliki hak dan
kewajiban. Unsur ketiga adalah adanya hubungan
hukum yang menghubungkan subjek satu dengan
subjek lainnya. Unsur keempat adalah adanya
kewenangan atau institusi yang menjalankan dan
menegakkan hukum. Unsur kelima berkaitan dengan
sanksi atau konsekuensi yang dapat muncul ketika
terjadi  pelanggaran.  Unsur-unsur  tersebut
memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu
sistem yang memiliki komponen yang saling
berhubungan. Hukum tidak hanya berfungsi setelah
pelanggaran terjadi, tetapi juga membentuk
hubungan dan perilaku sebelum konflik muncul.
Hukum juga memiliki hubungan yang erat
dengan norma sosial. Dalam kehidupan masyarakat
terdapat berbagai bentuk norma yang memberikan
pedoman terhadap perilaku manusia. Norma agama
memberikan  pedoman  berdasarkan  ajaran
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keagamaan dan nilai spiritual. Norma kesusilaan
memberikan pedoman mengenai baik dan buruk
berdasarkan kesadaran moral. Norma kesopanan
berkaitan dengan kepantasan dalam pergaulan sosial
yang berkembang dalam masyarakat. Norma hukum
memiliki karakter formal karena dibentuk atau
diakui oleh otoritas yang mempunyai kewenangan
dan memiliki mekanisme penegakan tertentu.
Meskipun berbeda, norma hukum dan norma sosial
dapat saling berinteraksi. Nilai yang berkembang
dalam agama, moral, dan kebiasaan masyarakat
dapat memengaruhi  pembentukan  hukum,
sedangkan hukum dapat memberikan bentuk formal
terhadap nilai tertentu yang dianggap penting untuk
kehidupan bersama.

Perbedaan antara hukum dengan norma
lainnya tidak berarti bahwa hukum selalu terpisah
dari nilai masyarakat. Efektivitas hukum sering kali
bergantung pada hubungan antara aturan formal
dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketika
aturan memiliki kesesuaian dengan nilai sosial yang
telah berkembang, penerimaan masyarakat terhadap
aturan dapat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila
terdapat kesenjangan yang besar antara aturan
formal dan praktik sosial, penerapan hukum dapat
menghadapi berbagai hambatan. Konsep living law
menjadi penting untuk menjelaskan keberadaan
norma yang hidup dan dipraktikkan masyarakat
meskipun tidak selalu dituangkan dalam peraturan
tertulis. Hubungan antara hukum formal dan living
law menjadi salah satu persoalan penting dalam
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perkembangan hukum Indonesia (Selajar & Martha,
2023).

Bahasa juga mempunyai kedudukan penting
dalam konsep hukum Kkarena norma hukum
dirumuskan melalui bahasa. Penggunaan kata atau
istilah yang tidak tepat dapat menyebabkan suatu
ketentuan memiliki ruang penafsiran yang terlalu
luas atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam
hukum karena satu istilah dapat memiliki
konsekuensi hukum yang berbeda apabila
ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Ketepatan
penggunaan istilah merupakan bagian dari ketepatan
berpikir hukum. Suatu konsep yang kabur akan
menyulitkan proses interpretasi dan dapat
menghasilkan penerapan hukum yang tidak
konsisten. Persoalan mengenai sifat istilah hukum
dan penggunaan terminologi yang kurang tepat
menunjukkan bahwa kejelasan bahasa merupakan
salah satu fondasi penting dalam pengembangan
ilmu hukum (Lyubchik dkk., 2025).

Konsep hukum juga berkaitan dengan
pertanyaan mengenai keberlakuan suatu norma.
Tidak semua aturan yang dibuat oleh manusia secara
otomatis memiliki kedudukan sebagai hukum yang
berlaku. Keberlakuan hukum berkaitan dengan
sumber, prosedur pembentukan, kewenangan
pembentuk, serta hubungan aturan tersebut dengan
sistem hukum yang lebih luas. Karena itu, memahami
hukum membutuhkan kemampuan untuk
membedakan antara norma hukum, kebijakan,
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pendapat, kebiasaan, dan nilai. Proses tersebut
menjadi penting terutama ketika seseorang
menghadapi konflik antarketentuan atau persoalan
mengenai dasar kewenangan. Penalaran hukum
diperlukan untuk menentukan aturan mana yang
relevan dan bagaimana aturan tersebut harus
ditempatkan dalam sistem hukum.

Pemahaman mengenai definisi dan konsep
dasar hukum menjadi fondasi bagi seluruh bidang
ilmu hukum. Hukum pidana memiliki konsep
mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban,
hukum perdata memiliki konsep mengenai hubungan
keperdataan dan perjanjian, hukum tata negara
memiliki konsep mengenai kekuasaan dan lembaga
negara, sedangkan hukum administrasi negara
memiliki konsep mengenai kewenangan
pemerintahan. Meskipun masing-masing memiliki
fokus berbeda, semuanya menggunakan Kkonsep
dasar seperti norma, subjek hukum, hak, kewajiban,
kewenangan, dan hubungan hukum. Oleh karena itu,
memahami  konsep hukum bukan sekadar
menghafalkan definisi, tetapi memahami bagaimana
konsep tersebut digunakan untuk membaca
persoalan yang muncul dalam kehidupan.

3. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Hukum dalam
Masyarakat

Hukum hadir karena kehidupan masyarakat
membutuhkan keteraturan. Masyarakat terdiri atas
individu dan kelompok yang memiliki kepentingan,
kebutuhan, nilai, dan tujuan yang beragam.
Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kerja
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sama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila
tidak terdapat mekanisme untuk mengaturnya.
Hukum memberikan kerangka yang memungkinkan
perbedaan kepentingan dikelola melalui aturan yang
disepakati atau ditetapkan oleh otoritas yang
memiliki kewenangan. Dalam konteks tersebut,
tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan
pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga
berkaitan dengan penciptaan kondisi sosial yang
tertib, adil, dan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat.

Tujuan hukum sering kali dirumuskan
melalui tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan orientasi
yang saling berkaitan, tetapi dalam praktik tidak
selalu  mudah diwujudkan secara bersamaan.
Keadilan menuntut agar hukum memberikan
perlakuan yang layak, kepastian menuntut agar
hukum dapat memberikan pedoman yang jelas,
sedangkan kemanfaatan menuntut agar penerapan
hukum memberikan hasil yang berguna bagi
masyarakat. Ketegangan di antara ketiga tujuan
tersebut membuat penerapan hukum membutuhkan
penalaran dan pertimbangan yang matang.
Pembahasan mengenai tujuan hukum merupakan
bagian penting dalam filsafat hukum karena
berkaitan dengan kondisi ideal yang hendak
diwujudkan melalui hukum (Syafuri & Wahyudin,
2022).

Keadilan merupakan tujuan hukum yang
berkaitan dengan perlakuan yang layak terhadap
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setiap orang. Konsep keadilan dapat dipahami dalam
berbagai bentuk, termasuk kesetaraan,
proporsionalitas, perlindungan terhadap pihak yang
lemah, dan pemberian konsekuensi yang sesuai
dengan kesalahan. Keadilan tidak selalu berarti
memberikan perlakuan yang identik kepada setiap
orang. Dalam kondisi tertentu, perlakuan berbeda
dapat dibenarkan apabila didasarkan pada
perbedaan keadaan yang relevan. Hukum harus
mampu  menemukan  keseimbangan  antara
kepentingan individu dan kepentingan umum.
Persoalan keadilan juga muncul ketika aturan formal
berhadapan dengan kondisi sosial yang kompleks.
Karena itu, penerapan hukum membutuhkan
kemampuan memahami tujuan aturan, konteks
permasalahan, dan dampaknya terhadap pihak-pihak
yang terlibat.

Kepastian hukum memberikan jaminan
bahwa masyarakat dapat mengetahui aturan yang
berlaku dan memperkirakan akibat dari tindakan
yang dilakukan. Kepastian menjadi penting karena
seseorang  membutuhkan  pedoman  untuk
menentukan tindakan yang aman dan sesuai hukum.
Kepastian juga berkaitan dengan konsistensi
lembaga dalam menerapkan aturan. Apabila aturan
berubah tanpa alasan yang jelas atau diterapkan
secara berbeda dalam kasus yang memiliki karakter
serupa, kepercayaan masyarakat terhadap hukum
dapat menurun. Namun, kepastian tidak dapat
dipisahkan dari keadilan. Penerapan aturan secara
sangat kaku dapat menghasilkan keputusan yang
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secara formal benar tetapi secara substantif
menimbulkan persoalan keadilan. Hubungan antara
kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena itu
selalu membutuhkan keseimbangan.

Kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum
diharapkan memberikan manfaat nyata bagi
kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dinilai
berdasarkan keberadaan aturan, tetapi juga
berdasarkan akibat yang muncul dari penerapannya.
Suatu regulasi dapat dianggap berhasil apabila
mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi
alasan = pembentukannya dan memberikan
perlindungan terhadap kepentingan yang hendak
dijaga. Hukum yang tidak memberikan manfaat dapat
kehilangan legitimasi sosial meskipun tetap memiliki
kekuatan formal. Hukum dalam hubungan sosial
harus mampu menciptakan keteraturan sekaligus
memberikan ruang bagi masyarakat untuk
menjalankan kepentingannya secara wajar (Tanjung,
2025). Oleh karena itu, kemanfaatan menjadi salah
satu ukuran penting dalam melihat kualitas hukum.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial
merupakan salah satu fungsi yang paling mudah
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum
menetapkan  batas antara  perilaku = yang
diperbolehkan dan perilaku yang dilarang. Ketentuan
mengenai larangan melakukan kekerasan, kewajiban
memenuhi perjanjian, kewajiban membayar pajak,
serta kewajiban mematuhi prosedur administrasi
merupakan contoh bagaimana hukum mengarahkan
perilaku manusia. Pengendalian sosial melalui
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hukum tidak hanya dilakukan melalui sanksi, tetapi
juga melalui pemberian hak, kewenangan, prosedur,
dan insentif. Hukum dapat mengarahkan masyarakat
agar bertindak sesuai dengan pola perilaku yang
dianggap diperlukan untuk menjaga keteraturan
(Novia dkk., 2023).

Hukum juga berfungsi sebagai sarana
penyelesaian sengketa. Perbedaan kepentingan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan masyarakat. Sengketa dapat muncul
dalam hubungan keluarga, kepemilikan, kontrak,
pekerjaan, kegiatan usaha, pemerintahan, bahkan
hubungan antarnegara. Tanpa mekanisme hukum,
konflik dapat berkembang menjadi tindakan sepihak
atau kekerasan. Hukum menyediakan prosedur yang
memungkinkan pihak yang berselisih memperoleh
penyelesaian melalui mekanisme yang diakui. Fungsi
tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan
perlindungan  terhadap masyarakat dengan
menyediakan jalan penyelesaian konflik secara tertib
dan terukur (Ren, 2024).

Selain  mengendalikan  perilaku  dan
menyelesaikan sengketa, hukum berfungsi sebagai
sarana perubahan sosial. Masyarakat mengalami
perubahan secara terus-menerus sehingga hukum
tidak dapat hanya mempertahankan pola lama.
Perubahan teknologi, ekonomi, budaya, dan struktur
sosial menghasilkan kebutuhan baru yang
membutuhkan respons hukum. Dalam Kkondisi
tertentu, hukum bahkan dapat digunakan untuk
mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hukum
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dapat digunakan untuk memperkenalkan standar
baru, memberikan perlindungan terhadap kelompok
tertentu, mendorong pembangunan kelembagaan,
dan membentuk kebiasaan baru. Hukum sebagai
instrumen pengendalian dan pembangunan sosial
menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat
reaktif terhadap perubahan, tetapi juga dapat
digunakan secara aktif untuk mengarahkan
perubahan masyarakat (M. Harahap dkk., 2022).
Dalam  kehidupan bernegara, hukum
mempunyai peranan sebagai instrumen pembatas
kekuasaan sekaligus dasar penyelenggaraan
pemerintahan. Lembaga negara memperoleh
kewenangan melalui hukum, tetapi kewenangan
tersebut juga dibatasi oleh hukum. Hubungan
tersebut penting untuk memastikan bahwa
kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-
wenang. Hukum juga menjadi dasar bagi
perlindungan hak warga negara dan mekanisme
akuntabilitas lembaga publik. Perkembangan
pemikiran hukum kontemporer menunjukkan
semakin kuatnya hubungan antara hukum, kebijakan,
etika, keadilan, dan reformasi kelembagaan (Mujiono
& Ticualu, 2025). Oleh sebab itu, keberadaan hukum
yang baik harus diikuti oleh lembaga yang mampu
menjalankan  hukum secara konsisten dan
bertanggung jawab.
4. Ruang Lingkup dan Cabang-Cabang Ilmu Hukum
Ruang lingkup ilmu hukum mencakup
berbagai bidang karena hukum mengatur hampir
seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan
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keluarga, harta kekayaan, kegiatan ekonomi,
pekerjaan, pemerintahan, tindak pidana, lingkungan,
teknologi, dan hubungan internasional memiliki
dimensi hukum masing-masing. Perkembangan
tersebut menyebabkan ilmu hukum berkembang
menjadi berbagai cabang yang memiliki fokus
tertentu. Pembagian cabang ilmu hukum membantu
proses pembelajaran dan penelitian karena
persoalan hukum dapat dikaji berdasarkan karakter
objek dan norma yang mengaturnya. Meskipun
demikian, pembagian tersebut tidak berarti bahwa
setiap cabang berdiri secara terpisah. Suatu
persoalan dapat memiliki dimensi pidana sekaligus
perdata, atau melibatkan hukum nasional sekaligus
hukum internasional.

Dogmatika hukum merupakan bagian
penting dari ruang lingkup ilmu hukum yang
berfokus pada hukum positif. Kajian dogmatika
hukum diarahkan untuk menemukan, menafsirkan,
menyusun, dan menjelaskan norma yang berlaku.
Dalam proses tersebut, aturan hukum tidak dibaca
secara terpisah, tetapi ditempatkan dalam hubungan
dengan asas, doktrin, struktur peraturan, dan
ketentuan lainnya. Dogmatika hukum memiliki
peranan penting karena memberikan dasar bagi
praktik hukum. Ketika seorang hakim, advokat, jaksa,
atau konsultan hukum menghadapi suatu persoalan,
diperlukan kemampuan untuk menentukan norma
yang relevan dan membangun argumentasi
berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Kajian ilmu
hukum memiliki karakter normatif karena salah satu
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fokus utamanya adalah memahami hukum sebagai
norma yang berlaku (Setiadi dkk., 2021).

Teori hukum memiliki cakupan yang berbeda
karena lebih banyak membahas konsep-konsep
umum yang mendasari hukum. Teori hukum dapat
membahas konsep norma, validitas, kewenangan,
tanggung jawab, interpretasi, hubungan antara
hukum dan masyarakat, serta berbagai persoalan
konseptual lainnya. Teori hukum membantu
menjelaskan mengapa konsep tertentu digunakan
dalam sistem hukum dan bagaimana konsep tersebut
berhubungan dengan konsep lainnya. Kajian teori
juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan
atau ketidakkonsistenan dalam suatu sistem hukum.
Pengembangan teori hukum memiliki hubungan
dengan filsafat ilmu karena pertanyaan mengenai
hakikat hukum, metode, dan pengetahuan hukum
merupakan bagian dari refleksi ilmiah terhadap
hukum (Setiadi dkk., 2021).

Filsafat hukum menempati ruang kajian yang
lebih mendasar dengan mempertanyakan dasar nilai,
tujuan, legitimasi, dan makna hukum. Pertanyaan
filsafat hukum tidak berhenti pada persoalan
mengenai apa yang diperintahkan oleh hukum, tetapi
juga mengenai apakah suatu aturan dapat
dibenarkan secara moral dan filosofis. Pertanyaan
mengenai  keadilan,  kebebasan, persamaan,
kepastian, tanggung jawab, dan hubungan hukum
dengan moral menjadi bagian dari kajian filsafat
hukum. Pembahasan mengenai tujuan hukum
memperlihatkan bahwa hukum selalu memiliki
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dimensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam
pembentukannya (Syafuri & Wahyudin, 2022).
Filsafat hukum memberikan ruang bagi ilmu hukum
untuk melakukan refleksi kritis terhadap aturan yang
berlaku.

Hukum pidana merupakan cabang ilmu
hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang
dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Kajian
hukum pidana meliputi tindak pidana,
pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, alasan
pembenar dan pemaaf, serta berbagai persoalan
dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana
memiliki hubungan erat dengan perlindungan
kepentingan masyarakat karena negara
menggunakan kewenangan pemidanaan untuk
memberikan respons terhadap perbuatan yang
dianggap merugikan atau membahayakan. Namun,
kewenangan  tersebut  harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip hukum agar tidak berubah
menjadi  kekuasaan yang sewenang-wenang.
Perdebatan mengenai living law menunjukkan
bahwa hukum pidana juga perlu memperhatikan
hubungan antara aturan formal dengan norma yang
hidup dalam masyarakat (Selajar & Martha, 2023).

Hukum  perdata mengatur  berbagai
hubungan hukum yang berkaitan dengan
kepentingan  individual, = seperti  perjanjian,
kepemilikan, keluarga, warisan, dan tanggung jawab
keperdataan. Keberadaan hukum perdata
memberikan kepastian dalam hubungan
antarindividu maupun badan hukum. Kegiatan
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ekonomi, misalnya, membutuhkan aturan mengenai
perjanjian agar para pihak mengetahui hak dan
kewajiban masing-masing. Sementara itu, hukum tata
negara berkaitan dengan struktur negara, pembagian
kekuasaan, lembaga negara, serta hubungan antara
negara dan warga negara. Hukum administrasi
negara berhubungan dengan kewenangan dan
tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi
publik. Ketiga bidang tersebut menunjukkan adanya
hubungan antara kepentingan privat dan
kepentingan publik dalam sistem hukum.

Hukum internasional berkembang sebagai
konsekuensi dari meningkatnya hubungan lintas
negara. Perdagangan internasional, investasi, konflik,
lingkungan, migrasi, dan kerja sama antarnegara
menghasilkan hubungan yang membutuhkan aturan
pada tingkat internasional. Hubungan antara
perkembangan ekonomi global dengan hukum
internasional menunjukkan bahwa hukum tidak
dapat lagi dipahami hanya dalam batas wilayah
nasional (Shumilov, 2021). Globalisasi juga
menghasilkan interaksi antara norma internasional
dan sistem hukum nasional. Proses tersebut dapat
menghasilkan penyesuaian, penerimaan, maupun
modifikasi norma sesuai dengan kebutuhan sistem
nasional. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa
ruang lingkup ilmu hukum semakin luas dan
melibatkan berbagai tingkat regulasi.

Perkembangan teknologi memperluas ruang
lingkup hukum menuju persoalan yang berkaitan
dengan dunia digital. Transaksi elektronik,
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perlindungan data, kecerdasan buatan, keamanan
siber, blockchain, dan berbagai bentuk teknologi baru
melahirkan hubungan hukum yang sebelumnya
belum berkembang. Masyarakat digital
membutuhkan regulasi yang mampu mengatur
teknologi tanpa menghambat inovasi. Perkembangan
masyarakat global berbasis teknologi bahkan
menuntut perubahan paradigma dalam ilmu hukum
(Gil Ruiz, 2022). Persoalan teknologi juga
memperlihatkan pentingnya kerja sama antara ilmu
hukum dengan ilmu teknis karena regulasi yang
efektif membutuhkan pemahaman terhadap cara
kerja teknologi yang menjadi objek pengaturan.
Pendekatan interdisipliner semakin diperlukan
untuk  menghadapi  perkembangan tersebut
(Matevosova, 2026).
5. Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial dan
Perkembangan Masyarakat
[Imu hukum memiliki hubungan erat dengan
berbagai disiplin ilmu karena hukum selalu berada
dalam lingkungan kehidupan sosial. Hukum dibentuk
oleh manusia, diterapkan kepada manusia, dan
menghasilkan akibat terhadap kehidupan manusia.
Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman hukum
tidak selalu cukup apabila hanya didasarkan pada
teks peraturan. Sosiologi dapat membantu
memahami perilaku masyarakat, politik dapat
menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan,
ekonomi dapat menjelaskan dampak regulasi
terhadap Kkegiatan ekonomi, antropologi dapat
menjelaskan hubungan hukum dengan budaya,
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sedangkan filsafat membantu memahami dasar nilai
dan tujuan hukum. Perkembangan ilmu hukum
menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan untuk
melihat hukum melalui perspektif yang lebih luas
tanpa kehilangan karakter normatifnya.

Hubungan hukum dengan sosiologi dapat
dilihat melalui kajian mengenai perilaku masyarakat
terhadap hukum. Suatu aturan dapat memiliki
kualitas normatif yang baik, tetapi efektivitasnya
bergantung pada bagaimana masyarakat memahami
dan menjalankannya. Faktor ekonomi, budaya,
tingkat  pendidikan, struktur sosial, serta
kepercayaan terhadap lembaga hukum dapat
memengaruhi tingkat kepatuhan. Kajian sosio-legal
memberikan ruang untuk menggabungkan analisis
hukum dengan kajian sosial sehingga hukum dapat
dipahami dalam konteks penerapannya (Noor, 2023).
Pendekatan tersebut penting ketika persoalan yang
dikaji tidak hanya berkaitan dengan isi aturan, tetapi
juga dengan dampak dan pelaksanaannya dalam
masyarakat.

Hubungan ilmu hukum dengan ilmu politik
juga sangat kuat karena pembentukan hukum
berkaitan dengan proses penggunaan kekuasaan
dalam negara. Peraturan perundang-undangan lahir
melalui proses politik yang melibatkan lembaga
negara dan berbagai kepentingan sosial. Pada saat
yang sama, hukum memberikan batas terhadap
kekuasaan politik melalui pengaturan kewenangan,
prosedur, serta perlindungan hak warga negara.
Hubungan tersebut menunjukkan adanya hubungan
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timbal balik antara hukum dan politik. Hukum
membutuhkan proses politik untuk dibentuk, tetapi
politik juga membutuhkan hukum sebagai kerangka
legitimasi dalam menjalankan kekuasaan.
Perkembangan hukum kontemporer
memperlihatkan bahwa persoalan hukum semakin
berkaitan dengan kebijakan publik dan reformasi
kelembagaan (Mujiono & Ticualu, 2025).

Hubungan hukum dengan ilmu ekonomi
semakin penting dalam masyarakat modern.
Kegiatan ekonomi membutuhkan kepastian hukum
mengenai transaksi, kepemilikan, investasi, pajak,
hubungan kerja, persaingan usaha, dan perlindungan
konsumen. Sebaliknya, perubahan hukum dapat
memberikan pengaruh terhadap perilaku ekonomi
karena aturan dapat menciptakan insentif maupun
pembatasan. Hubungan antara ekonomi dan hukum
menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya memiliki
konsekuensi  normatif, tetapi juga dapat
menghasilkan dampak ekonomi yang luas (Yadgarov,
2024). Pada tingkat internasional, perkembangan
ekonomi bahkan mendorong terbentuknya aturan
dan kerja sama hukum lintas negara (Shumilov,
2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
pemahaman terhadap hukum ekonomi
membutuhkan perhatian terhadap mekanisme dan
kepentingan ekonomi yang berada di balik aturan.

[Imu hukum juga memiliki hubungan dengan
antropologi karena hukum berkembang dalam
masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda.
Nilai, kebiasaan, tradisi, dan struktur sosial dapat
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memengaruhi cara suatu masyarakat memahami
hukum. Dalam masyarakat tertentu, penyelesaian
sengketa dapat lebih banyak mengandalkan
mekanisme komunitas daripada lembaga formal.
Dalam masyarakat lain, penyelesaian melalui
pengadilan mungkin lebih dominan. Perbedaan
tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum
tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan
sosial dan budaya. Konsep living law memperlihatkan
adanya norma yang hidup dan dipraktikkan
masyarakat di luar aturan formal, tetapi tetap
memiliki pengaruh terhadap perilaku dan
penyelesaian persoalan hukum (Selajar & Martha,
2023).

Hubungan ilmu hukum dengan filsafat
memberikan dasar untuk memahami hukum secara
lebih mendalam. Filsafat mempertanyakan dasar
keberadaan hukum, sumber pengetahuan hukum,
tujuan hukum, serta nilai yang seharusnya menjadi
dasar pembentukan dan penerapan hukum.
Pertanyaan seperti apakah hukum selalu harus
ditaati, apa yang dimaksud dengan keadilan, dan
bagaimana hubungan hukum dengan moral tidak
dapat dijawab hanya dengan membaca peraturan.
Pertanyaan tersebut membutuhkan refleksi filosofis.
Perspektif filsafat ilmu juga memberikan dasar bagi
ilmu hukum untuk memahami karakter keilmuannya
sendiri. [lmu hukum memiliki karakter normatif yang
khas dan dapat dipahami sebagai ilmu dengan objek
serta pendekatan tertentu (Setiadi dkk., 2021).
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Perubahan sosial merupakan salah satu
faktor yang paling kuat memengaruhi perkembangan
hukum. Masyarakat terus mengalami perubahan
dalam pola keluarga, hubungan Kkerja, struktur
ekonomi, teknologi komunikasi, serta cara
berinteraksi. Perubahan tersebut menghasilkan
kebutuhan hukum baru. Ketika transaksi berpindah
dari ruang fisik ke ruang digital, misalnya, muncul
kebutuhan untuk mengatur identitas elektronik,
kontrak digital, keamanan data, dan perlindungan
konsumen. Perubahan sosial dengan demikian
mendorong hukum untuk melakukan penyesuaian.
Hukum yang tidak mampu merespons perubahan
berpotensi mengalami kesenjangan antara aturan
dan kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain, perubahan
hukum juga dapat digunakan untuk mendorong
perubahan sosial tertentu (M. Harahap dkk., 2022).

Globalisasi semakin memperluas hubungan
antara hukum nasional dan hukum internasional.
Aktivitas ekonomi, komunikasi, investasi, migrasi,
dan teknologi dapat berlangsung melampaui batas
negara. Keadaan tersebut menyebabkan satu
persoalan dapat melibatkan lebih dari satu sistem
hukum. Norma global dapat memengaruhi kebijakan
nasional, sedangkan sistem nasional dapat
melakukan penyesuaian terhadap norma
internasional berdasarkan kondisi lokal. Proses
tersebut dapat menghasilkan apa yang disebut
sebagai hibriditas hukum, yaitu pertemuan dan
penyesuaian berbagai sumber serta tingkat norma
dalam suatu sistem hukum (Mujiono & Ticualuy,
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2025). Perkembangan tersebut menuntut ilmu
hukum untuk memiliki perspektif yang tidak hanya
nasional, tetapi juga memahami hubungan antara
hukum nasional, regional, dan internasional.

Digitalisasi menjadi salah satu tantangan
terbesar bagi perkembangan ilmu hukum saat ini.
Teknologi tidak hanya menciptakan alat baru, tetapi
juga menghasilkan bentuk hubungan sosial dan
ekonomi yang berbeda. Kecerdasan buatan dapat
mengambil keputusan atau menghasilkan informasi,
blockchain memungkinkan pencatatan transaksi
secara terdesentralisasi, sedangkan smart contract
dapat menjalankan ketentuan tertentu secara
otomatis.  Teknologi  tersebut  menimbulkan
pertanyaan mengenai tanggung jawab, kewenangan,
validitas, perlindungan hak, serta mekanisme
pengawasan. Perkembangan teknologi baru bahkan
menuntut kajian hukum yang melibatkan kerja sama
antara ilmu hukum dan ilmu teknis (Korhonen & Ala-
Ruona, 2026; Matevosova, 2026).

Hubungan ilmu hukum dengan berbagai
disiplin tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum
merupakan disiplin yang terbuka terhadap
perkembangan pengetahuan. Keterbukaan tersebut
tidak berarti menghilangkan karakter normatif ilmu
hukum, tetapi memberikan kemampuan tambahan
untuk memahami konteks tempat hukum bekerja.
Pendekatan interdisipliner membantu menjelaskan
mengapa hukum dibentuk, bagaimana hukum
diterapkan, mengapa masyarakat mematuhi atau
melanggar hukum, serta bagaimana hukum
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seharusnya  merespons  perubahan. Dengan
demikian, perkembangan ilmu hukum tidak hanya
bergantung pada perubahan peraturan, tetapi juga
pada perkembangan masyarakat dan ilmu
pengetahuan yang menjadi lingkungan hukum.
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BAB Il

SUMBER-SUMBER HUKUM DAN
HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem hukum tidak terbentuk dari satu jenis
norma yang berdiri sendiri. Hukum lahir dari berbagai
sumber yang memberikan isi, bentuk, legitimasi, serta
daya mengikat terhadap suatu ketentuan. Pemahaman
mengenai sumber hukum menjadi penting karena suatu
norma tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai
dari mana norma tersebut berasal, bagaimana norma
tersebut memperoleh kekuatan berlaku, serta bagaimana
kedudukannya ketika berhadapan dengan norma lainnya.
Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan sumber
hukum memiliki karakter yang kompleks karena selain
mengenal peraturan perundang-undangan sebagai
bentuk utama hukum tertulis, terdapat pula kebiasaan,
hukum adat, yurisprudensi, traktat, doktrin, serta
berbagai bentuk norma lain yang memiliki peranan
dalam pembentukan dan penerapan hukum. Literatur
menunjukkan bahwa konsep sumber hukum bersifat
multidimensional dan dapat dipahami dari perspektif
material, formal, ideologis, filosofis, sosiologis, maupun
historis (Kiska, 2026; Maksimova, 2024; Maulidya dkk.,
2023).
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Kedudukan sumber hukum menjadi semakin
penting ketika hukum dipahami sebagai suatu sistem
yang memiliki tingkatan. Tidak semua aturan
mempunyai kedudukan yang sama. Norma yang terdapat
dalam konstitusi mempunyai kedudukan berbeda
dengan undang-undang, demikian pula peraturan
pemerintah memiliki posisi yang berbeda dengan
peraturan daerah. Perbedaan kedudukan tersebut
menghasilkan konsekuensi terhadap kekuatan hukum
dan hubungan antarnorma. Dalam sistem hukum
Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan
digunakan untuk menjaga keteraturan hubungan
antarnorma sehingga peraturan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kerangka hierarkis tersebut menjadi salah satu
instrumen untuk menjaga konsistensi sistem hukum
nasional (Marikar, 2023; Mochtar, 2022).

Perkembangan masyarakat  menyebabkan
pembahasan sumber hukum tidak dapat berhenti pada
hukum tertulis. Kebiasaan masyarakat, putusan
pengadilan, perkembangan hukum internasional,
perubahan teknologi, serta perkembangan pemikiran
hukum dapat memengaruhi pembentukan dan
penerapan hukum. Globalisasi memperluas hubungan
antara sistem hukum nasional dengan norma
internasional, sedangkan digitalisasi melahirkan bentuk-
bentuk hubungan sosial yang menuntut respons hukum
baru. Keadaan tersebut menjadikan sumber hukum
sebagai konsep yang dinamis. Bab ini membahas sumber
hukum, kedudukan peraturan perundang-undangan,
hierarki hukum nasional, hubungan antarnorma, asas
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penyelesaian konflik hukum, serta perkembangan

sumber hukum non-peraturan dalam menghadapi

perubahan masyarakat.

1. Pengertian, Hakikat, dan Klasifikasi Sumber
Hukum

Istilah sumber hukum pada dasarnya
menunjuk pada asal atau tempat dari mana hukum
memperoleh isi, bentuk, serta daya mengikatnya.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sumber
hukum tidak hanya berkaitan dengan dokumen atau
lembaga yang menghasilkan aturan, tetapi juga
berkaitan dengan faktor yang memengaruhi
substansi suatu norma. Ketika suatu aturan dibentuk,
terdapat berbagai pertimbangan yang dapat
memengaruhi isinya, seperti kebutuhan masyarakat,
kondisi ekonomi, nilai budaya, perkembangan politik,
perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan
hubungan sosial. Pada saat yang sama, suatu aturan
membutuhkan bentuk tertentu agar dapat dikenali
sebagai hukum yang mempunyai kekuatan berlaku.
Karena itu, sumber hukum memiliki dimensi yang
lebih luas daripada sekadar tempat ditemukannya
aturan. Keragaman pengertian tersebut
menyebabkan konsep sumber hukum tidak memiliki
satu definisi tunggal dalam literatur hukum (Kiska,
2026; Maksimova, 2024).

Pemahaman terhadap sumber hukum dapat
dimulai dengan membedakan antara sumber hukum
material dan sumber hukum formal. Sumber hukum
material berkaitan dengan faktor yang memberikan
isi atau substansi terhadap hukum. Faktor tersebut
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dapat berupa kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya,
agama, perkembangan teknologi, kebutuhan
masyarakat, maupun pandangan mengenai keadilan.
Sementara itu, sumber hukum formal berkaitan
dengan bentuk atau saluran yang menyebabkan
suatu norma memperoleh kekuatan hukum dan
dapat diberlakukan. Pembedaan tersebut merupakan
salah satu klasifikasi yang paling umum digunakan
dalam kajian sumber hukum (Maksimova, 2024;
Maulidya dkk., 2023; Terziev dkk., 2021). Dengan
pembedaan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu
aturan memiliki isi tertentu karena dipengaruhi oleh
berbagai faktor material, tetapi aturan tersebut
memperoleh bentuk dan daya berlaku melalui
sumber formal.

Sumber hukum material dapat ditemukan
dalam kehidupan masyarakat. Hubungan sosial,
misalnya, dapat mendorong lahirnya kebutuhan
terhadap aturan baru ketika pola hubungan
antarmanusia mengalami perubahan. Perkembangan
ekonomi dapat menghasilkan kebutuhan untuk
mengatur bentuk transaksi atau hubungan usaha
yang sebelumnya belum dikenal. Perkembangan
teknologi juga dapat melahirkan persoalan baru
mengenai data, keamanan, transaksi elektronik, dan
tanggung jawab hukum. Tradisi dan nilai budaya
dapat memberikan pengaruh terhadap substansi
hukum, terutama ketika pembentuk hukum berusaha
menciptakan aturan yang sesuai dengan karakter
masyarakat. Faktor-faktor seperti hubungan sosial,
kekuatan politik, kondisi ekonomi, tradisi,
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pandangan agama, hasil penelitian, perkembangan
internasional, dan kondisi geografis dapat menjadi
bagian dari sumber hukum material (Maulidya dkk.,
2023; Sukhonos & Sukhonos, 2026).

Sumber hukum material tidak secara
otomatis menjadi hukum yang mengikat. Nilai
keadilan yang berkembang dalam masyarakat,
misalnya, dapat memengaruhi pembentukan suatu
undang-undang, tetapi nilai tersebut membutuhkan
proses legislasi agar dapat menjadi norma tertulis
yang berlaku secara umum. Demikian pula
perubahan teknologi dapat menimbulkan kebutuhan
terhadap regulasi baru, tetapi kebutuhan tersebut
belum dapat disebut sebagai peraturan hukum
sebelum dituangkan melalui bentuk hukum yang sah.
Pembedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan
dalam memahami hubungan antara faktor
pembentuk isi hukum dengan bentuk hukum yang
memberikan daya mengikat. Sumber material
menjelaskan mengapa suatu aturan memiliki isi
tertentu, sedangkan sumber formal menjelaskan
bagaimana isi tersebut memperoleh bentuk dan
kekuatan hukum.

Sumber hukum formal memiliki kedudukan
penting karena memberikan bentuk yang dapat
dikenali dan digunakan dalam praktik hukum.
Undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi,
dan doktrin secara umum dikenal sebagai bentuk
sumber hukum formal (Maulidya dkk., 2023).
Masing-masing memiliki karakter yang berbeda.
Undang-undang memperoleh kekuatan melalui
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prosedur pembentukan yang ditentukan dalam
sistem hukum. Kebiasaan memperoleh relevansi
hukum karena dilakukan secara berulang dan
diterima sebagai sesuatu yang patut atau mengikat.
Traktat lahir dari kesepakatan antarnegara atau
subjek hukum internasional sesuai dengan aturan
yang berlaku. Yurisprudensi berkembang melalui
putusan pengadilan, sedangkan doktrin berasal dari
pemikiran dan pendapat para ahli hukum yang
memberikan pengaruh terhadap pemahaman
hukum.

Perbedaan sumber hukum formal tidak
berarti bahwa setiap sumber mempunyai kedudukan
yang identik. Dalam sistem hukum Indonesia yang
menempatkan hukum tertulis sebagai instrumen
utama pengaturan, peraturan perundang-undangan
mempunyai posisi sentral. Indonesia bekerja dalam
tradisi civil law yang secara umum memberikan
perhatian besar terhadap hukum tertulis sebagai
sumber hukum formal (Iskandar dkk., 2022; Sabau-
Pop, 2026; Terziev dkk., 2021). Meskipun demikian,
keberadaan sumber non-peraturan tetap penting
dalam proses penafsiran dan penerapan hukum.
Ketika aturan tertulis tidak memberikan jawaban
secara lengkap, misalnya, hakim dapat berhadapan
dengan kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, atau
prinsip hukum untuk membangun argumentasi.
Karena itu, memahami sistem hukum tidak cukup
hanya dengan mempelajari undang-undang.

Sumber hukum juga dapat dipahami dari
dimensi ideologis dan epistemologis. Dimensi

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 33



ideologis berkaitan dengan nilai atau gagasan yang
menjadi dasar bagi pembentukan hukum, sedangkan
dimensi epistemologis berkaitan dengan sumber
pengetahuan yang digunakan untuk memahami
hukum. Dalam perspektif tersebut, sumber hukum
bukan sekadar bentuk formal suatu aturan, tetapi
juga berkaitan dengan nilai yang memberi arah dan
pengetahuan yang memungkinkan hukum dipahami.
Pendekatan multidimensional tersebut memperluas
pemahaman terhadap sumber hukum sehingga
hukum dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara
norma, nilai, pengetahuan, dan kehidupan sosial
(Maksimova, 2024; Sukhonos & Sukhonos, 2026).
Klasifikasi sumber hukum pada akhirnya
membantu menjelaskan bagaimana suatu sistem
hukum bekerja. Sumber material memberikan
gambaran mengenai faktor yang membentuk isi
hukum, sedangkan sumber formal menjelaskan
bentuk yang memberikan kekuatan berlaku. Di
antara keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat
dipisahkan. Perubahan sosial dapat menjadi sumber
material, kemudian diterjemahkan melalui proses
legislasi menjadi peraturan perundang-undangan
sebagai sumber  formal. Demikian  pula
perkembangan praktik pengadilan dapat membentuk
pola argumentasi yang kemudian memengaruhi
perkembangan doktrin atau pembentukan aturan
baru. Dengan memahami hubungan tersebut, sumber
hukum tidak lagi dipandang sebagai daftar yang
harus dihafalkan, tetapi sebagai mekanisme yang
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menjelaskan proses lahir, berkembang, dan
berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Peraturan Perundang-Undangan sebagai Sumber
Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan
salah satu sumber hukum formal yang memiliki
kedudukan sentral dalam sistem hukum Indonesia.
Kedudukan tersebut berkaitan dengan karakter
sistem hukum Indonesia yang memiliki tradisi civil
law dan memberikan tempat penting bagi hukum
tertulis. Peraturan perundang-undangan
memberikan pedoman yang relatif jelas mengenai
hak, kewajiban, larangan, kewenangan, prosedur,
serta sanksi. Keberadaan hukum tertulis juga
memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk
mengetahui aturan yang berlaku dan bagi lembaga
negara untuk menjalankan kewenangannya
berdasarkan dasar hukum yang jelas. Posisi sentral
peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum Indonesia juga berkaitan dengan kebutuhan
untuk menciptakan kepastian dan keseragaman
dalam pengaturan (Sabau-Pop, 2026; Terziev dkk.,
2021).

Peraturan perundang-undangan tidak hanya
dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi
sebagai produk hukum yang dibentuk melalui
prosedur tertentu oleh lembaga atau pejabat yang
memiliki kewenangan. Proses pembentukannya
harus memperhatikan dasar kewenangan, jenis
peraturan, materi muatan, teknik penyusunan, serta
prosedur pembentukan. Pengaturan mengenai
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pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia saat ini bertumpu pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kali
diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022. Perubahan tersebut antara lain
memperkenalkan metode omnibus, memperkuat
partisipasi masyarakat yang bermakna, dan
memungkinkan pembentukan peraturan secara
elektronik.

Kebutuhan terhadap aturan mengenai
pembentukan peraturan muncul karena kualitas
hukum tidak hanya ditentukan oleh isi akhir suatu
peraturan, tetapi juga oleh proses yang digunakan
untuk membentuknya. Peraturan yang dibentuk
tanpa perencanaan, tanpa dasar kewenangan yang
jelas, atau tanpa memperhatikan hubungan dengan
peraturan lainnya dapat menghasilkan konflik
norma. Karena itu, pembentukan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang dirancang
untuk menyediakan metode pembentukan yang
pasti, baku, dan standar bagi lembaga yang
berwenang membentuk peraturan perundang-
undangan.

Pembentukan peraturan juga membutuhkan
asas yang menjadi pedoman agar produk hukum
memiliki kualitas yang baik. Asas pembentukan
peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai
pedoman untuk memastikan bahwa peraturan dibuat
berdasarkan tujuan yang jelas, lembaga yang
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berwenang, kesesuaian antara jenis dan materi
muatan, dapat dilaksanakan, berdaya guna, memiliki
rumusan yang jelas, serta dilaksanakan secara
terbuka. Asas tersebut menunjukkan bahwa legislasi
bukan sekadar kegiatan merumuskan kalimat dalam
pasal, melainkan proses yang membutuhkan
pertimbangan substantif, kelembagaan, teknis, dan
sosial. Pembentukan hukum yang baik harus mampu
menjembatani kebutuhan masyarakat dengan
struktur hukum yang sudah ada.

Proses pembentukan peraturan perundang-
undangan juga berkaitan dengan perencanaan.
Perencanaan memungkinkan pembentuk hukum
menentukan prioritas pengaturan berdasarkan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam
konteks undang-undang, perencanaan berkaitan
dengan Program Legislasi Nasional, sedangkan pada
tingkat daerah terdapat mekanisme perencanaan
legislasi daerah. Perencanaan juga diperlukan dalam
pembentukan peraturan pelaksana seperti peraturan
pemerintah dan peraturan presiden. Sistem
perencanaan tersebut bertujuan menghindari
pembentukan peraturan yang bersifat sporadis dan
tidak terintegrasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 memperluas cakupan perencanaan tidak hanya
terhadap undang-undang dan peraturan daerah,
tetapi juga terhadap peraturan pemerintah,
peraturan presiden, dan bentuk peraturan lainnya.

Tahap penyusunan menjadi bagian penting
karena pada tahap tersebut gagasan kebijakan mulai
diterjemahkan menjadi norma hukum. Untuk jenis
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rancangan tertentu, Naskah Akademik memiliki
fungsi penting dalam memberikan dasar ilmiah dan
argumentasi terhadap kebutuhan pembentukan
suatu  peraturan. Naskah Akademik dapat
menjelaskan permasalahan yang hendak
diselesaikan, kondisi yang ada, dasar filosofis,
sosiologis, dan yuridis, serta arah pengaturan yang
hendak dibentuk. Dengan demikian, proses legislasi
idealnya tidak dimulai dari rumusan pasal, tetapi dari
identifikasi masalah yang hendak diatasi. Keterkaitan
antara masalah, tujuan, kebijakan, dan norma
menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai
kualitas peraturan.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa proses
pembentukan peraturan perundang-undangan juga
mengalami  perkembangan. Metode omnibus
diperkenalkan untuk memungkinkan perubahan
atau pencabutan berbagai ketentuan yang berkaitan
melalui satu undang-undang. Partisipasi masyarakat
juga diperkuat melalui konsep meaningful
participation, sementara proses pembentukan
peraturan dapat dilakukan secara elektronik.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum
pembentukan peraturan harus mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan
legislasi dan teknologi.

Tahap pembahasan merupakan ruang untuk
menguji substansi rancangan melalui proses politik
dan keilmuan. Dalam proses tersebut, rancangan
dapat mengalami perubahan berdasarkan masukan
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lembaga pembentuk, ahli, masyarakat, serta pihak
yang berkepentingan. Pembahasan menjadi penting
karena norma yang dirumuskan akan memiliki akibat
terhadap masyarakat. Partisipasi publik menjadi
salah satu unsur yang penting untuk memastikan
bahwa pembentukan hukum tidak berlangsung
secara tertutup. Peraturan perundang-undangan
yang menyentuh Kkepentingan masyarakat luas
membutuhkan  proses yang memungkinkan
masyarakat memahami, memberikan masukan, dan
mengkritisi materi yang hendak diatur.

Setelah melalui pembahasan, peraturan
memasuki tahap pengesahan atau penetapan dan
pengundangan. Pengundangan memiliki arti penting
karena menjadi sarana resmi untuk membuat suatu
peraturan diketahui oleh masyarakat dan memiliki
daya berlaku sesuai ketentuan yang mengaturnya.
Tahapan  tersebut  memperlihatkan  bahwa
keberlakuan peraturan tidak hanya bergantung pada
isi norma, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur
pembentukannya. Peraturan yang dibentuk oleh
lembaga yang tidak berwenang atau melalui
prosedur yang tidak sesuai dapat menimbulkan
persoalan mengenai keabsahan dan keberlakuannya.

Dengan demikian, peraturan perundang-
undangan sebagai sumber hukum formal harus
dipahami melalui dua dimensi. Dimensi pertama
adalah substansi, yaitu apakah materi yang diatur
mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai
dengan prinsip hukum. Dimensi kedua adalah
prosedur, yaitu apakah peraturan dibentuk oleh
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lembaga yang berwenang melalui prosedur yang
ditentukan. Kedua dimensi tersebut harus berjalan
bersama. Peraturan yang substansinya baik tetapi
dibentuk melalui prosedur yang bermasalah dapat
menimbulkan persoalan legitimasi, sedangkan
peraturan yang prosedurnya benar tetapi
substansinya buruk dapat menghasilkan
ketidakadilan atau ketidakefektifan.
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam

Sistem Hukum Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan
merupakan mekanisme yang digunakan untuk
menempatkan berbagai jenis peraturan berdasarkan
tingkatannya. Hierarki diperlukan karena sistem
hukum terdiri atas berbagai norma yang dibuat oleh
lembaga berbeda dan mempunyai ruang lingkup
pengaturan berbeda. Tanpa hubungan hierarkis, akan
sulit menentukan peraturan mana yang harus
didahulukan apabila terdapat pertentangan. Hierarki
juga memberikan pedoman mengenai materi yang
dapat diatur oleh suatu jenis peraturan. Dalam sistem
hukum Indonesia, kekuatan hukum suatu peraturan
mengikuti hierarki sebagaimana ditentukan oleh
peraturan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai
dengan hierarki yang ditentukan.

Dalam konteks sistem hukum nasional,
Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara, sedangkan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi hukum dasar dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Kedudukan
tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum
Indonesia tidak hanya dibangun melalui hubungan
vertikal antarperaturan, tetapi juga memiliki
landasan nilai dan konstitusional. Pancasila
memberikan dasar filosofis, sedangkan UUD 1945
menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan
norma di bawahnya. Posisi Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai
hukum dasar merupakan bagian penting dalam
konstruksi sistem hukum nasional (Marikar, 2023;
Maulidya dkk., 2023; Mochtar, 2022).

Hierarki peraturan perundang-undangan
dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 mencakup UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan
MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Urutan tersebut
menentukan kedudukan formal dan kekuatan hukum
masing-masing jenis peraturan. Ketentuan tersebut
juga memperlihatkan bahwa peraturan yang berada
pada tingkat lebih rendah harus disusun dalam
kerangka norma yang lebih tinggi.

Ketetapan MPR memiliki posisi yang menarik
dalam perkembangan sistem hukum Indonesia.
Sebelum perubahan konstitusi MPR mempunyai
kedudukan dan kewenangan yang berbeda dengan
struktur  ketatanegaraan  setelah  reformasi.

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 41



Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan
mengenai bagaimana kedudukan Ketetapan MPR
harus dipahami dalam sistem hukum. UU 12 Tahun
2011 memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki
dan menempatkannya setelah UUD 1945. Namun,
persoalan mengenai kedudukan dan mekanisme
pengujian Ketetapan MPR masih menjadi perdebatan
akademik karena perubahan kedudukan MPR setelah
perubahan UUD 1945 menimbulkan pertanyaan
mengenai karakter normatif produk tersebut (Akbar
dkk. 2024; Gustama dkk., 2022; Isnawati, 2025;
Mochtar, 2022).

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang menempati posisi
berikutnya dalam hierarki. Undang-Undang dibentuk
melalui proses legislasi antara DPR dan Presiden
sesuai dengan ketentuan konstitusi. Materinya dapat
mengatur berbagai persoalan yang membutuhkan
dasar undang-undang. Perpu mempunyai karakter
khusus karena diterbitkan Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa dan selanjutnya harus
mendapatkan persetujuan DPR sesuai dengan
ketentuan konstitusi. Kedudukan keduanya dalam
hierarki menunjukkan bahwa norma yang
terkandung di dalamnya harus sesuai dengan UUD
1945 dan tidak boleh bertentangan dengan norma
yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan
di bawah Undang-Undang dan berfungsi terutama
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya. Kedudukan tersebut menunjukkan
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hubungan pelaksanaan antara undang-undang
dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah
tidak seharusnya memperluas atau mengubah materi
pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Fungsi pelaksana tersebut menjadi penting karena
undang-undang sering kali membutuhkan aturan
yang lebih teknis agar dapat dilaksanakan dalam
praktik. Hubungan antara undang-undang dan
peraturan pemerintah memperlihatkan bagaimana
hierarki bekerja dalam pembentukan sistem regulasi.
Peraturan Presiden berada di bawah
Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan
perundang-undangan. Peraturan Presiden dapat
digunakan untuk menjalankan perintah peraturan
yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan
pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki Presiden. Kedudukannya menunjukkan
bahwa kewenangan eksekutif dalam membuat
regulasi tetap berada dalam kerangka hukum yang
lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan
Peraturan Presiden harus memperhatikan batas
kewenangan dan materi muatan yang dapat diatur.
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari
hierarki peraturan perundang-undangan pada
tingkat daerah. Peraturan daerah menjadi instrumen
penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah
karena memungkinkan pemerintah daerah mengatur
urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan
kondisi daerah. Namun, otonomi tidak berarti bahwa
peraturan daerah bebas dari sistem hukum nasional.
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Materi peraturan daerah harus sesuai dengan
peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh
bertentangan dengan prinsip dasar sistem hukum
nasional. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa
desentralisasi berjalan dalam kerangka negara
kesatuan dan sistem hukum yang terintegrasi.

Selain jenis peraturan dalam Pasal 7, terdapat
pula peraturan yang diakui keberadaannya
berdasarkan Pasal 8. Ketentuan tersebut mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh lembaga seperti
MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
menteri, badan, lembaga, komisi, DPRD, gubernur,
bupati/wali kota, kepala desa, dan lembaga lain yang
memenuhi syarat tertentu. Peraturan tersebut diakui
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hierarki pada akhirnya bukan sekadar urutan
administratif. Hierarki menentukan hubungan
kekuatan hukum, materi muatan, kewenangan
pembentukan, dan mekanisme penyelesaian konflik
norma. Apabila peraturan yang lebih rendah
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
terdapat mekanisme pengujian yang dapat
digunakan sesuai dengan jenis peraturan yang
dipersoalkan. Karena itu, pemahaman terhadap
hierarki menjadi dasar untuk menentukan apakah
suatu norma mempunyai dasar kewenangan yang
cukup dan apakah norma tersebut dapat
dipertahankan ketika diuji.
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4. Asas, Kedudukan, dan Hubungan Antara
Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan antarnorma dalam sistem hukum
tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Perbedaan
kepentingan, perubahan kebijakan, perkembangan
masyarakat, dan pembentukan regulasi oleh lembaga
yang berbeda dapat menghasilkan situasi ketika dua
atau lebih peraturan tampak mengatur persoalan
yang sama dengan cara yang berbeda. Kondisi
tersebut dikenal sebagai konflik atau pertentangan
norma. Sistem hukum membutuhkan prinsip untuk
menentukan norma mana yang harus digunakan
ketika terjadi konflik. Beberapa asas yang paling
dikenal dalam penyelesaian konflik norma adalah lex
superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat
legi generali, dan lex posterior derogat legi priori
(Ibadhillah dkk., 2025; Selakovi¢, 2024; Tonkov,
2025).

Asas lex superior derogat legi inferiori berarti
bahwa norma yang lebih tinggi mengesampingkan
norma yang lebih rendah. Asas ini berkaitan langsung
dengan prinsip hierarki. Apabila sebuah peraturan
daerah bertentangan dengan undang-undang,
misalnya, maka peraturan daerah tersebut tidak
dapat dipertahankan sejauh pertentangan tersebut
terbukti karena kedudukannya lebih rendah. Asas
tersebut menjaga agar sistem hukum tidak
kehilangan struktur. Prinsip lex superior juga menjadi
dasar penting dalam memahami hubungan antara
konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, dan peraturan daerah. Norma
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yang lebih rendah harus memperoleh legitimasi dari
norma yang lebih tinggi dan tidak boleh menyimpang
dari batas yang telah ditentukan (Marikar, 2023;
Tonkov, 2025).

Asas lex specialis derogat legi generali bekerja
dalam situasi ketika terdapat norma umum dan
norma khusus yang mengatur objek yang sama.
Norma khusus pada prinsipnya dapat
mengesampingkan norma umum  sepanjang
keduanya berada dalam bidang yang relevan dan
tidak terdapat alasan hukum lain yang
mengharuskan pendekatan berbeda. Asas ini
memungkinkan  sistem  hukum  memberikan
perlakuan yang lebih spesifik terhadap keadaan
tertentu. Dalam konteks otonomi khusus Aceh,
misalnya, keberadaan pengaturan khusus dapat
memiliki kedudukan penting ketika berhadapan
dengan norma umum sepanjang memenuhi dasar
kewenangan dan batas yang ditentukan oleh hukum
(Maulana dkk., 2026). Penerapan lex specialis
menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hukum
tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan melihat
tingkat hierarki.

Asas lex posterior derogat legi priori berkaitan
dengan hubungan waktu. Ketika dua norma yang
memiliki tingkat kedudukan yang sama mengatur hal
yang sama tetapi memiliki ketentuan berbeda, norma
yang lebih baru pada prinsipnya dapat
mengesampingkan norma yang lebih lama. Asas ini
didasarkan pada asumsi bahwa pembentuk hukum
bermaksud memperbarui atau menggantikan
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pengaturan sebelumnya. Namun, penerapannya tidak
dapat dilakukan secara mekanis. Norma yang lebih
baru belum tentu bermaksud mencabut seluruh
norma lama, terutama apabila norma lama
mempunyai karakter khusus. Karena itu, lex posterior
dapat menimbulkan persoalan ketika bertemu
dengan lex specialis. Konflik antara undang-undang
umum yang lebih baru dengan undang-undang
khusus yang lebih lama merupakan salah satu situasi
yang membutuhkan penalaran lebih lanjut
(Selakovi¢, 2024).

Ketiga asas tersebut memperlihatkan bahwa
konflik norma tidak selalu dapat diselesaikan melalui
satu ukuran. Lex superior menggunakan ukuran
hierarki, lex specialis menggunakan ukuran
kekhususan materi, sedangkan Ilex posterior
menggunakan ukuran waktu pembentukan.
Ketiganya dapat menghasilkan jawaban yang
berbeda apabila diterapkan pada kasus yang sama.
Kondisi tersebut menyebabkan penafsir hukum perlu
melihat karakter konflik terlebih dahulu sebelum
menentukan asas yang tepat. Konflik norma dalam
sistem hukum modern bahkan dapat melibatkan
dimensi formal, material, logis, dan aksiologis
sekaligus (Tonkov, 2025). Dengan demikian,
penyelesaian konflik membutuhkan lebih dari
sekadar menghafalkan tiga asas klasik tersebut.

Harmonisasi peraturan menjadi salah satu
cara penting untuk mencegah konflik norma sejak
tahap pembentukan. Harmonisasi dilakukan dengan
memastikan bahwa rancangan peraturan memiliki
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kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan
tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan
lain yang memiliki objek pengaturan yang sama.
Proses harmonisasi membutuhkan pemetaan
regulasi, identifikasi konflik, penyesuaian istilah,
serta pemeriksaan terhadap dasar kewenangan.
Sinkronisasi juga diperlukan agar berbagai peraturan
dapat bekerja secara vertikal dan horizontal.
Reformasi regulasi menjadi penting karena
banyaknya peraturan dapat menghasilkan tumpang
tindih apabila tidak disusun secara terpadu (Helmi,
2021; Marikar, 2023; Mochtar, 2022).

Hubungan vertikal antarnorma mengacu
pada hubungan antara peraturan yang berbeda
tingkatannya. Dalam hubungan tersebut, peraturan
yang lebih rendah harus menyesuaikan diri dengan
peraturan yang lebih tinggi. Hubungan horizontal
terjadi antara peraturan yang memiliki tingkat yang
relatif sama tetapi dapat mengatur bidang yang saling
beririsan. Konflik horizontal dapat menjadi lebih
rumit karena tidak dapat diselesaikan hanya melalui
prinsip lex superior. Diperlukan pemeriksaan
terhadap kekhususan, waktu pembentukan, materi
muatan, kewenangan pembentuk, dan tujuan
masing-masing peraturan.

Penyelesaian konflik norma juga berkaitan
dengan lembaga yang mempunyai kewenangan
melakukan pengujian. Dalam sistem hukum
Indonesia, pengujian terhadap undang-undang
terhadap UUD 1945 berada dalam kewenangan
Mahkamah  Konstitusi, sedangkan pengujian
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peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang merupakan
kewenangan Mahkamah Agung. Pembagian tersebut
menunjukkan bahwa hierarki hukum tidak hanya
bersifat teoritis, tetapi mempunyai Kkonsekuensi
kelembagaan. Ketika suatu norma diduga
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi,
terdapat mekanisme hukum untuk menguji
keberlakuannya.

Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa
konflik norma tidak dapat sepenuhnya dihindari.
Perubahan kebutuhan masyarakat dapat membuat
aturan lama tidak lagi sesuai, sementara aturan baru
dapat menimbulkan hubungan yang tidak sederhana
dengan aturan yang telah ada. Karena itu,
pembentukan hukum perlu disertai evaluasi regulasi
secara berkala. Regulasi yang sudah tidak relevan
dapat disederhanakan, diubah, atau dicabut. Upaya
tersebut penting untuk membangun sistem hukum
yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga
koheren dan efektif secara substansi.

Pada akhirnya, asas penyelesaian konflik
norma harus dipahami sebagai instrumen penalaran
hukum. Lex superior, lex specialis, dan lex posterior
memberikan pedoman awal, tetapi penerapannya
membutuhkan pemeriksaan terhadap karakter kasus
dan hubungan antarnorma. Sistem hukum yang baik
bukan sistem yang tidak pernah memiliki konflik,
melainkan sistem yang mempunyai mekanisme
untuk mengidentifikasi, mencegah, dan
menyelesaikan konflik secara rasional. Harmonisasi
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dan sinkronisasi pada tahap pembentukan menjadi
upaya preventif, sedangkan interpretasi dan
pengujian peraturan menjadi mekanisme korektif
ketika konflik telah terjadi.

5. Sumber Hukum Non-Peraturan dan
Perkembangan Sumber Hukum dalam Sistem
Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan memang
menempati posisi sentral dalam sistem hukum
Indonesia, tetapi keberadaan hukum tidak dapat
sepenuhnya direduksi menjadi peraturan tertulis.
Masyarakat telah memiliki kebiasaan, nilai, praktik,
dan norma sebelum sebagian besar hubungan
tersebut dituangkan dalam peraturan negara. Di
samping itu, perkembangan praktik pengadilan,
pemikiran akademik, dan hubungan internasional
juga menghasilkan sumber yang memengaruhi
perkembangan hukum. Kebiasaan, yurisprudensi,
traktat, doktrin, dan hukum adat tetap mempunyai
tempat dalam perkembangan sistem hukum nasional
(Maulidya dkk., 2023; Terziev dkk. 2021). Sumber-
sumber tersebut melengkapi hukum tertulis dan
dapat membantu menjelaskan persoalan yang tidak
sepenuhnya terjawab melalui peraturan.

Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum
ketika suatu pola perilaku dilakukan secara berulang
dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang
seharusnya dilakukan. Kebiasaan mempunyai
hubungan erat dengan kehidupan sosial karena
terbentuk dari praktik masyarakat. Tidak semua
kebiasaan otomatis menjadi hukum. Agar memiliki
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relevansi hukum, kebiasaan perlu memenuhi kondisi
tertentu dan dapat diterima sebagai norma yang
memiliki konsekuensi dalam hubungan hukum.
Keberadaan kebiasaan menunjukkan bahwa hukum
tidak selalu lahir melalui proses legislasi formal.
Dalam masyarakat tertentu, praktik yang telah
berlangsung lama dapat memiliki kekuatan normatif
yang kuat dan memengaruhi cara sengketa
diselesaikan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk
penting dari hukum yang berkembang dari
kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat lahir
dari kebiasaan, nilai, dan praktik komunitas yang
diwariskan dan berkembang dari waktu ke waktu.
Keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia memiliki keragaman sistem normatif yang
tidak seluruhnya berasal dari negara. Hukum adat
memperoleh pengakuan dalam kerangka
konstitusional sepanjang memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh hukum. Dalam perkembangan
sistem civil law Indonesia, hukum adat tetap memiliki
arti penting meskipun dalam praktik sering berada
dalam posisi sekunder dibandingkan hukum tertulis
negara (Iskandar dkk. 2022). Ketegangan antara
hukum tertulis dan hukum adat menunjukkan adanya
pluralisme hukum dalam sistem nasional.

Yurisprudensi berkaitan dengan putusan
pengadilan yang dapat memberikan pengaruh
terhadap perkembangan dan penerapan hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan
pada umumnya tidak mempunyai kedudukan yang
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sama dengan undang-undang sebagai sumber hukum
formal utama. Namun, putusan pengadilan dapat
menjadi rujukan penting ketika terdapat persoalan
hukum yang belum diatur secara jelas atau ketika
diperlukan Konsistensi dalam penafsiran.
Yurisprudensi juga dapat membantu membentuk
pola argumentasi hukum. Melalui putusan,
pengadilan dapat memberikan konkretisasi terhadap
norma abstrak yang terdapat dalam peraturan.
Karena itu, perkembangan yurisprudensi menjadi
bagian penting dalam dinamika hukum nasional.

Doktrin merupakan pendapat atau pemikiran
para ahli hukum yang berkembang melalui
penelitian, tulisan akademik, dan pengajaran.
Doktrin tidak selalu memiliki daya mengikat seperti
peraturan perundang-undangan, tetapi dapat
memberikan pengaruh besar terhadap
perkembangan hukum. Hakim, pembentuk undang-
undang, praktisi, dan akademisi dapat menggunakan
doktrin sebagai bahan untuk memahami konsep dan
membangun argumentasi. Doktrin juga dapat
membantu mengembangkan istilah dan teori hukum
ketika aturan tertulis belum memberikan penjelasan
yang memadai. Keberadaan doktrin menunjukkan
bahwa perkembangan ilmu hukum memiliki
hubungan langsung dengan perkembangan sumber
pengetahuan hukum.

Traktat atau perjanjian internasional
merupakan sumber penting dalam hubungan hukum
internasional. Dalam perspektif hukum
internasional, traktat merupakan salah satu sumber
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utama bersama kebiasaan internasional dan prinsip-
prinsip umum hukum. Putusan pengadilan dan
ajaran para sarjana berfungsi sebagai sarana
tambahan untuk menentukan kaidah hukum (Belkin,
2025). Dalam sistem hukum nasional, hubungan
antara hukum internasional dan hukum nasional
membutuhkan mekanisme tertentu agar norma
internasional dapat memiliki akibat dalam tata
hukum  domestik. Perkembangan  hubungan
internasional menyebabkan persoalan tersebut
semakin penting karena Indonesia semakin aktif
dalam berbagai kerja sama internasional.

Kebiasaan internasional juga memiliki
kedudukan penting dalam hukum internasional.
Kebiasaan internasional berkembang melalui praktik
negara yang disertai keyakinan bahwa praktik
tersebut dilakukan karena terdapat kewajiban
hukum. Perkembangan kebiasaan internasional tidak
selalu bergantung pada adanya traktat. Praktik
negara, organisasi internasional, dan berbagai
instrumen yang tidak mengikat dapat berkontribusi
terhadap pembentukan kebiasaan internasional
(Urrutia, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa
sumber hukum dapat berkembang melalui praktik
yang berulang dan penerimaan normatif, bukan
hanya melalui proses pembentukan perjanjian.

Globalisasi menyebabkan hubungan antara
sumber hukum nasional dan internasional semakin
kompleks. Norma internasional dapat memengaruhi
pembentukan hukum nasional, sementara kebijakan
nasional juga dapat berkontribusi terhadap
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perkembangan norma global. Perdagangan, investasi,
lingkungan, hak asasi manusia, teknologi, dan
keamanan merupakan beberapa bidang yang
memperlihatkan hubungan tersebut. Interaksi
tersebut dapat menghasilkan bentuk hibriditas
hukum karena norma global diadaptasi secara
selektif ke dalam sistem nasional dan lokal (Mujiono
& Ticualu, 2025). Sistem hukum nasional dengan
demikian tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem
yang tertutup dari pengaruh eksternal.

Digitalisasi juga mengubah cara sumber
hukum diakses, diproduksi, dan digunakan.
Peraturan yang dahulu hanya tersedia dalam
dokumen fisik kini dapat diakses melalui basis data
hukum digital. Putusan pengadilan, jurnal hukum,
dokumen internasional, dan berbagai sumber hukum
lainnya semakin mudah ditemukan melalui teknologi
informasi. Kemudahan tersebut memberikan
manfaat besar bagi pendidikan dan praktik hukum,
tetapi juga menghadirkan tantangan mengenai
validitas sumber, otoritas informasi, perubahan
dokumen, dan kemampuan memilah sumber yang
dapat dipercaya. Perkembangan masyarakat digital
mendorong perubahan dalam cara ilmu hukum
memahami dan mengelola sumber hukum (Sabau-
Pop, 2026).

Digitalisasi juga melahirkan persoalan
substantif yang dapat menciptakan kebutuhan
terhadap sumber hukum baru. Teknologi kecerdasan
buatan, misalnya, menimbulkan persoalan mengenai
tanggung jawab, pengambilan keputusan otomatis,
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hak kekayaan intelektual, perlindungan data, dan
akuntabilitas. Perkembangan teknologi seperti
decentralized autonomous organization juga
menciptakan bentuk organisasi dan hubungan
ekonomi yang menantang konsep hukum tradisional.
Kajian mengenai teknologi baru dan hukum
internasional menunjukkan bahwa perkembangan
tersebut membutuhkan pendekatan interdisipliner
antara ilmu hukum, teknologi, dan tata kelola global
(Korhonen & Ala-Ruona, 2026). Perkembangan
tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum harus
mampu merespons objek dan hubungan sosial yang
terus berubah.

Pluralisme hukum juga menjadi bagian
penting dalam memahami perkembangan sumber
hukum nasional. Pluralisme muncul ketika dalam
satu ruang sosial terdapat lebih dari satu sistem
normatif yang hidup dan berinteraksi. Indonesia
memiliki pengalaman panjang dengan keberadaan
hukum negara, hukum adat, norma agama, serta
berbagai bentuk kebiasaan lokal. Interaksi antara
sistem-sistem tersebut dapat menghasilkan Kkerja
sama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik. Hukum
nasional perlu memiliki mekanisme untuk
menentukan bagaimana berbagai norma dapat
diakui, dibatasi, atau diintegrasikan tanpa
menghilangkan prinsip konstitusional. Keberadaan
hukum adat sebagai salah satu sumber hukum
menunjukkan bahwa sistem hukum nasional
berkembang melalui interaksi antara hukum negara
dan norma masyarakat (Iskandar dkk., 2022).
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Perkembangan sumber hukum juga berkaitan
dengan perubahan cara masyarakat memahami
legitimasi hukum. Pada masa ketika negara menjadi
sumber utama pembentukan hukum, peraturan
negara menjadi pusat perhatian. Namun,
perkembangan globalisasi memperlihatkan
munculnya aktor non-negara, organisasi
internasional, perusahaan transnasional, komunitas
digital, dan berbagai jaringan sosial yang turut
memengaruhi pembentukan norma. Kondisi tersebut
tidak berarti negara kehilangan peran, tetapi
menunjukkan bahwa proses pembentukan dan
perkembangan norma semakin kompleks. Sumber
hukum modern dapat muncul melalui interaksi
antara negara, masyarakat, pasar, organisasi
internasional, lembaga akademik, dan komunitas.

Dengan demikian, sumber hukum non-
peraturan bukanlah unsur yang berada di luar sistem
hukum, melainkan bagian dari dinamika
perkembangan hukum. Kebiasaan memberikan dasar
sosial, hukum adat merepresentasikan keberagaman
norma masyarakat, yurisprudensi memberikan
konkretisasi melalui putusan, doktrin memberikan
dasar intelektual, sedangkan traktat dan kebiasaan
internasional menghubungkan sistem nasional
dengan hukum global. Masing-masing mempunyai
karakter dan kekuatan yang berbeda sehingga
penggunaannya harus disesuaikan dengan sistem
hukum yang berlaku.
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BAB Ili

ASAS-ASAS HUKUM DAN TUJUAN
HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN,
DAN KEMANFAATAN)

Hukum tidak hanya terdiri atas peraturan yang
berisi perintah, larangan, atau pemberian kewenangan.
Di balik setiap norma hukum terdapat gagasan, nilai, dan
orientasi yang menentukan arah pembentukan serta
penerapannya. Gagasan dasar tersebut dikenal sebagai
asas hukum. Asas hukum memberikan kerangka berpikir
agar berbagai aturan yang tersebar dalam sistem hukum
tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk
suatu tatanan yang memiliki arah dan tujuan. Asas juga
membantu menjelaskan mengapa suatu aturan dibentuk,
bagaimana suatu ketentuan harus dipahami, serta
bagaimana persoalan hukum yang tidak secara eksplisit
diatur dapat diselesaikan. Dalam perkembangan
pemikiran hukum, asas dipahami sebagai bagian penting
dari sistem hukum yang menghubungkan norma dengan
nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum
(Haykyants & Barseghyan, 2025; Velcani dkk., 2026).

Pembahasan mengenai asas hukum tidak dapat
dipisahkan dari tujuan hukum. Hukum dibentuk bukan
semata-mata untuk menghasilkan sebanyak mungkin
aturan, melainkan untuk menciptakan kehidupan
bersama yang tertib sekaligus memberikan perlindungan
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terhadap kepentingan manusia. Dalam kerangka
tersebut, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
menjadi tiga orientasi yang sering digunakan untuk
menilai apakah hukum telah menjalankan fungsinya
secara baik. Keadilan berkaitan dengan perlakuan yang
layak dan perlindungan terhadap martabat manusia,
kepastian memberikan prediktabilitas terhadap tindakan
dan keputusan hukum, sedangkan kemanfaatan
berkaitan dengan hasil nyata yang diberikan hukum bagi
kehidupan masyarakat (Shcherbanyuk dkk., 2023;
Yahman, 2024; Yakupov, 2026).

Ketiga tujuan tersebut tidak selalu berjalan dalam
arah yang sama. Suatu penerapan hukum dapat
memberikan kepastian, tetapi pada keadaan tertentu
menghasilkan ketidakadilan. Sebaliknya, upaya mencapai
keadilan dalam kasus tertentu dapat menimbulkan
ketidakpastian apabila dilakukan tanpa batas dan
pedoman yang jelas. Kemanfaatan pun tidak selalu
identik dengan keadilan karena sesuatu yang
memberikan manfaat terbesar bagi kelompok
masyarakat tertentu belum tentu memberikan perlakuan
yang adil kepada kelompok lainnya. Ketegangan antara
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan
persoalan Kklasik sekaligus aktual dalam penegakan
hukum (Afdhali & Syahuri, 2023; Prisbawono, 2026).

Atas dasar tersebut, pembahasan bab ini
menempatkan asas hukum sebagai fondasi dalam
memahami cara kerja sistem hukum, sedangkan
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ditempatkan
sebagai orientasi yang memberi arah terhadap
pembentukan dan penerapan hukum. Pembahasan tidak
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hanya diarahkan pada definisi, tetapi juga pada
bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam kehidupan
hukum. Dengan pendekatan demikian, hukum dapat
dipahami sebagai sistem yang membutuhkan
keseimbangan antara aturan, prinsip, nilai, prosedur, dan
kebutuhan masyarakat.

1. Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Asas

Hukum

Asas hukum merupakan salah satu konsep
fundamental dalam ilmu hukum karena menjadi
dasar yang memberikan arah terhadap keseluruhan
sistem hukum. Secara sederhana, asas hukum dapat
dipahami sebagai gagasan dasar yang menjadi
landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan
penerapan norma hukum. Asas memiliki tingkat
abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan aturan yang
secara langsung mengatur perilaku tertentu. Apabila
norma menetapkan apa yang harus, boleh, atau tidak
boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, asas
memberikan prinsip yang menjadi dasar bagi
pembentukan dan pemaknaan norma tersebut.
Perbedaan tingkat abstraksi tersebut menjadikan
asas memiliki fungsi yang lebih luas daripada
ketentuan hukum yang bersifat spesifik (Prica, 2021;
Tsukan, 2024; Velgani dkk., 2026).

Hakikat asas hukum dapat dipahami melalui
hubungan antara asas dengan sistem hukum. Suatu
sistem hukum terdiri atas berbagai aturan yang
mengatur persoalan berbeda, tetapi aturan-aturan
tersebut tetap harus memiliki hubungan yang
koheren. Asas berfungsi sebagai penghubung di
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antara  aturan  tersebut. Keberadaan asas
memungkinkan aturan yang berbeda bidang tetap
memiliki orientasi yang sama sehingga hukum tidak
berubah menjadi kumpulan ketentuan yang berdiri
sendiri. Dalam perspektif ini, asas memiliki sifat
sistemik karena membantu mempertahankan
kesatuan dan koherensi tatanan hukum (Anufrieva,
2021; Velcani dkk., 2026). Asas memberikan pola
umum yang memungkinkan berbagai norma
ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas.

Asas hukum juga memiliki hubungan yang
eratdengan nilai. Setiap sistem hukum pada dasarnya
dibangun berdasarkan pilihan nilai tertentu
mengenai  bagaimana kehidupan masyarakat
seharusnya diatur Nilai mengenai keadilan,
kebebasan, kesetaraan, kepastian, perlindungan hak,
dan kepentingan umum dapat diterjemahkan ke
dalam asas hukum. Asas kemudian menjadi jembatan
antara nilai yang bersifat abstrak dengan norma yang
lebih konkret. Hubungan tersebut menjelaskan
mengapa asas tidak dapat sepenuhnya dipisahkan
dari dimensi filosofis hukum. Prinsip hukum dapat
menjadi orientasi teleologis yang menghubungkan
aturan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh
sistem hukum (Prica, 2021).

Dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, asas berfungsi sebagai pedoman agar
norma yang dibentuk tidak menyimpang dari prinsip
dasar sistem hukum. Pembentuk peraturan
membutuhkan prinsip yang dapat digunakan untuk
menentukan arah pengaturan, batas kewenangan,

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 60



hubungan antara Kkepentingan individu dan
kepentingan umum, serta konsekuensi yang mungkin
ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Asas memberikan
kerangka agar proses pembentukan hukum tidak
hanya menghasilkan aturan yang secara formal sah,
tetapi juga memiliki dasar rasional dan tujuan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, asas
menjadi salah satu fondasi penting dalam proses
legislasi dan pengembangan hukum (Ilyukhina, 2023;
Velcani dkk., 2026).

Kedudukan asas semakin terlihat ketika
suatu norma harus ditafsirkan. Tidak semua
peraturan mempunyai rumusan yang mampu
memberikan jawaban secara langsung terhadap
setiap persoalan. Bahasa hukum dapat memiliki
ruang interpretasi, bahkan satu ketentuan dapat
menghasilkan persoalan ketika diterapkan pada
situasi yang tidak secara eksplisit diperkirakan oleh
pembentuk  undang-undang. Dalam keadaan
tersebut, asas membantu menentukan arah
penafsiran. Penafsir dapat menggunakan asas untuk
memilih makna yang paling sesuai dengan
keseluruhan sistem hukum dan tujuan norma. Fungsi
tersebut membuat asas menjadi instrumen penting
dalam menjaga konsistensi penerapan hukum
(Haykyants & Barseghyan, 2025; Prica, 2021).

Asas juga mempunyai fungsi dalam mengisi
kekosongan hukum. Kekosongan hukum tidak selalu
berarti bahwa tidak terdapat satu pun peraturan
yang berhubungan dengan suatu persoalan.
Kekosongan dapat muncul ketika aturan yang
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tersedia tidak memberikan jawaban yang cukup
terhadap keadaan tertentu. Dalam situasi tersebut,
penegak hukum tidak dapat semata-mata berhenti
karena tidak menemukan ketentuan yang identik
dengan persoalan yang dihadapi. Prinsip hukum
dapat digunakan untuk membangun argumentasi
yang tetap berada dalam kerangka sistem hukum.
Fungsi tersebut menunjukkan bahwa asas memiliki
kedudukan sebagai perangkat penalaran, bukan
sekadar konsep teoritis.

Hubungan antara asas dan norma dapat
dilihat dari sifat keduanya. Norma hukum cenderung
memberikan pengaturan yang lebih spesifik
mengenai tindakan atau keadaan tertentu, sedangkan
asas memberikan orientasi yang lebih umum. Norma
dapat menentukan bahwa seseorang wajib
memenuhi kewajiban tertentu, sementara asas dapat
memberikan alasan mengapa hubungan hukum
tersebut harus dijalankan secara jujur, proporsional,
atau bertanggung jawab. Karena sifatnya yang lebih
abstrak, asas dapat diterapkan pada berbagai situasi
yang berbeda. Asas dengan demikian mempunyai
daya jangkau yang lebih luas dibandingkan norma
individual (Tsukan, 2024; Vel¢ani dkk., 2026).

Asas hukum tidak selalu harus dinyatakan
secara eksplisit dalam satu pasal. Sebagian asas dapat
dirumuskan secara langsung dalam peraturan, tetapi
sebagian lainnya dapat ditemukan melalui konstruksi
sistem hukum, praktik peradilan, doktrin, atau
prinsip yang telah berkembang dalam masyarakat.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan
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asas tidak selalu bergantung pada bentuk tekstual.
Asas dapat ditemukan melalui  hubungan
antarketentuan dan melalui pemahaman terhadap
tujuan Kkeseluruhan suatu sistem hukum. Cara
menemukan asas tersebut membutuhkan penalaran
yang lebih mendalam dibandingkan sekadar
membaca satu pasal secara terpisah.

Dalam praktik, asas dapat mengalami
perkembangan seiring dengan perubahan cara
masyarakat memahami hukum. Perubahan sosial
dapat membuat suatu prinsip memperoleh makna
baru atau mendorong lahirnya prinsip yang
sebelumnya belum memperoleh perhatian besar.
Perkembangan teknologi, misalnya, dapat
memunculkan kebutuhan terhadap prinsip mengenai
transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan
tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Prinsip
yang berkembang dalam bidang baru menunjukkan
bahwa asas hukum memiliki kemampuan adaptif.
Prinsip tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman
umum, tetapi penerapannya dapat disesuaikan
dengan karakter persoalan yang dihadapi.

Kedudukan asas dalam sistem hukum juga
memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bekerja
melalui aturan yang bersifat mekanis. Penegakan
hukum membutuhkan kemampuan untuk
memahami hubungan antara norma dan prinsip.
Ketika terdapat dua kemungkinan penafsiran
terhadap suatu Kketentuan, misalnya, asas dapat
digunakan untuk menentukan interpretasi yang
paling sesuai dengan tujuan hukum. Demikian pula
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ketika terdapat konflik antara kepentingan, asas
dapat membantu menentukan batas yang
proporsional. Peran tersebut menjadikan asas
sebagai bagian integral dari penalaran hukum.

Asas hukum dapat dipahami sebagai fondasi
yang menopang struktur hukum. Asas memberikan
arah bagi pembentukan norma, membantu
penafsiran, mengisi kekosongan, menyelesaikan
persoalan hukum, serta menjaga koherensi sistem.
Asas memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi
daripada norma, tetapi bukan berarti asas tidak
memiliki akibat praktis. Justru melalui penerapan
asas, nilai dan tujuan hukum dapat diterjemahkan ke
dalam keputusan konkret. Kedudukan tersebut
menjadikan pemahaman terhadap asas sebagai salah
satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap
orang yang mempelajari hukum.

2. Macam-Macam dan Fungsi Asas Hukum dalam
Sistem Hukum

Asas hukum tidak hanya terdiri atas satu jenis
prinsip. Perkembangan ilmu hukum menghasilkan
berbagai asas yang memiliki ruang lingkup berbeda.
Ada asas yang berlaku secara umum dalam hampir
seluruh bidang hukum, sementara ada asas yang
hanya digunakan dalam cabang hukum tertentu.
Perbedaan tersebut muncul karena setiap bidang
hukum memiliki objek, tujuan, dan karakter
persoalan yang berbeda. Asas dalam hukum pidana,
misalnya, dapat berhubungan dengan
pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap
kebebasan individu, sedangkan asas dalam hukum
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perdata banyak berkaitan dengan hubungan
antarindividu dan kepentingan privat. Keberagaman
tersebut menunjukkan bahwa asas dapat bekerja
pada tingkat umum maupun khusus.

Asas umum merupakan prinsip yang
memiliki daya jangkau luas dalam sistem hukum.
Prinsip negara hukum, persamaan di hadapan
hukum, perlindungan hak, proporsionalitas, dan
kepastian hukum merupakan contoh prinsip yang
dapat memengaruhi berbagai bidang hukum. Prinsip
tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu jenis
perkara, tetapi dapat menjadi dasar dalam
pembentukan dan penerapan berbagai aturan. Asas
umum membantu menjaga agar perkembangan
cabang hukum yang berbeda tetap berada dalam
kerangka nilai yang sama. Kedudukan prinsip hukum
sebagai  bagian dari  keseluruhan  sistem
menunjukkan bahwa asas mempunyai fungsi
integratif dalam tata hukum (Anufrieva, 2021;
Velcani dkk., 2026).

Di samping asas umum, terdapat asas khusus
yang berkembang dalam cabang hukum tertentu.
Hukum pidana mengenal prinsip legalitas yang
menuntut adanya dasar hukum bagi pemidanaan.
Hukum perdata mengenal prinsip kebebasan
berkontrak yang memberikan ruang kepada para
pihak untuk menentukan hubungan hukum mereka
dengan batas tertentu. Hukum administrasi negara
memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
kewenangan, pemerintahan yang baik, dan larangan
penyalahgunaan wewenang. Hukum acara memiliki
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prinsip yang berkaitan dengan proses peradilan yang
adil. Keberadaan asas khusus memungkinkan setiap
cabang hukum memiliki karakter yang sesuai dengan
persoalan yang diaturnya.

Asas hukum memiliki fungsi pertama sebagai
pedoman pembentukan  hukum. Pembentuk
peraturan tidak hanya membutuhkan data mengenai
persoalan yang hendak diatur, tetapi juga
membutuhkan prinsip untuk  menentukan
bagaimana persoalan tersebut seharusnya diatur.
Asas membantu menentukan pilihan kebijakan, batas
pengaturan, dan hubungan antara kepentingan yang
mungkin bertentangan. Dalam proses tersebut, asas
menjadi semacam kompas yang mengarahkan
pembentukan norma. Prinsip hukum dapat berfungsi
sebagai dasar pembentukan norma baru sekaligus
sebagai alat untuk menilai apakah norma yang
dibentuk telah sesuai dengan tujuan sistem hukum
(Ilyukhina, 2023; Velgani dkk., 2026).

Fungsi kedua adalah sebagai pedoman
penafsiran. Ketika suatu ketentuan memiliki makna
yang tidak sepenuhnya jelas, asas dapat digunakan
untuk menemukan makna yang sesuai dengan sistem
hukum. Penafsiran tidak dapat dilakukan dengan
hanya melihat kata-kata dalam suatu pasal tanpa
memperhatikan hubungan pasal tersebut dengan
keseluruhan peraturan. Asas membantu penafsir
memahami tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan.
Dalam praktik peradilan, prinsip hukum dapat
menjadi bagian dari argumentasi ketika hakim
menentukan bagaimana suatu ketentuan harus

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 66



diterapkan pada fakta tertentu (Haykyants &
Barseghyan, 2025).

Fungsi ketiga berkaitan dengan penerapan
hukum. Norma yang sama dapat menghasilkan
persoalan berbeda ketika diterapkan pada kondisi
faktual yang berbeda. Penerapan  hukum
membutuhkan pertimbangan terhadap konteks
kasus, karakter pihak yang terlibat, serta tujuan
norma. Asas membantu mencegah penerapan aturan
secara terlalu mekanis. Prinsip proporsionalitas,
misalnya, dapat digunakan untuk menilai apakah
tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan
tingkat persoalan yang dihadapi. Fungsi tersebut
menunjukkan bahwa asas memberikan ruang bagi
hukum untuk diterapkan secara rasional tanpa
kehilangan batas normatifnya.

Fungsi keempat adalah sebagai alat
penyelesaian konflik hukum. Konflik dapat terjadi
antara dua aturan, dua kepentingan, atau dua nilai
yang sama-sama memperoleh pengakuan dalam
sistem hukum. Dalam keadaan tersebut, asas dapat
membantu menentukan bagaimana konflik harus
diselesaikan. Prinsip hierarki, kekhususan, waktu
pembentukan, proporsionalitas, dan perlindungan
hak dapat menjadi dasar dalam memilih pendekatan
yang tepat. Asas tidak selalu memberikan jawaban
secara otomatis, tetapi menyediakan kerangka
penalaran yang memungkinkan keputusan dibuat
secara konsisten.

Fungsi kelima adalah menjaga integritas
sistem hukum. Tanpa asas, perkembangan hukum
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dapat menghasilkan berbagai aturan yang tidak
memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Asas
membantu menjaga agar perubahan hukum tidak
sepenuhnya memutus hubungan dengan prinsip
dasar sistem. Hal tersebut penting karena hukum
berkembang secara bertahap. Ketika aturan baru
dibentuk, aturan tersebut harus dapat ditempatkan
dalam struktur hukum yang sudah ada. Prinsip
hukum membantu menjaga kontinuitas tersebut.

Asas juga berfungsi sebagai instrumen
evaluasi terhadap hukum yang berlaku. Suatu
peraturan dapat sah secara formal tetapi tetap dapat
dipertanyakan dari perspektif prinsip hukum.
Misalnya, aturan yang menghasilkan perlakuan
diskriminatif dapat diuji berdasarkan prinsip
persamaan dan keadilan. Demikian pula kebijakan
yang memberikan kewenangan sangat luas kepada
pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan prinsip
pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak.
Fungsi evaluatif tersebut membuat asas tidak hanya
berperan dalam mempertahankan sistem hukum,
tetapi juga memungkinkan hukum dikritik dan
diperbaiki.

Perkembangan masyarakat membuat fungsi
asas semakin penting. Persoalan baru sering muncul
sebelum pembentuk hukum memiliki kesempatan
untuk membuat aturan yang spesifik. Teknologi baru,
perubahan pola transaksi, perkembangan hubungan
kerja, serta perubahan struktur sosial dapat
menciptakan situasi yang belum diatur secara rinci.
Dalam keadaan tersebut, asas memungkinkan sistem
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hukum tetap memberikan respons meskipun norma
khusus belum tersedia. Prinsip hukum menjadi
instrumen yang memberikan kesinambungan antara
hukum yang sudah ada dengan persoalan baru.
Dengan demikian, asas hukum memiliki
fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar
memberikan pedoman moral. Asas berperan dalam
legislasi, interpretasi, penerapan, penyelesaian
konflik, evaluasi, dan pengembangan hukum.
Kedudukannya sebagai prinsip yang memiliki tingkat
abstraksi lebih tinggi memungkinkan asas digunakan
dalam berbagai keadaan. Namun, penerapan asas
tetap membutuhkan argumentasi yang hati-hati agar
tidak berubah menjadi alasan untuk mengabaikan
norma yang berlaku. Asas harus digunakan dalam
hubungan dengan sistem hukum secara keseluruhan.
3. Keadilan sebagai Tujuan dan Nilai Dasar Hukum
Keadilan merupakan salah satu konsep paling
mendasar dalam ilmu hukum. Hampir setiap sistem
hukum menyatakan keadilan sebagai salah satu
orientasi yang hendak diwujudkan, tetapi pengertian
mengenai keadilan tidak pernah sepenuhnya
sederhana. Keadilan berkaitan dengan pertanyaan
mengenai  bagaimana  manusia  seharusnya
diperlakukan, bagaimana hak dan kewajiban
dibagikan, bagaimana konflik diselesaikan, dan
bagaimana kekuasaan digunakan. Karena itu,
keadilan tidak dapat direduksi hanya menjadi
kepatuhan terhadap aturan tertulis. Hukum yang
berlaku secara formal tetap dapat dipertanyakan
apabila penerapannya menghasilkan perlakuan yang
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sewenang-wenang atau merendahkan martabat
manusia (Khrameshin, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan memiliki dimensi yang bersifat
individual sekaligus sosial. Dalam hubungan
individual, keadilan menuntut agar seseorang
memperoleh hak dan perlakuan yang semestinya.
Dalam hubungan sosial, keadilan berkaitan dengan
bagaimana manfaat, beban, kesempatan, dan sumber
daya dibagikan dalam masyarakat. Dengan demikian,
keadilan tidak hanya muncul ketika pengadilan
memutus suatu perkara. Keadilan juga berkaitan
dengan bagaimana undang-undang dirancang,
bagaimana kebijakan publik dibuat, dan bagaimana
lembaga negara menjalankan kewenangannya. Nilai
keadilan karena itu harus hadir sejak tahap
pembentukan sampai tahap pelaksanaan hukum.

Salah satu bentuk keadilan yang penting
adalah keadilan distributif. Keadilan distributif
berhubungan dengan pembagian manfaat dan beban
di antara anggota masyarakat. Pertanyaan yang
muncul bukan hanya apakah setiap orang
memperoleh bagian yang sama, tetapi apakah
pembagian tersebut proporsional dengan kondisi
dan kebutuhan yang relevan. Dalam konteks
kebijakan publik, misalnya, distribusi bantuan, akses
terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau beban
perpajakan dapat dinilai melalui perspektif keadilan
distributif. Konsep ini menunjukkan bahwa
perlakuan yang adil tidak selalu berarti perlakuan
yang identik kepada semua orang (Dorrien, 2021;
Yakupov, 2026).
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Keadilan komutatif memiliki fokus yang
berbeda karena berkaitan dengan hubungan timbal
balik antarpihak. Keadilan dalam hubungan tersebut
menuntut adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban  masing-masing pihak. Hubungan
kontraktual merupakan salah satu ruang yang
memperlihatkan pentingnya keadilan komutatif.
Apabila salah satu pihak memperoleh manfaat secara
tidak wajar sementara pihak lain menanggung beban
yang tidak proporsional, hubungan tersebut dapat
menimbulkan  persoalan  keadilan.  Keadilan
komutatif dengan demikian membantu menjaga
keseimbangan dalam hubungan antarindividu
(Dorrien, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan prosedural menempatkan proses
sebagai bagian penting dari keadilan. Suatu
keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil
akhirnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana
keputusan  tersebut diambil. Proses yang
memberikan kesempatan untuk didengar,
menyediakan informasi yang memadai, dilakukan
oleh pihak yang independen, dan memberikan alasan
terhadap keputusan merupakan bagian dari
prosedur yang adil. Keadilan prosedural menjadi
penting karena manusia cenderung menerima
keputusan secara lebih baik ketika proses
pengambilan keputusan dianggap fair Dalam
masyarakat yang memiliki pluralitas nilai, proses
yang adil dapat menjadi dasar legitimasi terhadap
keputusan hukum (Khrameshin, 2021; Yakupov,
2026).
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Keadilan substantif menempatkan isi atau
hasil keputusan sebagai perhatian utama. Prosedur
yang sempurna tidak selalu menghasilkan keputusan
yang adil apabila substansi keputusan tersebut
melanggar hak atau menghasilkan perlakuan yang
sewenang-wenang. Keadilan substantif karena itu
menuntut agar hukum memperhatikan akibat nyata
dari suatu keputusan terhadap manusia. Dalam
konteks peradilan administrasi, misalnya,
pencapaian keadilan substantif berkaitan dengan
kemampuan pengadilan memberikan perlindungan
nyata terhadap hak masyarakat, bukan sekadar
memeriksa formalitas administratif (Alfons dkk,
2025).

Hubungan keadilan dengan kesetaraan juga
perlu dipahami secara hati-hati. Kesetaraan di
hadapan hukum merupakan prinsip penting karena
setiap orang harus memperoleh pengakuan dan
perlindungan hukum. Namun, kesetaraan formal
tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Orang
dengan kondisi yang berbeda dapat membutuhkan
perlakuan berbeda agar memperoleh kesempatan
yang setara. Karena itu, keadilan dapat menuntut
perlakuan yang proporsional, bukan sekadar identik.

Pemikiran mengenai keadilan modern
memperlihatkan pentingnya hubungan antara
kesetaraan, pengakuan, partisipasi, dan

perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam
posisi rentan (Dorrien, 2021).

Keadilan juga berkaitan dengan martabat
manusia. Hukum yang berorientasi pada keadilan
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tidak boleh memperlakukan manusia semata-mata
sebagai objek kebijakan atau instrumen untuk
mencapai tujuan tertentu. Perlindungan terhadap
hak dan kebebasan individu menjadi bagian penting
dalam mewujudkan keadilan. Perspektif hukum
progresif juga menempatkan manusia sebagai
orientasi penting dalam pengembangan hukum.
Hukum seharusnya tidak berhenti pada formalitas
apabila  penerapan formal tersebut justru
menghasilkan ketidakadilan terhadap manusia yang
seharusnya dilindungi (Andriawan, 2022).

Dalam  praktik, pencapaian Kkeadilan
menghadapi berbagai hambatan. Diskriminasi dapat
menyebabkan hukum diterapkan secara berbeda
kepada orang yang berada dalam kondisi serupa.
Korupsi dapat mengubah proses hukum menjadi
instrumen untuk kepentingan tertentu. Ketimpangan
akses terhadap bantuan hukum juga dapat
menyebabkan pihak yang mempunyai sumber daya
lebih besar memiliki posisi yang lebih kuat dalam
proses hukum. Fenomena diskriminasi dalam
penegakan hukum menunjukkan bahwa keberadaan
aturan yang menjamin persamaan belum otomatis
menghasilkan praktik yang adil (Arifani dkk., 2022).
Karena itu, keadilan membutuhkan institusi yang
memiliki integritas dan mekanisme pengawasan
yang efektif.

Keadilan juga tidak boleh dipahami sebagai
sesuatu yang selalu bertentangan dengan kepastian
hukum. Kepastian dibutuhkan agar keadilan dapat
diterapkan secara konsisten. Jika setiap perkara
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selalu diputus berdasarkan pertimbangan keadilan
yang tidak memiliki pedoman, hasilnya dapat
berbeda-beda secara ekstrem. Karena itu, keadilan
membutuhkan kerangka normatif. Sebaliknya,
kepastian membutuhkan Kkoreksi melalui keadilan
agar aturan tidak diterapkan secara kaku ketika
menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Hubungan
tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dan
kepastian  merupakan  nilai = yang  saling
membutuhkan.

Dalam konteks Indonesia, keadilan juga
berkaitan dengan nilai Pancasila. Pancasila
memberikan dasar filosofis yang menempatkan
keadilan sosial sebagai salah satu orientasi
kehidupan bernegara. Pengembangan filsafat hukum
dalam perspektif Pancasila menunjukkan bahwa
hukum tidak hanya diarahkan pada keteraturan,
tetapi juga pada perlindungan manusia dan
penciptaan kehidupan sosial yang berkeadilan
(Andriawan, 2022). Dengan demikian, keadilan
dalam hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari
nilai kemanusiaan, persamaan, kepentingan umum,
dan tanggung jawab sosial.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang
memiliki dimensi luas. Keadilan menyangkut
pembagian manfaat dan beban, keseimbangan
hubungan antarindividu, fairness dalam prosedur,
perlindungan hak secara substantif, serta
penghormatan terhadap martabat manusia. Keadilan
tidak cukup dicapai melalui aturan yang baik, tetapi
membutuhkan proses penerapan yang transparan,
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institusi yang berintegritas, dan kemampuan
penegak hukum memahami konteks konkret. Karena
itu, keadilan harus dipandang sebagai nilai yang terus
diupayakan dalam keseluruhan proses hukum.
4. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam

Penyelenggaraan Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu
unsur penting dalam sistem hukum Kkarena
masyarakat membutuhkan kemampuan untuk
mengetahui aturan yang berlaku dan memperkirakan
akibat dari suatu tindakan. Seseorang harus dapat
mengetahui apakah suatu tindakan diperbolehkan,
diwajibkan, atau  dilarang. @ Pelaku  usaha
membutuhkan kepastian mengenai aturan yang
mengatur kegiatan ekonomi. Warga negara
membutuhkan kepastian mengenai hak dan
kewajiban. Pemerintah juga membutuhkan kepastian
mengenai batas kewenangannya. Dalam pengertian
tersebut, kepastian hukum memberikan stabilitas
terhadap hubungan sosial dan memungkinkan
individu membuat keputusan berdasarkan aturan
yang dapat dipahami (Shcherbanyuk dkk., 2023).

Kepastian hukum berkaitan erat dengan
kejelasan aturan. Aturan yang menggunakan
rumusan sangat kabur dapat menyulitkan
masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya
diwajibkan atau dilarang. Kejelasan tidak berarti
setiap aturan harus menghilangkan seluruh ruang
interpretasi, karena hukum selalu membutuhkan
penafsiran pada tingkat tertentu. Namun, rumusan
hukum harus cukup jelas sehingga tidak memberikan
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ruang yang terlalu luas bagi tindakan sewenang-
wenang. Kejelasan norma menjadi bagian dari
prinsip kepastian karena masyarakat membutuhkan
pedoman yang dapat diprediksi (Gomez, 2021;
Shcherbanyuk dkk., 2023).

Kepastian juga berkaitan dengan stabilitas
hukum. Stabilitas bukan berarti hukum tidak boleh
berubah. Hukum justru harus dapat berubah ketika
masyarakat mengalami perubahan. Persoalannya
adalah perubahan harus dilakukan melalui
mekanisme yang dapat dipahami dan memiliki dasar
yang jelas. Perubahan hukum yang terlalu sering,
mendadak, atau tidak konsisten dapat menimbulkan
ketidakpastian. = Masyarakat  akan  kesulitan
menyesuaikan tindakan apabila aturan terus berubah
tanpa arah yang jelas. Karena itu, perubahan hukum
membutuhkan Kkeseimbangan antara kebutuhan
adaptasi dan kebutuhan stabilitas.

Prediktabilitas merupakan dimensi lain dari
kepastian hukum. Masyarakat harus dapat
memperkirakan bagaimana aturan akan diterapkan
terhadap tindakan tertentu. Prediktabilitas sangat
penting dalam hubungan ekonomi, administrasi
pemerintahan, dan proses peradilan. Apabila dua
kasus yang memiliki karakter serupa selalu
menghasilkan keputusan yang berbeda tanpa alasan
yang dapat dipahami, kepercayaan masyarakat
terhadap hukum dapat menurun. Kepastian dengan
demikian tidak hanya berkaitan dengan teks
peraturan, tetapi juga dengan konsistensi praktik
lembaga yang menerapkannya.
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Kepastian hukum juga berkaitan dengan
perlindungan terhadap hak. Seseorang dapat
menggunakan haknya secara efektif apabila terdapat
kepastian mengenai keberadaan dan mekanisme
perlindungan hak tersebut. Dalam bidang
perpajakan, misalnya, kepastian hukum dibutuhkan
agar wajib pajak mengetahui dasar pengenaan
kewajiban dan prosedur yang harus diikuti.
Kepastian juga mencegah negara menggunakan
kewenangan secara tidak terukur. Prinsip kepastian
dalam perpajakan menunjukkan bahwa aturan yang
jelas dan konsisten diperlukan untuk menjaga
kepercayaan antara negara dan masyarakat (Purba
dkk., 2023).

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak
dapat dijadikan alasan untuk menerapkan aturan
secara buta. Situasi konkret dalam masyarakat dapat
berbeda dengan keadaan yang dibayangkan ketika
suatu aturan dibuat. Penerapan yang terlalu kaku
dapat menghasilkan keputusan yang secara formal
sesuai aturan tetapi secara substantif tidak adil.
Ketegangan tersebut merupakan salah satu
persoalan penting dalam filsafat hukum. Kepastian
perlu dipertahankan, tetapi penerapannya harus
tetap memperhatikan keadilan dan tujuan hukum
secara keseluruhan (Prisbawono, 2026).

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang
menilai hukum dari hasil atau akibat yang
ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.
Hukum diharapkan tidak hanya memberikan aturan,
tetapi juga mampu menyelesaikan masalah yang
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menjadi alasan aturan tersebut dibentuk.
Kemanfaatan dapat berupa terciptanya ketertiban,
perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan
konflik, peningkatan kesejahteraan, atau terciptanya
mekanisme penyelesaian masalah yang lebih efektif.
Dengan demikian, hukum memiliki dimensi praktis
karena keberhasilan hukum dapat dilihat dari
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (Yahman,
2024).

Kemanfaatan  tidak  identik  dengan
keuntungan ekonomi. Manfaat hukum dapat berupa
perlindungan terhadap hak, keamanan, kepastian
dalam hubungan sosial, akses terhadap keadilan, atau
terciptanya hubungan yang lebih tertib. Suatu aturan
yang melindungi kelompok rentan mungkin tidak
menghasilkan keuntungan finansial langsung, tetapi
memiliki manfaat sosial yang besar. Demikian pula
proses hukum yang memberikan kepastian dan
perlindungan kepada korban memiliki kemanfaatan
meskipun tidak dapat diukur secara ekonomi.
Pemahaman yang luas mengenai kemanfaatan
membuat tujuan hukum tidak semata-mata
berorientasi pada efisiensi.

Hukum progresif memberikan gambaran
mengenai pentingnya kemanfaatan dalam penerapan
hukum. Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti
pada pemenuhan prosedur apabila prosedur
tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang
memberikan perlindungan nyata. Orientasi terhadap
manusia dan kebutuhan masyarakat menjadi penting
dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan.
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Penerapan hukum progresif diarahkan untuk
memberikan kepastian sekaligus manfaat dengan
tetap memperhatikan keadilan (M. R. Harahap &
Tanjung, 2024). Perspektif tersebut menunjukkan
bahwa kemanfaatan tidak harus dipertentangkan
dengan kepastian.

Kemanfaatan juga memiliki batas. Tidak
semua tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar
bagi sebagian besar orang dapat dibenarkan apabila
mengorbankan hak dasar kelompok tertentu. Jika
kemanfaatan dipahami secara sempit sebagai hasil
terbesar bagi jumlah orang terbesar, terdapat risiko
bahwa kepentingan minoritas diabaikan. Karena itu,
kemanfaatan perlu ditempatkan dalam kerangka
keadilan dan perlindungan hak. Hukum harus
mempertimbangkan dampak sosial suatu aturan
sekaligus memastikan bahwa manfaat tersebut tidak
diperoleh melalui tindakan yang sewenang-wenang.

Hubungan kepastian dan kemanfaatan
terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas agar
dapat berhubungan dengan pemerintah secara
efektif. Namun, aturan tersebut juga harus
menghasilkan  pelayanan  yang  benar-benar
bermanfaat. Administrasi yang sangat formal tetapi
tidak mampu memberikan pelayanan dapat
memenuhi sebagian aspek kepastian tetapi gagal
memenuhi kemanfaatan. Sebaliknya, pelayanan yang
fleksibel tetapi tidak memiliki prosedur yang jelas
dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka
ruang penyalahgunaan kewenangan.
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Kepastian dan kemanfaatan dengan demikian
tidak dapat dipisahkan. Kepastian memberikan
kerangka yang membuat manfaat hukum dapat
diperoleh secara konsisten, sedangkan kemanfaatan
memastikan bahwa Kkepastian tersebut tidak
kehilangan tujuan sosialnya. Hukum yang pasti tetapi
tidak bermanfaat dapat berubah menjadi beban
administratif. Hukum yang bermanfaat tetapi tidak
pasti dapat menciptakan ketidakstabilan. Keduanya
membutuhkan keadilan sebagai prinsip yang
memastikan bahwa manfaat dan kepastian tersebut
tidak diperoleh dengan mengorbankan hak pihak
tertentu.

5. Keseimbangan Keadilan, Kepastian, dan
Kemanfaatan dalam Penerapan Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
merupakan tiga orientasi yang sering ditempatkan
sebagai tujuan utama hukum. Ketiganya memiliki
fungsi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.
Keadilan memberikan arah mengenai perlakuan yang
layak, kepastian memberikan struktur agar hukum
dapat diprediksi, sedangkan kemanfaatan
memberikan ukuran mengenai hasil yang diberikan
hukum kepada masyarakat. Ketiganya dapat
membentuk sistem hukum yang seimbang apabila
ditempatkan dalam hubungan yang saling
melengkapi. Persoalannya, dalam praktik ketiganya
sering berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya
harmonis (Afdhali & Syahuri, 2023).

Ketegangan antara keadilan dan kepastian
merupakan contoh yang paling sering ditemukan.
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Aturan yang jelas dapat memberikan kepastian,
tetapi penerapan secara kaku dapat menghasilkan
ketidakadilan dalam kasus tertentu. Sebaliknya,
apabila penegak hukum terlalu bebas mengutamakan
keadilan = berdasarkan  penilaiannya  sendiri,
konsistensi hukum dapat terganggu. Perdebatan
mengenai hubungan keadilan dan Kkepastian
menunjukkan bahwa tidak mudah menentukan
prioritas absolut bagi salah satu nilai tersebut
(Prisbawono, 2026). Penegakan hukum
membutuhkan metode untuk menjaga agar keadilan
tidak menghilangkan kepastian dan kepastian tidak
mengorbankan keadilan.

Ketegangan juga dapat muncul antara
kemanfaatan dan keadilan. Suatu kebijakan dapat
memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama
membebani kelompok tertentu secara tidak
proporsional. Jika manfaat agregat menjadi satu-
satunya ukuran, hukum dapat mengabaikan
kepentingan individu atau kelompok yang berada
dalam posisi lemah. Karena itu, kemanfaatan harus
ditempatkan dalam kerangka keadilan. Hasil yang
berguna secara sosial tetap harus diperoleh melalui
cara yang menghormati hak dan martabat manusia.

Kepastian dan kemanfaatan juga dapat
berada dalam hubungan yang kompleks. Prosedur
yang sangat rinci dapat memberikan kepastian, tetapi
apabila terlalu panjang dan birokratis dapat
mengurangi manfaat hukum. Sebaliknya, fleksibilitas
yang besar dapat mempercepat penyelesaian
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masalah, tetapi dapat membuka ruang bagi
perbedaan perlakuan. Dalam konteks penegakan
hukum, keseimbangan tersebut membutuhkan
desain kelembagaan yang memungkinkan prosedur
berjalan secara konsisten sekaligus memberikan
ruang bagi pertimbangan terhadap keadaan konkret.
Orientasi terhadap kemanfaatan tidak berarti
menghilangkan prosedur, tetapi memastikan
prosedur berfungsi untuk mencapai tujuan hukum.
Dalam menghadapi konflik nilai, asas hukum
dapat menjadi instrumen penting untuk membantu
menentukan prioritas. Asas proporsionalitas,
misalnya, dapat digunakan untuk menguji apakah
pembatasan suatu hak seimbang dengan tujuan yang
hendak dicapai. Prinsip persamaan dapat digunakan
untuk menguji apakah perbedaan perlakuan
mempunyai alasan yang dapat dibenarkan. Prinsip
perlindungan hak dapat membatasi tindakan negara
ketika alasan kemanfaatan digunakan terlalu luas.
Dengan demikian, asas hukum memberikan kerangka
yang memungkinkan keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan dipertimbangkan secara bersamaan.
Peran hakim menjadi sangat penting ketika
ketiga nilai tersebut berhadapan dalam perkara
konkret. Hakim tidak hanya menerapkan aturan
secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi
untuk menemukan makna hukum yang sesuai
dengan fakta perkara dan sistem hukum. Dalam
menjalankan  fungsi  tersebut, hakim harus
mempertimbangkan batas kewenangannya.
Pertimbangan keadilan tidak boleh berubah menjadi
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kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan undang-
undang. Sebaliknya, kepatuhan terhadap teks tidak
boleh membuat hakim mengabaikan tujuan dan
prinsip yang mendasari aturan.

Penegak hukum lainnya juga memiliki
peranan penting. Jaksa, advokat, polisi, pejabat
administrasi, dan lembaga publik menghadapi
berbagai keputusan yang dapat memengaruhi hak
masyarakat. Integritas menjadi faktor penting karena
keputusan yang diskriminatif atau koruptif dapat
merusak keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
sekaligus. Kajian mengenai diskriminasi hukum
menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak
pada keberadaan aturan, tetapi juga pada bagaimana
aturan tersebut diterapkan oleh institusi (Arifani
dkk., 2022). Karena itu, kualitas hukum sangat
bergantung pada kualitas orang dan lembaga yang
menjalankannya.

Keseimbangan nilai juga membutuhkan
konsistensi. Jika keputusan hukum berubah-ubah
tanpa alasan yang dapat dipahami, masyarakat akan
kesulitan mengetahui bagaimana hukum bekerja.
Konsistensi tidak berarti setiap perkara harus
diputus dengan hasil yang sama. Perbedaan fakta
dapat membenarkan perbedaan keputusan. Yang
diperlukan adalah konsistensi dalam penggunaan
prinsip dan argumentasi. Dengan demikian,
masyarakat dapat memahami mengapa suatu
keputusan berbeda dari keputusan sebelumnya.
Konsistensi argumentasi menjadi salah satu cara
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untuk menjaga Kkepastian tanpa mengorbankan
keadilan.

Keadilan juga dapat menjadi dasar untuk
mengoreksi penerapan hukum ketika kepastian
menghasilkan akibat yang tidak dapat dibenarkan.
Pemikiran hukum progresif menempatkan manusia
sebagai pusat perhatian sehingga hukum tidak boleh
berhenti pada formalitas apabila formalitas tersebut
justru  menghasilkan  ketidakadilan. = Namun,
pendekatan tersebut harus tetap memiliki batas agar
tidak menimbulkan ketidakpastian. Penerapan
hukum yang berorientasi pada manusia harus
dibangun melalui argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan dan tetap berada dalam
prinsip sistem hukum (Andriawan, 2022; M. R.
Harahap & Tanjung, 2024).

Kemanfaatan juga perlu menjadi bagian dari
proses pembentukan hukum. Pembentuk undang-
undang seharusnya tidak hanya mempertanyakan
apakah suatu norma sah secara hukum, tetapi juga
apakah norma tersebut mampu menyelesaikan
masalah yang hendak diatasi. Analisis terhadap
dampak regulasi dapat membantu memperkirakan
konsekuensi suatu aturan terhadap masyarakat.
Dengan demikian, kemanfaatan dapat
diperhitungkan sejak awal, bukan baru dinilai setelah
aturan menimbulkan masalah. Pendekatan tersebut
dapat membantu menghasilkan hukum yang lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan masyarakat membuat
keseimbangan ketiga nilai tersebut semakin
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kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan
ekonomi, globalisasi, dan perubahan pola hubungan
sosial menciptakan persoalan yang tidak selalu dapat
dijawab dengan pendekatan hukum konvensional.
Hukum perlu mempertahankan kepastian agar
masyarakat memiliki pedoman, tetapi juga harus
cukup adaptif untuk menjawab perubahan. Keadilan
harus tetap menjadi batas agar adaptasi tidak
mengorbankan hak. Kemanfaatan harus menjadi
ukuran agar perubahan hukum benar-benar
memberikan hasil yang dibutuhkan masyarakat.

Keseimbangan tersebut tidak berarti bahwa
ketiga nilai harus selalu diberikan bobot yang sama
dalam setiap perkara. Kondisi tertentu dapat
membuat salah satu nilai memperoleh perhatian
lebih besar. Perkara yang menyangkut pelanggaran
hak dasar, misalnya, dapat membutuhkan penekanan
yang kuat terhadap keadilan dan perlindungan hak.
Situasi yang membutuhkan stabilitas ekonomi atau
kepastian investasi mungkin memerlukan perhatian
lebih besar terhadap prediktabilitas. Dalam
persoalan pelayanan publik, kemanfaatan dapat
menjadi perhatian penting. Namun, prioritas
tersebut tetap harus berada dalam batas prinsip
hukum lainnya (Afdhali & Syahuri, 2023; Yahman,
2024).

Keseimbangan juga membutuhkan kesadaran
bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral.
Setiap keputusan hukum dapat menghasilkan
konsekuensi yang berbeda bagi kelompok
masyarakat yang berbeda. Karena itu, penegak
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hukum perlu memperhatikan dampak keputusan
terhadap pihak yang memiliki posisi sosial dan
ekonomi yang berbeda. Pendekatan semacam ini
tidak berarti hukum harus kehilangan objektivitas,
tetapi memastikan bahwa objektivitas tidak hanya
dipahami sebagai penerapan aturan secara sama
tanpa mempertimbangkan kondisi yang relevan.
Pada tingkat kelembagaan, keseimbangan
nilai dapat diperkuat melalui transparansi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan
mekanisme pengawasan. Transparansi membantu
meningkatkan kepastian karena masyarakat dapat
mengetahui dasar suatu keputusan. Partisipasi dapat
memperkuat keadilan karena pihak yang terdampak

memperoleh kesempatan menyampaikan
kepentingannya. Akuntabilitas memastikan bahwa
keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan
membantu memastikan kemanfaatan hukum. Ketiga
tujuan hukum dengan demikian tidak hanya menjadi
prinsip teoritis, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam
desain kelembagaan.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus
dipahami sebagai nilai yang saling melengkapi.
Keadilan tanpa kepastian dapat menghasilkan hukum
yang tidak stabil. Kepastian tanpa keadilan dapat
menghasilkan formalitas yang sewenang-wenang.
Kemanfaatan tanpa keadilan dapat mengorbankan
kelompok tertentu, sedangkan kemanfaatan tanpa
kepastian dapat menghasilkan keputusan yang tidak
konsisten. Karena itu, kualitas penegakan hukum
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tidak ditentukan oleh keberhasilan mencapai satu
nilai secara mutlak, melainkan oleh kemampuan
sistem hukum menjaga hubungan yang proporsional
di antara ketiganya.

Keseimbangan tersebut pada akhirnya
membutuhkan integritas manusia dan institusi.
Aturan yang baik tidak akan menghasilkan keadilan
apabila diterapkan secara diskriminatif. Kepastian
tidak akan tercipta apabila lembaga hukum
mengambil  keputusan secara berubah-ubah.
Kemanfaatan tidak akan tercapai apabila
kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok. Persoalan integritas menjadi
semakin penting karena korupsi dan diskriminasi
dapat merusak ketiga tujuan hukum sekaligus
(Arifani  dkk, 2022). Dengan  demikian,
pembangunan hukum harus berjalan bersama
dengan pembangunan kelembagaan dan etika profesi
hukum.
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BAB IV
SUBJEK HUKUM, OBJEK HUKUM,
DAN PERISTIWA HUKUM

Hukum pada dasarnya tidak bekerja dalam ruang
yang kosong. Setiap ketentuan hukum selalu berkaitan
dengan pihak yang memiliki hak dan kewajiban, sesuatu
yang menjadi sasaran hubungan hukum, serta keadaan
atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Ketiga
unsur tersebut dikenal dalam ilmu hukum melalui
konsep subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum.
Pemahaman terhadap ketiganya menjadi dasar untuk
menjelaskan bagaimana suatu hubungan hukum
terbentuk, bagaimana hak dan kewajiban muncul, serta
bagaimana suatu keadaan dapat mengubah kedudukan
seseorang atau suatu entitas dalam sistem hukum.

Subjek hukum menunjuk pada pihak yang dapat
menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dalam
perkembangan teori hukum kontemporer, konsep
tersebut tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai
kategori manusia dan badan hukum semata. Kedudukan
sebagai subjek hukum dapat melibatkan berbagai aspek,
seperti kapasitas untuk memiliki hak, menjalankan
kewajiban, melakukan tindakan hukum, menerima
tanggung jawab, dan memperoleh perlindungan hukum.
Karena itu, legal personhood dapat dipahami sebagai
suatu kumpulan kedudukan hukum yang berbeda-beda
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menurut konteks dan tujuan hukum (Folkova, 2024;
Kurki, 2023; Velluti, 2023).

Objek hukum berkaitan dengan sesuatu yang
menjadi sasaran hubungan hukum. Dalam hubungan
hukum keperdataan, objek tersebut dapat berupa benda,
hak, kepentingan, atau sesuatu yang memiliki nilai dan
dapat menjadi sasaran penguasaan atau perlindungan
hukum. Perkembangan teknologi kemudian memperluas
persoalan tersebut. Data, aset digital, token, dan berbagai
bentuk kekayaan digital menghadirkan pertanyaan baru
mengenai bagaimana konsep objek hukum yang
dibangun berdasarkan kategori benda klasik dapat
diterapkan terhadap sesuatu yang tidak selalu
mempunyai bentuk fisik (Efimova dkk., 2024; Maydanyk,
2024; Vinichenko, 2023).

Sementara itu, peristiwa hukum merupakan
kejadian atau keadaan yang memperoleh arti hukum
karena norma hukum menghubungkannya dengan akibat
tertentu. Peristiwa hukum dapat muncul karena tindakan
manusia, seperti membuat perjanjian, melakukan
perbuatan melawan hukum, menikah, atau melakukan
tindakan administratif tertentu. Peristiwa hukum juga
dapat terjadi tanpa kehendak manusia, seperti kelahiran,
kematian, lewatnya waktu, bencana, atau keadaan
memaksa. Suatu kejadian baru menjadi relevan secara
hukum ketika sistem hukum memberikan akibat
terhadap kejadian tersebut (Kostiashkin, 2021; Topildiev,
2022).

Hubungan antara subjek, objek, dan peristiwa
hukum menjadi lebih jelas ketika ketiganya ditempatkan
dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum
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merupakan pihak yang mempunyai kedudukan dalam
hubungan tersebut, objek hukum menjadi sasaran
hubungan, sedangkan peristiwa hukum menjadi dasar
atau pemicu lahirnya akibat hukum. Ketiga konsep
tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena
perubahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi
unsur lainnya. Dalam hubungan hukum modern,
keterkaitan tersebut bahkan semakin kompleks karena
melibatkan organisasi, aset tidak berwujud, teknologi
digital, dan hubungan lintas batas.
1. Pengertian dan Kedudukan Subjek Hukum
Subjek hukum merupakan konsep dasar
dalam ilmu hukum yang menunjuk pada pihak yang
dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.
Seseorang atau suatu entitas disebut sebagai subjek
hukum karena sistem hukum mengakui bahwa pihak
tersebut dapat mempunyai kepentingan yang
dilindungi, kewajiban yang harus dipenuhi, atau
tanggung jawab yang dapat dimintakan. Dengan
demikian, subjek hukum tidak hanya berkaitan
dengan keberadaan biologis seseorang, tetapi dengan
pengakuan normatif yang diberikan oleh hukum.
Literatur mengenai legal personhood menunjukkan
bahwa status sebagai subjek hukum dapat dipahami
melalui berbagai unsur seperti hak, kewajiban,
kapasitas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk
melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum
(Kurki, 2023; Velluti, 2023).
Konsep subjek hukum menjadi penting
karena hukum pada dasarnya mengatur hubungan
antarpihak. Suatu ketentuan mengenai hak tidak
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mempunyai arti praktis apabila tidak terdapat pihak
yang menjadi pemegang hak. Demikian pula
kewajiban membutuhkan pihak yang dibebani
kewajiban. Hubungan hukum antara penjual dan
pembeli, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa
mengidentifikasi siapa yang menjadi pihak dalam
hubungan tersebut. Penjual mempunyai kewajiban
menyerahkan barang dan pembeli mempunyai
kewajiban membayar harga sesuai kesepakatan.
Kedudukan masing-masing pihak sebagai subjek
hukum memungkinkan hukum menentukan hak,
kewajiban, serta tanggung jawab mereka.

Manusia merupakan subjek hukum alamiah.
Dalam kedudukan tersebut, manusia dapat
mempunyai hak dan kewajiban serta memperoleh
perlindungan hukum. Pengakuan terhadap manusia
sebagai subjek hukum merupakan dasar dari
berbagai prinsip hukum yang berkaitan dengan
martabat, kebebasan, persamaan, dan perlindungan
hak. Konsep personhood dalam hukum menunjukkan
bahwa manusia ditempatkan sebagai person before
the law, yaitu pihak yang dapat menjadi pusat
hubungan hukum (Flynn, 2021; O’'Donnell & Arstein-
Kerslake, 2021).

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum
perlu dibedakan dari kapasitas untuk melakukan
tindakan hukum. Seseorang dapat mempunyai hak
tetapi belum tentu mempunyai kemampuan yang
sama untuk melakukan seluruh tindakan hukum
secara mandiri. Perbedaan tersebut terlihat dalam
kedudukan anak atau orang yang berada dalam
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kondisi tertentu. Hukum dapat memberikan
perlindungan atau mekanisme pendampingan ketika
seseorang dianggap belum mempunyai kapasitas
penuh untuk melakukan tindakan tertentu.
Perbedaan kapasitas tersebut tidak berarti bahwa
seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek
hukum. Literatur mengenai kapasitas hukum
menunjukkan bahwa legal capacity dan legal
personhood merupakan konsep yang dapat
dibedakan (Flynn, 2021; Vidal, 2025).

Anak tetap merupakan manusia yang
mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum.
Persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan
bagaimana hukum mengatur kapasitas anak untuk
melakukan tindakan tertentu. Dalam hubungan
tertentu, hukum dapat mensyaratkan keterlibatan
orang tua atau wali untuk melindungi kepentingan
anak. Pendekatan tersebut didasarkan pada
kebutuhan perlindungan dan belum tentu berarti
bahwa anak tidak mempunyai hak untuk menyatakan
kepentingannya. Perkembangan hukum modern
semakin menekankan pentingnya pengakuan
terhadap kapasitas anak secara proporsional dengan
mempertimbangkan usia, perkembangan, dan
konteks tindakan hukum.

Persoalan serupa dapat ditemukan pada
penyandang disabilitas. Pendekatan lama cenderung
menghubungkan keterbatasan tertentu dengan
pembatasan  kapasitas  hukum. Pendekatan
kontemporer mulai menggeser paradigma tersebut
menuju pengakuan terhadap kapasitas hukum
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dengan menyediakan dukungan yang diperlukan.
Perubahan tersebut penting karena status seseorang
sebagai subjek hukum tidak semestinya ditentukan
semata-mata oleh kondisi personalnya. Pengakuan
kapasitas hukum  harus diarahkan pada
penghormatan terhadap kesetaraan dan kemampuan
individu untuk menjalankan haknya dengan
dukungan yang sesuai (Flynn, 2021; O’'Donnell &
Arstein-Kerslake, 2021; Vidal, 2025).

Persamaan kedudukan di hadapan hukum
merupakan prinsip yang memperkuat posisi manusia
sebagai subjek hukum. Setiap orang harus
memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum
tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut tidak selalu
berarti bahwa setiap orang harus memperoleh
perlakuan identik dalam semua keadaan. Perbedaan
perlakuan dapat dibenarkan apabila mempunyai
dasar yang sah dan bertujuan memberikan
perlindungan atau mencapai kesetaraan substantif.
Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan
perlakuan tidak mempunyai alasan yang dapat
dibenarkan dan menghasilkan diskriminasi dalam
penerapan hukum.

Subjek hukum juga memiliki dimensi /egal
standing. Legal standing berkaitan dengan kedudukan
seseorang atau suatu entitas untuk bertindak atau
mengajukan kepentingan tertentu dalam proses
hukum. Kedudukan tersebut dapat menentukan
apakah suatu pihak mempunyai hak untuk
mengajukan gugatan, mengajukan permohonan,
membela kepentingannya, atau menjadi pihak dalam
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suatu proses hukum. Dengan demikian, menjadi
subjek hukum dan mempunyai legal standing
mempunyai hubungan erat, tetapi keduanya tidak
selalu identik. Seseorang dapat mempunyai
kedudukan sebagai subjek  hukum, tetapi
kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu
tetap dapat dibatasi oleh persyaratan hukum (Flynn,
2021; Velluti, 2023).

Subjek hukum juga memiliki dimensi /egal
agency. Legal agency mengacu pada kemampuan
suatu pihak untuk melakukan tindakan yang
mempunyai akibat hukum. Membuat kontrak,
memberikan kuasa, mengajukan gugatan, menerima
kewajiban, atau melakukan tindakan hukum lainnya
merupakan bentuk penggunaan kapasitas hukum.
Perbedaan antara personhood dan agency
menunjukkan bahwa pengakuan seseorang sebagai
subjek hukum tidak selalu berarti bahwa ia dapat
melakukan semua tindakan hukum secara bebas.
Hukum dapat menentukan syarat, prosedur, atau
mekanisme pendampingan untuk tindakan tertentu
(Folkova, 2024; Kurki, 2023).

Kedudukan subjek hukum juga dapat
berubah berdasarkan perkembangan hukum. Sistem
hukum dapat memperluas atau mempersempit
kapasitas suatu kelompok melalui perubahan
peraturan. Perubahan tersebut memperlihatkan
bahwa personhood dalam hukum bukan sekadar
persoalan biologis, melainkan juga konstruksi
normatif. Dalam teori hukum kontemporer, bahkan
muncul pembahasan mengenai kemungkinan
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memberikan kedudukan hukum kepada entitas
selain manusia dan organisasi, seperti alam atau
unsur lingkungan tertentu. Perdebatan tersebut
menunjukkan bahwa batas subjek hukum terus
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan
suatu sistem hukum (Folkova, 2024; O’Donnell &
Arstein-Kerslake, 2021).

Subjek hukum dapat dipahami sebagai pusat
dari hubungan hukum. Kedudukan tersebut
memberikan kemampuan untuk mempunyai hak,
kewajiban, kepentingan, kapasitas, dan tanggung
jawab. Manusia merupakan subjek hukum alamiah,
sedangkan badan hukum memperoleh kedudukan
melalui  pengakuan  hukum. Perkembangan
pemikiran hukum menunjukkan bahwa konsep
subjek hukum harus dipahami secara lebih fleksibel
karena kapasitas hukum dapat berbeda menurut
konteks. Prinsip kesetaraan dan penghormatan
terhadap kapasitas menjadi dasar penting dalam
memastikan bahwa hukum tidak menghilangkan
kedudukan seseorang sebagai person before the law.

2. Badan Hukum dan Entitas sebagai Subjek Hukum

Selain manusia, hukum mengenal badan
hukum sebagai subjek yang dapat mempunyai hak
dan kewajiban. Badan hukum merupakan konstruksi
yuridis yang memungkinkan suatu organisasi
diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dari
individu-individu yang berada di dalamnya.
Pengakuan tersebut memungkinkan organisasi
memiliki kekayaan, melakukan tindakan hukum,
membuat perjanjian, serta memikul tanggung jawab
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atas tindakan yang dilakukannya. Dalam teori legal
personhood, badan hukum termasuk bentuk artificial
person yang memperoleh statusnya berdasarkan
pengakuan sistem hukum (Folkova, 2024; Kurki,
2023; Velluti, 2023).

Perbedaan mendasar antara manusia dan
badan hukum terletak pada asal kedudukan
hukumnya. Manusia memperoleh kedudukan sebagai
subjek hukum berdasarkan status kemanusiaannya
yang diakui oleh hukum, sedangkan badan hukum
memperoleh kepribadian hukum melalui mekanisme
yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, keberadaan
badan hukum sangat bergantung pada sistem
normatif yang mengakuinya. Pengakuan tersebut
dapat menentukan tujuan, Kkapasitas, struktur
organisasi, serta batas tanggung jawab suatu badan
hukum (Hardman, 2023; Worthington & Spender,
2021).

Konsep kepribadian hukum yang terpisah
(separate legal personality) menjadi karakteristik
penting badan hukum. Melalui konsep tersebut,
badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang
berbeda dari para pendiri, pemegang saham, anggota,
pengurus, atau pihak lain yang berada di
belakangnya. Kekayaan badan hukum tidak secara
otomatis dianggap sebagai kekayaan pribadi pihak
yang terlibat di dalamnya. Demikian pula kewajiban
badan hukum pada prinsipnya merupakan kewajiban
entitas tersebut. Konsep ini memberikan dasar bagi
organisasi untuk menjalankan aktivitasnya secara
mandiri (Micheler, 2024).
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Separate legal personality mempunyai
konsekuensi praktis yang besar. Suatu korporasi
dapat mempunyai rekening, memiliki aset, membuat
kontrak, memperoleh hak, dan menghadapi
kewajiban atas nama dirinya sendiri. Korporasi juga
dapat menjadi pihak dalam proses peradilan.
Kemampuan tersebut memungkinkan aktivitas
organisasi  berlangsung secara berkelanjutan
meskipun terjadi perubahan pada orang-orang yang
mengelola atau memilikinya. Dengan demikian,
kepribadian hukum memberikan stabilitas terhadap
keberadaan organisasi (Kurki, 2023; Micheler, 2024).

Badan hukum juga dapat mempunyai
tanggung jawab hukum. Apabila suatu badan hukum
melakukan tindakan yang menimbulkan kewajiban
atau kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
hukum dapat menghubungkan akibat tersebut
dengan badan hukum sebagai entitas.
Pertanggungjawaban tersebut tidak berarti bahwa
setiap tindakan individu di dalam organisasi secara
otomatis menjadi tanggung jawab badan hukum.
Diperlukan analisis mengenai kewenangan, tindakan,
hubungan antara individu dan organisasi, serta
aturan yang menentukan pertanggungjawaban.
Karena itu, konsep badan hukum sekaligus menjadi
instrumen untuk mengatur pembagian tanggung
jawab.

Teori mengenai badan hukum berkembang
untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi
dapat diperlakukan sebagai person. Salah satu
pendekatan melihat badan hukum sebagai hasil
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konstruksi hukum. Pendekatan lainnya menekankan
keberadaan organisasi sebagai realitas sosial yang
kemudian diakui oleh hukum. Perdebatan tersebut
menunjukkan bahwa legal personality tidak hanya
berkaitan dengan istilah teknis, tetapi juga dengan
pertanyaan filosofis mengenai siapa atau apa yang
dapat menjadi subjek hukum. Literatur kontemporer
bahkan mendorong pendekatan yang melampaui
dikotomi sederhana antara manusia dan badan
hukum (Folkova, 2024).

Pembentukan badan hukum membutuhkan
dasar dan prosedur tertentu. Negara dapat
memberikan pengakuan terhadap organisasi melalui
mekanisme pendaftaran, pengesahan, atau bentuk
pengakuan lainnya sesuai dengan jenis badan hukum.
Persyaratan tersebut diperlukan agar terdapat
kejelasan mengenai identitas, tujuan, struktur, dan
kapasitas entitas. Konsep badan hukum sebagai
konsesi menunjukkan bahwa kepribadian hukum
organisasi harus memiliki dasar yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum
(Hardman, 2023; Worthington & Spender, 2021).

Badan hukum dapat ditemukan dalam
berbagai bentuk. Negara dan pemerintah daerah
dapat dipahami sebagai entitas hukum publik yang
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
berdasarkan hukum publik. Di ranah privat,
perseroan, yayasan, perkumpulan, dan bentuk
organisasi lain dapat memperoleh kedudukan
sebagai badan hukum berdasarkan peraturan yang
mengaturnya. Perbedaan antara badan hukum publik
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dan privat terutama berkaitan dengan tujuan, dasar
pembentukan, kewenangan, serta rezim hukum yang
mengaturnya.

Badan hukum publik umumnya menjalankan
fungsi yang berkaitan dengan kepentingan umum
dan kewenangan pemerintahan. Negara, misalnya,
mempunyai kedudukan sebagai entitas yang dapat
mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan
hukum tertentu. Pemerintah daerah juga dapat
menjadi pihak dalam hubungan hukum sesuai
dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan.
Sementara itu, badan hukum privat pada umumnya
dibentuk untuk tujuan tertentu dalam bidang sosial,
ekonomi, pendidikan, keagamaan, atau kepentingan
privat lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Perkembangan teknologi dan perubahan
sosial kemudian memunculkan pertanyaan baru
mengenai batas konsep badan hukum. Organisasi
digital, decentralized autonomous organization, serta
sistem berbasis kecerdasan buatan dapat melakukan
aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh
organisasi manusia. Namun, kemampuan melakukan
tindakan secara teknis tidak otomatis menghasilkan
kepribadian hukum. Status suatu entitas tetap
bergantung pada apakah sistem hukum memberikan
pengakuan terhadapnya (Folkovd, 2024; Korhonen &
Ala-Ruona, 2026).

Perdebatan mengenai kemungkinan
memberikan status hukum kepada alam juga
menunjukkan perkembangan konsep personhood.
Beberapa sistem hukum mulai mengembangkan
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mekanisme tertentu untuk memberikan kedudukan
hukum kepada sungai, ekosistem, atau entitas alam.
Tujuannya antara lain memberikan mekanisme
perlindungan yang lebih kuat terhadap kepentingan
ekologis. Meskipun demikian, pengakuan tersebut
tidak berarti bahwa entitas alam diperlakukan sama
persis dengan manusia. Bentuk hak, kewajiban,
perwakilan, dan mekanisme perlindungannya
ditentukan berdasarkan rancangan hukum masing-
masing (O’Donnell & Arstein-Kerslake, 2021).
Pembahasan mengenai badan hukum pada
akhirnya menunjukkan bahwa hukum mempunyai
kemampuan untuk menciptakan pusat-pusat
kepentingan hukum yang tidak selalu berbentuk
manusia.  Pengakuan  tersebut  memberikan
kemudahan bagi organisasi untuk menjalankan
aktivitas, memiliki kekayaan, melakukan kontrak,
dan mempertanggungjawabkan tindakan. Namun,
status badan hukum juga membawa konsekuensi
berupa kewajiban untuk mematuhi aturan dan
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan
dalam kapasitasnya. Dengan demikian, kepribadian
hukum merupakan instrumen yang menghubungkan
kebutuhan organisasi dengan kebutuhan sistem
hukum.
3. Pengertian, Jenis, dan Kedudukan Objek Hukum
Objek hukum merupakan sesuatu yang
menjadi sasaran hubungan hukum. Jika subjek
hukum menjawab pertanyaan mengenai siapa yang
mempunyai hak dan kewajiban, objek hukum
menjawab pertanyaan mengenai terhadap apa hak
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atau kewajiban tersebut ditujukan. Dalam hubungan
jual beli, misalnya, para pihak merupakan subjek
hukum, sedangkan barang yang diperjualbelikan
menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum tidak
selalu berbentuk benda fisik karena hak,
kepentingan, klaim, dan kekayaan tidak berwujud
juga dapat menjadi bagian dari hubungan hukum
(Maydanyk, 2024; Velluti, 2023).

Konsep objek hukum mempunyai hubungan
erat dengan konsep kekayaan. Dalam hukum perdata,
benda menjadi salah satu kategori penting karena
dapat dikuasai, dimiliki, dialihkan, dan menjadi
sumber manfaat ekonomi. Namun, perkembangan
hukum memperlihatkan bahwa tidak semua sesuatu
yang mempunyai nilai dapat dimasukkan secara
sederhana ke dalam kategori benda. Hak kekayaan
intelektual, piutang, saham, dan bentuk hak lainnya
mempunyai nilai tetapi tidak selalu mempunyai
bentuk fisik. Perbedaan tersebut menunjukkan
pentingnya membedakan antara benda sebagai objek
fisik dengan hak sebagai objek hukum.

Benda berwujud merupakan objek yang
dapat dipersepsi secara indrawi. Tanah, bangunan,
kendaraan, mesin, dan barang konsumsi merupakan
contoh benda yang memiliki keberadaan fisik. Benda
semacam ini telah lama menjadi objek utama dalam
hukum kebendaan. Sistem hukum kemudian
membangun kategori mengenai kepemilikan,
penguasaan, pemindahan, jaminan, dan
perlindungan terhadap benda tersebut. Karakter fisik
memberikan dasar bagi berbagai mekanisme hukum
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yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan
benda (Vinichenko, 2023).

Di samping benda berwujud terdapat objek
tidak berwujud. Hak cipta, merek, paten, piutang, hak
atas saham, dan berbagai bentuk klaim merupakan
contoh kepentingan yang tidak mempunyai bentuk
fisik tetapi dapat memiliki nilai dan perlindungan
hukum. Hukum modern semakin banyak berhadapan
dengan objek semacam ini karena perkembangan
ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
Perbedaan antara benda berwujud dan tidak
berwujud menunjukkan bahwa objek hukum tidak
selalu harus dapat disentuh atau dilihat untuk
mempunyai arti hukum (Vinichenko, 2023).

Objek hukum juga dapat dibedakan
berdasarkan kemampuan untuk menjadi objek
penguasaan atau peralihan. Tidak semua sesuatu
yang terdapat di dunia dapat menjadi objek hak
privat. Barang yang secara hukum tidak dapat
dimiliki secara individual, misalnya, mempunyai
rezim yang berbeda dengan benda yang dapat
dimiliki oleh individu. Pembatasan tersebut
diperlukan agar kepentingan pribadi tidak
bertentangan dengan kepentingan umum atau hak
pihak lain. Dengan demikian, status suatu objek
ditentukan tidak hanya oleh karakter fisiknya, tetapi
juga oleh ketentuan hukum.

Hak kebendaan mempunyai hubungan
penting dengan konsep objek hukum. Hak tersebut
memberikan kekuasaan tertentu terhadap suatu
objek dan dapat mempunyai sifat yang berbeda

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 102



dengan hak yang lahir dari hubungan obligasi.
Pemahaman mengenai hak kebendaan membantu
menjelaskan mengapa seseorang dapat
menggunakan, menikmati, menguasai, atau
mempertahankan suatu benda dari gangguan pihak
lain. Struktur tersebut menjadi bagian penting dalam
sistem hukum perdata tradisional.

Perkembangan kekayaan intelektual
memperlihatkan bahwa nilai ekonomi dapat melekat
pada sesuatu yang tidak berwujud. Sebuah karya,
penemuan, merek, atau desain dapat mempunyai
nilai ekonomi meskipun tidak identik dengan benda
fisik yang menjadi medianya. Hukum kemudian
memberikan hak tertentu kepada pencipta atau
pemegang hak untuk menggunakan, mengalihkan,
atau melarang penggunaan objek tersebut.
Perkembangan ini memperluas pemahaman
mengenai objek hukum dari sekadar benda fisik
menuju hak atas sesuatu yang bersifat abstrak.

Digitalisasi menghasilkan tantangan yang
lebih besar. Data, akun digital, token, aset kripto, dan
berbagai representasi digital mempunyai karakter
yang berbeda dari benda konvensional. Aset digital
dapat memiliki nilai ekonomi, dapat dikendalikan
melalui sistem teknologi, dan dalam kondisi tertentu
dapat dialihkan. Namun, karakter tersebut tidak
secara otomatis menjadikan seluruh aset digital
sebagai benda dalam pengertian hukum klasik.
Klasifikasi perlu memperhatikan sifat, fungsi,
kontrol, dan rezim hukum yang berlaku (Efimova
dkk., 2024; Maydanyk, 2024).
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Data merupakan salah satu contoh objek yang
menimbulkan persoalan klasifikasi. Data dapat
mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan
dalam berbagai kegiatan, tetapi data juga berkaitan
dengan privasi, identitas, dan hak individu. Karena
itu, memperlakukan data semata-mata sebagai
komoditas dapat mengabaikan dimensi hak yang
melekat pada informasi tersebut. Sistem hukum
membutuhkan pendekatan yang dapat
menggabungkan kepentingan ekonomi dengan
perlindungan hak individu. Perkembangan norma
mengenai objek hukum menunjukkan bahwa
kategori klasik perlu dikaji kembali ketika
berhadapan dengan teknologi baru (Dolinskaya,
2025).

Aset digital juga memperlihatkan perbedaan
antara kepemilikan secara teknis dan pengakuan
secara hukum. Seseorang mungkin mempunyai
kendali atas suatu akun atau token melalui kunci
digital, tetapi pertanyaan mengenai apakah kendali
tersebut merupakan kepemilikan hukum, hak
kontraktual, atau bentuk hak lainnya bergantung
pada rezim hukum yang digunakan. Karena itu,
keberadaan teknologi tidak secara otomatis
menentukan kategori hukum. Hukum tetap harus
menentukan sifat hak yang muncul dan perlindungan
yang tersedia (Efimova dkk., 2024; Maydanyk, 2024).

Perkembangan tersebut memperlihatkan
bahwa objek hukum bersifat dinamis. Kategori objek
hukum yang dibangun pada masa ekonomi berbasis
benda fisik perlu beradaptasi dengan ekonomi
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berbasis pengetahuan dan teknologi. Perubahan
tersebut tidak berarti bahwa kategori lama
kehilangan relevansi, tetapi menunjukkan bahwa
hukum perlu membangun Kklasifikasi yang mampu
menjelaskan objek baru. Kemampuan hukum untuk
melakukan klasifikasi menjadi penting karena status
suatu objek menentukan hak, kewajiban, mekanisme
pengalihan, dan bentuk perlindungan yang tersedia.

Dengan demikian, objek hukum dapat
dipahami secara luas sebagai sesuatu yang menjadi
sasaran kepentingan dan hubungan hukum. Benda
berwujud tetap menjadi kategori penting, tetapi
hukum juga mengenal berbagai objek tidak
berwujud. Perkembangan kekayaan intelektual dan
aset digital memperluas cakupan tersebut.
Pemahaman mengenai objek hukum harus terus
dikembangkan agar mampu memberikan kepastian
mengenai status, penguasaan, pengalihan, dan
perlindungan terhadap berbagai bentuk kekayaan
yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

4. Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum

Peristiwa hukum merupakan kejadian atau
keadaan yang oleh hukum dihubungkan dengan
akibat tertentu. Tidak setiap peristiwa dalam
kehidupan manusia otomatis menjadi peristiwa
hukum. Sebuah kejadian memperoleh makna hukum
ketika terdapat norma yang menentukan bahwa
kejadian tersebut menimbulkan, mengubah, atau
menghapus hak dan kewajiban. Karena itu, hubungan
antara peristiwa dan norma menjadi unsur penting
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dalam memahami peristiwa hukum (Topildiev,
2022).

Kelahiran merupakan salah satu contoh
peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Kelahiran
tidak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang
berdasarkan kehendak untuk menciptakan akibat
hukum, tetapi hukum memberikan konsekuensi
tertentu terhadapnya. Status seseorang sebagai
manusia, hubungan keluarga, pencatatan sipil, serta
berbagai hak yang melekat dapat berkaitan dengan
peristiwa Kkelahiran. Hal tersebut menunjukkan
bahwa peristiwa hukum dapat terjadi tanpa adanya
tindakan hukum dari pihak yang bersangkutan.

Kematian juga merupakan peristiwa hukum
yang menimbulkan berbagai akibat. Meninggalnya
seseorang dapat menyebabkan berakhirnya
beberapa hak dan kewajiban yang bersifat personal
serta membuka konsekuensi hukum tertentu
terhadap harta kekayaan dan hubungan keluarga.
Dalam hukum waris, misalnya, kematian menjadi
salah satu fakta penting yang menentukan
terbukanya pewarisan. Dengan demikian, peristiwa
biologis memperoleh konsekuensi yuridis karena
hukum menghubungkannya dengan perubahan
kedudukan hukum.

Selain kelahiran dan kematian, lewatnya
waktu dapat menjadi peristiwa yang mempunyai
akibat hukum. Daluwarsa atau berlalunya jangka
waktu tertentu dapat memengaruhi hak atau
kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan
hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 106



berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu
bukan hanya ukuran kronologis, tetapi dapat menjadi
faktor yang mempunyai arti yuridis. Sistem hukum
menggunakan batas waktu untuk memberikan
kepastian dan mencegah hubungan hukum
berlangsung tanpa batas.

Peristiwa hukum dapat pula muncul dari
tindakan manusia. Tindakan tersebut dapat berupa
tindakan yang memang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat hukum maupun tindakan yang
akibat hukumnya muncul karena ditentukan oleh
norma. Perjanjian merupakan contoh peristiwa
hukum yang berasal dari tindakan manusia. Para
pihak menyatakan kehendak untuk membentuk
hubungan hukum, kemudian hukum memberikan
akibat terhadap kesepakatan tersebut apabila
persyaratan yang ditentukan terpenubhi.

Perbuatan hukum mempunyai ciri adanya
kehendak wuntuk menghasilkan akibat hukum
tertentu. Membuat perjanjian, memberikan hibah,
memberikan kuasa, atau melakukan tindakan hukum
lainnya merupakan contoh yang menunjukkan
adanya maksud tertentu dari pelaku. Kehendak
tersebut kemudian memperoleh konsekuensi melalui
hukum. Namun, keberadaan kehendak saja belum
cukup. Perbuatan hukum harus memenubhi
persyaratan yang ditentukan oleh hukum agar akibat
yang diharapkan dapat diakui (Kostiashkin, 2021).

Perjanjian menjadi salah satu contoh paling
jelas mengenai hubungan antara tindakan manusia
dan akibat hukum. Ketika dua pihak membuat
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perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum,
lahirlah hubungan yang menempatkan masing-
masing pihak pada posisi tertentu. Satu pihak dapat
mempunyai hak untuk menerima prestasi, sementara
pihak lainnya mempunyai Kkewajiban untuk
memenuhi prestasi. Apabila kewajiban tidak
dilaksanakan, sistem hukum dapat memberikan
konsekuensi tertentu seperti tuntutan pemenuhan,
ganti rugi, atau akibat lain sesuai dengan hukum yang
berlaku (Mawar dkk., 2025).

Tidak semua tindakan manusia yang
menghasilkan akibat hukum merupakan perbuatan
hukum dalam arti positif. Perbuatan melawan hukum
juga merupakan peristiwa hukum. Seseorang dapat
melakukan tindakan yang melanggar kewajiban
hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak
lain. Dalam keadaan tersebut, hukum dapat
menghubungkan  tindakan  tersebut dengan
kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau akibat
hukum lainnya. Dengan demikian, akibat hukum
tidak selalu muncul karena seseorang bermaksud
menciptakannya (Kostiashkin, 2021; Mawar dkk,
2025).

Perbuatan melawan hukum menunjukkan
perbedaan antara kehendak melakukan tindakan dan
kehendak menimbulkan akibat hukum. Seseorang
mungkin tidak bermaksud menciptakan kewajiban
ganti rugi, tetapi ketika tindakannya memenuhi
unsur yang ditentukan hukum, kewajiban tersebut
dapat muncul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum
dapat memberikan akibat terhadap tindakan

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 108



manusia terlepas dari apakah akibat tersebut
dikehendaki. Hubungan tersebut menjadi salah satu
karakter penting peristiwa hukum.

Peristiwa hukum juga dapat terjadi karena
keadaan di luar kendali manusia. Bencana alam,
perubahan keadaan, atau keadaan memaksa dapat
memengaruhi pelaksanaan hubungan hukum. Dalam
hubungan kontraktual, misalnya, suatu keadaan
tertentu dapat memengaruhi kemampuan salah satu
pihak untuk memenuhi prestasi. Sistem hukum
kemudian menentukan apakah keadaan tersebut
dapat menghapus, menunda, atau mengubah
tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Karena itu,
keadaan faktual dapat mempunyai konsekuensi
hukum apabila norma memberikan relevansi
terhadap keadaan tersebut (Kostiashkin, 2021;
Topildiev, 2022).

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu
peristiwa dapat berbentuk lahirnya hak, lahirnya
kewajiban, perubahan status hukum, berakhirnya
hak, berakhirnya kewajiban, atau munculnya
tanggung jawab. Satu peristiwa bahkan dapat
menghasilkan beberapa akibat sekaligus. Kematian,
misalnya, dapat mengakhiri hubungan hukum
tertentu tetapi sekaligus memunculkan hubungan
hukum waris. Perjanjian dapat melahirkan hak dan
kewajiban baru. Pelanggaran hukum dapat
memunculkan tanggung jawab. Keragaman tersebut
menunjukkan bahwa akibat hukum merupakan
konsekuensi yang ditentukan oleh norma.
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Peristiwa hukum pada akhirnya berfungsi
sebagai penghubung antara kenyataan dan hukum.
Kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
menjadi relevan secara hukum karena terdapat
norma yang memberikan konsekuensi terhadapnya.
Pemahaman mengenai konsep tersebut penting agar
seseorang dapat membedakan antara kejadian biasa
dan kejadian yang mempunyai akibat yuridis. Dengan
memahami peristiwa hukum, dapat ditentukan
kapan suatu hak mulai muncul, kapan kewajiban
timbul, kapan suatu status berubah, dan kapan
tanggung jawab dapat dimintakan.

5. Hubungan Subjek Hukum, Objek Hukum, dan
Peristiwa Hukum dalam Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan
antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh
hukum dan di dalamnya terdapat hak serta
kewajiban. Konsep tersebut menjadi ruang tempat
subjek, objek, dan peristiwa hukum bertemu. Subjek
hukum merupakan pihak yang terlibat dalam
hubungan, objek menjadi sasaran kepentingan atau
prestasi, sedangkan peristiwa hukum menjadi dasar
yang menimbulkan hubungan atau mengubah
kedudukannya. Dengan memahami hubungan
ketiganya, struktur suatu hubungan hukum dapat
dianalisis secara lebih sistematis.

Hubungan jual beli merupakan ilustrasi
sederhana. Penjual dan pembeli merupakan subjek
hukum. Barang yang diperjualbelikan menjadi objek
hubungan hukum, sedangkan kesepakatan jual beli
menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan hak
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dan kewajiban. Penjual memperoleh kewajiban
untuk  menyerahkan barang dan  pembeli
memperoleh kewajiban untuk membayar harga. Pada
saat yang sama, masing-masing pihak mempunyai
hak yang berlawanan dengan kewajibannya. Struktur
tersebut menunjukkan bagaimana ketiga unsur
bekerja secara bersamaan.

Hubungan hukum tidak selalu muncul dari
kontrak. Hubungan keluarga dapat muncul karena
peristiwa seperti perkawinan, kelahiran, atau
pengangkatan anak. Dalam hubungan tersebut,
subjek hukum memperoleh status tertentu yang
menghasilkan hak dan kewajiban. Objeknya dapat
berupa kepentingan yang berkaitan dengan
hubungan keluarga atau harta kekayaan. Peristiwa
yang melahirkan hubungan tersebut memperoleh
akibat hukum karena sistem hukum memberikan
konsekuensi tertentu terhadapnya (Kostiashkin,
2021).

Dalam hubungan hukum yang bersifat
keperdataan, objek sering kali berkaitan dengan
prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu,
melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
Para pihak sebagai subjek hukum mempunyai
kedudukan yang saling berkaitan melalui kewajiban
tersebut. Peristiwa hukum berupa perjanjian menjadi
dasar munculnya hubungan. Apabila salah satu pihak
tidak memenuhi prestasi, terjadi peristiwa hukum
lanjutan yang dapat mengubah hubungan tersebut
dan menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan
atau ganti rugi (Mawar dkk., 2025).
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Dalam hubungan bisnis, struktur tersebut
menjadi lebih kompleks karena dapat melibatkan
banyak subjek hukum. Sebuah perseroan dapat
berkontrak dengan individu, badan hukum lain,
pemerintah, atau organisasi internasional. Objeknya
dapat berupa barang, jasa, hak kekayaan intelektual,
lisensi, saham, atau aset digital. Peristiwa hukum
yang membentuk hubungan dapat berupa kontrak,
izin, merger, akuisisi, atau tindakan korporasi
lainnya. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa
konsep dasar subjek, objek, dan peristiwa tetap
relevan meskipun hubungan hukumnya berkembang.

Badan hukum mempunyai posisi penting
dalam hubungan hukum bisnis karena dapat menjadi
pihak secara mandiri. Kepribadian hukum yang
terpisah memungkinkan perusahaan memiliki
kekayaan dan kewajiban yang berbeda dari orang-
orang yang berada di belakangnya. Dengan demikian,
ketika sebuah perusahaan menandatangani kontrak,
perusahaan menjadi subjek dalam hubungan
tersebut. Pemegang saham tidak otomatis menjadi
pihak dalam setiap kontrak perusahaan. Prinsip
tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari
separate  legal  personality  (Micheler, 2024,
Worthington & Spender, 2021).

Dalam hubungan hukum dengan pemerintah,
struktur tersebut juga dapat digunakan untuk
menjelaskan kedudukan para pihak. Pemerintah atau
badan publik dapat menjadi subjek hukum yang
menjalankan kewenangan tertentu. Individu atau
badan usaha dapat menjadi subjek yang memperoleh
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hak atau dibebani kewajiban. Objek hubungan dapat
berupa izin, pelayanan publik, penggunaan aset, atau
kepentingan lain yang diatur hukum. Peristiwa
hukum dapat berupa penerbitan Kkeputusan,
pemberian izin, pelanggaran kewajiban administratif,
atau tindakan pemerintahan tertentu.

Hubungan hukum juga dapat berakhir karena
peristiwa hukum. Berakhirnya perjanjian, pelunasan
utang, kematian seseorang dalam hubungan tertentu,
pembubaran badan hukum, atau lewatnya jangka
waktu dapat mengubah atau menghapus hubungan
hukum. Dengan demikian, peristiwa hukum tidak
hanya berfungsi sebagai pemicu lahirnya hubungan
hukum, tetapi juga dapat menjadi penyebab berakhir
atau berubahnya hubungan tersebut. Pemahaman ini
penting dalam menentukan kapan suatu hak atau
kewajiban masih dapat dituntut.

Perubahan objek hukum juga dapat
memengaruhi hubungan antara para pihak. Dalam
transaksi konvensional, objek berupa benda fisik
relatif mudah diidentifikasi. Dalam transaksi digital,
objek dapat berupa aset digital atau hak atas data
yang status hukumnya lebih kompleks. Perubahan
karakter objek tersebut dapat memengaruhi cara hak
dialihkan, bagaimana penguasaan dibuktikan, dan
bagaimana sengketa diselesaikan. Perkembangan
aset digital menunjukkan bahwa sistem hukum perlu
memberikan Kklasifikasi dan perlindungan yang
sesuai terhadap objek baru (Efimova dkk. 2024;
Maydanyk, 2024).
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Hubungan hukum di era digital juga
memperlihatkan perubahan terhadap cara subjek
diidentifikasi. Transaksi dapat dilakukan tanpa
pertemuan fisik antara para pihak. Identitas dapat
diverifikasi secara elektronik, sedangkan objek dapat
berada dalam bentuk digital. Peristiwa hukum dapat
terjadi melalui persetujuan elektronik, transaksi
otomatis, atau aktivitas pada sistem digital.
Perubahan tersebut tidak menghilangkan konsep
dasar hubungan hukum, tetapi mengubah bentuk dan
mekanisme pembuktiannya.

Perkembangan kecerdasan buatan
menimbulkan persoalan yang lebih kompleks. Sistem
Al dapat menghasilkan tindakan atau keputusan
secara otomatis, tetapi pertanyaan mengenai siapa
yang menjadi subjek hukum tetap membutuhkan
dasar normatif. Apakah tanggung jawab berada pada
pengembang, pengguna, operator, pemilik sistem,
atau entitas lain merupakan persoalan yang harus
ditentukan oleh hukum. Kemampuan teknologi untuk
melakukan tindakan tidak dengan sendirinya
menjadikan teknologi tersebut sebagai subjek
hukum. Perdebatan mengenai entitas baru
menunjukkan pentingnya membedakan antara
kemampuan teknis dan kepribadian hukum (Folkov3,
2024; Korhonen & Ala-Ruona, 2026).

Keterkaitan subjek, objek, dan peristiwa
hukum juga dapat digunakan untuk menganalisis
sengketa. Tahap pertama adalah menentukan siapa
saja yang mempunyai kedudukan sebagai subjek
hukum. Tahap kedua adalah menentukan apa yang
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menjadi objek sengketa. Tahap ketiga adalah
mengidentifikasi peristiwa hukum yang menjadi
dasar munculnya hak atau kewajiban. Setelah itu,
dapat dianalisis norma yang berlaku dan akibat
hukum yang seharusnya timbul. Metode tersebut
membantu menghindari kesalahan dalam
menentukan pihak, objek, maupun dasar tuntutan.
Contoh sederhana dapat dilihat dalam
sengketa jual beli. Apabila pembeli telah membayar
tetapi barang tidak diserahkan, pembeli dan penjual
merupakan subjek hukum. Barang yang menjadi
objek perjanjian merupakan objek hubungan hukum.
Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang
melahirkan kewajiban. Kegagalan penjual
menyerahkan barang kemudian menjadi peristiwa
hukum lanjutan yang dapat melahirkan hak pembeli
untuk menuntut pemenuhan atau konsekuensi lain

berdasarkan hukum. Struktur tersebut
memperlihatkan hubungan dinamis antara ketiga
konsep.

Dalam perkara perbuatan melawan hukum,
analisis yang sama dapat diterapkan. Korban dan
pihak yang diduga melakukan perbuatan merupakan
subjek hukum. Kepentingan atau hak yang dilanggar
menjadi bagian dari objek hubungan hukum.
Tindakan yang menimbulkan kerugian menjadi
peristiwa hukum. Norma kemudian menentukan
apakah tindakan tersebut menimbulkan tanggung
jawab dan apa bentuk akibat hukumnya. Dengan
demikian, konsep dasar tersebut dapat digunakan
baik dalam hubungan kontraktual —maupun
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nonkontraktual (Kostiashkin, 2021; Mawar dKkk,
2025).

Pada akhirnya, subjek hukum, objek hukum,
dan peristiwa hukum merupakan tiga konsep yang
saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan
hukum. Subjek menjawab pertanyaan mengenai
pihak yang mempunyai kedudukan hukum, objek
menjelaskan sasaran kepentingan atau hak,
sedangkan peristiwa menjelaskan kejadian yang
menimbulkan akibat hukum. Hubungan ketiganya
dapat ditemukan dalam hampir seluruh bidang
hukum, mulai dari hukum keluarga, hukum perdata,
hukum bisnis, hukum administrasi, hingga hubungan
hukum digital.

Pemahaman tersebut menjadi semakin
penting karena perkembangan masyarakat terus
menghasilkan bentuk hubungan hukum baru.
Organisasi semakin kompleks, aset semakin banyak
berbentuk tidak berwujud, dan transaksi semakin
bergeser ke ruang digital. Namun, perubahan
tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap
konsep dasar. Justru konsep subjek, objek, dan
peristiwa hukum dapat menjadi kerangka untuk
memahami persoalan baru secara sistematis. Hukum
dapat mengembangkan kategori dan aturan baru
tanpa kehilangan struktur konseptual yang menjadi
dasar ilmu hukum.
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BAB V

SISTEM HUKUM DUNIA DAN
KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM
DI INDONESIA

Hukum tidak berkembang dalam ruang yang
kosong. Setiap masyarakat membentuk tata hukumnya
melalui pengalaman sejarah, nilai yang diyakini, struktur
kekuasaan, kebudayaan, kondisi ekonomi, serta
kebutuhan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu.
Perbedaan pengalaman tersebut menyebabkan sistem
hukum yang berlaku di berbagai negara memiliki
karakteristik yang tidak selalu sama. Sebagian negara
menempatkan peraturan tertulis dan kodifikasi sebagai
sumber hukum utama, sementara negara lain
memberikan kedudukan yang lebih besar kepada
putusan pengadilan dan preseden. Di sejumlah negara,
hukum agama dan hukum adat juga menjadi bagian
penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Keragaman tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum
merupakan produk historis dan sosial yang berkembang
mengikuti karakter masyarakat yang menggunakannya
(Chauhan & Arora, 2025; Maysarah & Laoli, 2025).

Pembahasan mengenai sistem hukum menjadi
penting karena hukum tidak hanya terdiri atas kumpulan
peraturan. Di balik setiap peraturan terdapat lembaga
yang membentuk dan menjalankannya, aparat yang
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menegakkannya, serta masyarakat yang menjadi
penerima sekaligus pelaku dari hukum tersebut. Hukum
dapat dikatakan berjalan apabila ketiga unsur tersebut
membentuk hubungan yang relatif selaras. Peraturan
yang baik tetapi tidak didukung lembaga yang efektif
akan sulit menghasilkan ketertiban. Sebaliknya, lembaga
yang kuat tanpa substansi hukum yang adil dapat
menghasilkan kekuasaan yang berlebihan. Demikian
pula, sistem hukum yang lengkap dapat kehilangan daya
berlakunya apabila masyarakat tidak mempunyai
kepercayaan dan kesadaran terhadap hukum.

Sistem hukum Indonesia mempunyai karakter
yang menarik karena tidak terbentuk hanya dari satu
tradisi hukum. Perkembangannya merupakan hasil
perjumpaan antara tradisi hukum Eropa kontinental
yang diwariskan dari kolonialisme Belanda, hukum adat
yang telah hidup dalam masyarakat sebelum
terbentuknya negara Indonesia, serta hukum Islam yang
berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat dan
memperoleh ruang dalam bidang-bidang tertentu. Ketiga
tradisi tersebut kemudian berinteraksi dengan Pancasila
dan UUD 1945 sebagai fondasi ideologis dan
konstitusional negara. Oleh karena itu, sistem hukum
Indonesia dapat dipahami sebagai sistem hukum
campuran yang mempunyai karakter tersendiri (Aldyan,
2023; Maghfirah dkk., 2022; Wardhani dkk., 2022).

Perjalanan sistem hukum Indonesia tidak
berhenti pada penerimaan warisan hukum kolonial.
Setelah kemerdekaan, terdapat kebutuhan untuk
membangun  hukum nasional yang  mampu
mencerminkan identitas bangsa dan tujuan negara.
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Proses tersebut berlangsung secara bertahap melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan,
pengembangan kelembagaan, pengakuan terhadap
hukum adat, pengaturan bidang-bidang hukum Islam,
serta penguatan prinsip negara hukum berdasarkan UUD
1945. Dalam proses tersebut, berbagai tradisi hukum
tidak selalu ditempatkan dalam hubungan yang saling
bertentangan, tetapi dapat dipertemukan melalui proses
adaptasi dan kompromi.

Perkembangan global kemudian memberikan
lapisan baru terhadap sistem hukum Indonesia.
Hubungan perdagangan internasional, investasi,
perkembangan teknologi, hak asasi manusia, kejahatan
lintas negara, dan pertukaran gagasan hukum
menyebabkan sistem hukum nasional semakin sering
berinteraksi dengan sistem hukum negara lain. Interaksi
tersebut membuat batas antara berbagai tradisi hukum
menjadi  semakin  terbuka. Indonesia  bahkan
menunjukkan kecenderungan mengadopsi mekanisme
yang memiliki karakter Common Law, seperti class action,
citizen lawsuit, dan penggunaan yurisprudensi dalam
pengembangan hukum, meskipun fondasi utama sistem
hukumnya tetap mempunyai karakter Civil Law (Budiono
dkk., 2023).

Perbedaan sistem hukum antarnegara tidak
muncul secara kebetulan. Setiap negara mempunyai
pengalaman sejarah, kebudayaan, ideologi, struktur
politik, kondisi sosial, dan perkembangan ekonomi yang
berbeda. Faktor-faktor tersebut memengaruhi cara suatu
masyarakat membentuk aturan dan membangun
lembaga hukum. Oleh sebab itu, sistem hukum di suatu
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negara tidak dapat dipahami hanya dengan melihat
peraturan yang berlaku, tetapi juga harus dilihat dari
sejarah pembentukannya dan nilai yang berkembang di
dalam masyarakat (Hayat dkk. 2025; Postu & Rusnac,
2024).

Indonesia merupakan contoh yang menarik
karena sistem hukumnya tidak lahir dari satu tradisi
hukum yang sepenuhnya tunggal. Sistem hukum
Indonesia terbentuk melalui pertemuan antara warisan
hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam.
Warisan hukum kolonial memberikan pengaruh kuat
terhadap struktur hukum formal, sedangkan hukum adat
dan hukum Islam berkembang dalam kehidupan
masyarakat serta pada bidang tertentu memperoleh
pengakuan formal. Perjumpaan berbagai tradisi tersebut
membentuk karakter hukum Indonesia yang kompleks
dan dinamis (Firmansyah dkk. 2021; Wardhani dkk.,
2022).

Perkembangan sistem hukum Indonesia setelah
kemerdekaan tidak berarti seluruh warisan hukum
sebelumnya langsung ditinggalkan. Sebagian aturan
tetap digunakan dengan penyesuaian tertentu,
sementara pada saat yang sama negara membangun
hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Proses tersebut merupakan perjalanan panjang untuk
membentuk sistem hukum yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan
identitas nasional. Dalam proses tersebut, hukum adat,
hukum Islam, hukum nasional, dan pengaruh hukum
internasional terus berinteraksi.
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Bab ini membahas sistem hukum sebagai suatu
kesatuan yang mencakup struktur, substansi, dan budaya
hukum, kemudian membandingkan beberapa tradisi
hukum utama dunia. Pembahasan selanjutnya diarahkan
pada karakteristik sistem hukum Indonesia, sumber dan
lembaga hukum nasional, serta dinamika sistem hukum
Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan perubahan
sosial. Dengan cara demikian, sistem hukum Indonesia
tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi
sebagai sistem yang hidup dan terus berkembang.

1. Pengertian dan Konsep Sistem Hukum

Istilah sistem hukum pada dasarnya
menunjuk pada suatu kesatuan yang terdiri atas
berbagai unsur hukum yang saling berkaitan. Unsur
tersebut mencakup aturan, lembaga, proses, nilai,
serta perilaku masyarakat yang berhubungan dengan
hukum. Suatu sistem hukum tidak dapat dipahami
hanya dengan menginventarisasi undang-undang
yang berlaku karena keberadaan peraturan harus
ditempatkan dalam hubungan dengan lembaga yang
membentuk dan menerapkannya serta masyarakat
yang menjadi sasaran pengaturannya. Pendekatan
terhadap sistem hukum karena itu mengharuskan
adanya pemahaman mengenai hubungan antara
dimensi normatif dan sosial hukum (Postu & Rusnac,
2024).

Sistem hukum merupakan konsep mendasar
dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam
kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya hadir
dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga
mencakup berbagai norma, prosedur, lembaga, serta
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mekanisme yang membuat aturan tersebut dapat
diterapkan. Karena itu, sistem hukum tidak tepat
dipahami sebagai kumpulan peraturan yang berdiri
sendiri. Setiap norma memiliki hubungan dengan
norma lainnya, sementara penerapannya bergantung
pada lembaga dan prosedur yang tersedia. Hubungan
tersebut menjadikan sistem hukum sebagai suatu
kesatuan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu.
Sistem hukum juga berkembang melalui interaksi
antara aspek normatif dan realitas sosial sehingga
pengertiannya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi
juga memiliki dimensi sosiologis (Postu & Rusnac,
2024).

Pemahaman terhadap sistem hukum perlu
dimulai dari pembedaan antara hukum sebagai
norma dan hukum sebagai sistem. Hukum sebagai
norma berkaitan dengan aturan yang mengatur
perilaku manusia, sedangkan hukum sebagai sistem
mencakup keseluruhan unsur yang memungkinkan
norma tersebut berfungsi. Dalam suatu sistem
hukum terdapat hubungan antara aturan yang
berlaku, lembaga yang menjalankannya, prosedur
yang digunakan, serta masyarakat yang menjadi
subjek hukum. Apabila salah satu unsur tidak
berjalan, efektivitas keseluruhan sistem dapat
terganggu. Peraturan yang baik, misalnya, tidak akan
memberikan hasil optimal apabila tidak didukung
oleh lembaga yang mampu melaksanakannya.
Sebaliknya, lembaga yang kuat juga membutuhkan
dasar hukum yang jelas agar kewenangannya tidak
berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terbatas.
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Pendekatan terhadap sistem hukum dapat
dilakukan melalui perspektif normatif maupun
sosiologis. Perspektif normatif melihat sistem hukum
sebagai susunan norma dan institusi yang
mempunyai hubungan secara teratur. Perhatian
utama diberikan pada validitas, hierarki, konsistensi,
dan hubungan antaraturan. Perspektif sosiologis
memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial
yang lebih luas. Hukum dipengaruhi oleh keadaan
ekonomi, politik, kebudayaan, struktur sosial, dan
perilaku masyarakat. Kedua perspektif tersebut tidak
harus ditempatkan secara berlawanan karena hukum
dalam praktik membutuhkan norma yang sah
sekaligus lingkungan sosial yang memungkinkan
norma tersebut bekerja (Postu & Rusnac, 2024).

Sistem hukum juga memiliki sifat dinamis
karena selalu berhubungan dengan perubahan
masyarakat. Perubahan struktur sosial,
perkembangan  ekonomi, perubahan politik,
perkembangan teknologi, serta perubahan nilai
dapat menghasilkan kebutuhan hukum yang baru.
Hukum kemudian dituntut untuk menyesuaikan diri
dengan perkembangan tersebut. Hubungan ini
menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi
mempertahankan ketertiban, tetapi juga menjadi
instrumen untuk merespons perubahan. Perubahan
masyarakat dapat mendorong pembentukan norma
baru, sedangkan norma baru dapat mengubah
perilaku masyarakat. Dengan demikian, hubungan
antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik.
Perkembangan kehidupan sosial dan kebudayaan
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dapat memengaruhi cara hukum dibentuk dan
diterapkan (Chauhan & Arora, 2025).

Unsur lain yang tidak dapat dipisahkan dari
sistem hukum adalah lembaga. Norma hukum
memerlukan lembaga agar dapat dijalankan secara
konkret. Lembaga pembentuk hukum bertugas
menghasilkan norma, lembaga pemerintahan
melaksanakan peraturan, sedangkan lembaga
penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan,
penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai
kewenangannya. Hubungan antarorgan tersebut
menciptakan struktur yang membuat hukum dapat
bekerja. Struktur hukum juga menentukan
bagaimana kewenangan dibagi dan bagaimana
penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Oleh
sebab itu, kualitas sistem hukum tidak hanya
ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh
kemampuan lembaga dalam menjalankan
kewenangannya.

Konsep sistem hukum menjadi lebih mudah
dipahami melalui pemikiran Lawrence M. Friedman
yang membagi sistem hukum ke dalam tiga
komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum
berkaitan dengan lembaga yang menjalankan fungsi
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
dan lembaga negara lainnya. Substansi hukum
berhubungan dengan norma, aturan, keputusan,
serta berbagai produk hukum yang mengatur
perilaku masyarakat. Budaya hukum berkaitan
dengan sikap, nilai, keyakinan, dan harapan
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masyarakat terhadap hukum. Ketiganya membentuk
hubungan yang saling memengaruhi sehingga
perubahan pada satu unsur dapat memberikan
dampak terhadap keseluruhan sistem (Kristanto
dkk., 2023).

Struktur hukum merupakan kerangka
kelembagaan yang memungkinkan hukum bekerja.
Pengadilan, lembaga pembentuk undang-undang,
lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, serta
berbagai institusi lain merupakan bagian dari
struktur tersebut. Struktur menentukan siapa yang
mempunyai kewenangan membuat keputusan,
bagaimana suatu aturan dilaksanakan, serta
bagaimana sengketa diselesaikan. Struktur yang kuat
tetapi tidak didukung substansi yang baik dapat
menghasilkan penegakan hukum yang tidak efektif.
Sebaliknya, aturan yang baik juga sulit menghasilkan
perubahan apabila lembaga yang menjalankannya
tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Substansi hukum berkaitan dengan isi dari
sistem hukum. Peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, serta norma tertentu yang
memperoleh pengakuan dalam sistem hukum dapat
menjadi bagian dari substansi hukum. Substansi
menentukan hak, kewajiban, larangan, kewenangan,
dan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi.
Kualitas substansi sangat dipengaruhi oleh proses
pembentukan hukum. Norma yang tidak jelas dapat
menimbulkan ketidakpastian, sedangkan norma
yang terlalu kaku dapat kehilangan relevansi ketika
masyarakat mengalami perubahan. Dalam sistem
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hukum yang plural, persoalan tersebut menjadi
semakin kompleks karena terdapat berbagai sumber
nilai dan tradisi hukum yang perlu diharmonisasikan.

Budaya hukum merupakan unsur yang sering
kali menentukan apakah suatu aturan benar-benar
bekerja dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan
dengan bagaimana masyarakat memandang hukum,
apakah hukum dianggap adil, apakah masyarakat
percaya terhadap lembaga hukum, dan sejauh mana
aturan dipatuhi. Budaya hukum tidak terbentuk
dalam  waktu singkat karena dipengaruhi
pengalaman historis, pendidikan, lingkungan sosial,
dan pengalaman masyarakat ketika berhadapan
dengan lembaga hukum. Budaya hukum dapat
bersifat relatif stabil, tetapi pada saat yang sama terus
mengalami perubahan melalui interaksi sosial dan
perkembangan lingkungan hukum (Lomaka, 2022).

Sistem hukum juga memiliki dimensi historis.
Karakter suatu sistem hukum dibentuk melalui
perjalanan panjang yang melibatkan perubahan
politik, konflik sosial, perkembangan ekonomi, dan
interaksi dengan tradisi hukum lain. Karena itu, dua
negara yang menghadapi persoalan sosial yang sama
dapat menghasilkan sistem hukum yang berbeda.
Perbedaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh
pilihan kebijakan saat ini, tetapi juga oleh warisan
sejarah yang membentuk institusi dan budaya hukum
masing-masing negara (Hayat dkk. 2025; Postu &
Rusnac, 2024).

Pengalaman kolonial merupakan salah satu
faktor yang dapat membentuk karakter sistem
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hukum. Negara yang pernah berada di bawah
kekuasaan kolonial sering mewarisi struktur hukum,
kodifikasi, lembaga peradilan, dan konsep hukum
dari negara kolonial. Warisan tersebut kemudian
dapat dipertahankan, diubah, atau dikombinasikan
dengan hukum lokal setelah negara memperoleh
kemerdekaan. Proses tersebut menghasilkan sistem
hukum yang memiliki lapisan sejarah berbeda.
Indonesia memperlihatkan kondisi tersebut melalui
keberadaan pengaruh hukum Eropa kontinental yang
kemudian berinteraksi dengan hukum adat dan
hukum Islam (Wardhani dkk., 2022).

Ideologi negara juga memberikan pengaruh
terhadap sistem hukum. Nilai yang dianut suatu
negara dapat menentukan tujuan hukum, bentuk
kelembagaan, dan batas hubungan antara negara dan
warga negara. Sistem hukum tidak hanya mengatur
hubungan horizontal antarmasyarakat, tetapi juga
mengatur penggunaan kekuasaan. Karena itu,
ideologi dan konstitusi menjadi bagian penting dalam
menentukan arah sistem hukum. Dalam konteks
Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 memberikan
landasan normatif yang memengaruhi pembentukan
hukum nasional (Fauzia dkk., 2021).

Kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi
perkembangan sistem hukum. Perubahan dari
masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan
kemudian  masyarakat digital menghasilkan
kebutuhan hukum yang berbeda. Pertumbuhan
perdagangan internasional membutuhkan aturan
mengenai kontrak, investasi, dan hubungan lintas
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negara. Perkembangan ekonomi digital
membutuhkan aturan mengenai transaksi elektronik,
data, dan aset digital. Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu
beradaptasi dengan struktur ekonomi yang terus
berkembang.

Sistem hukum juga dapat dipahami sebagai
living law. Hukum tidak hanya hidup dalam teks
peraturan, tetapi juga dalam praktik dan nilai yang
berkembang di masyarakat. Kebiasaan, pola
hubungan sosial, dan cara masyarakat menyelesaikan
konflik dapat memengaruhi perkembangan hukum.
Konsep tersebut menjelaskan mengapa hukum
nasional dapat mengalami perubahan meskipun
perubahan formal terhadap peraturan belum terjadi.
Praktik sosial dapat menjadi salah satu sumber
perubahan cara hukum dipahami dan diterapkan
(Postu & Rusnac, 2024).

Budaya hukum juga mengalami perubahan
ketika suatu masyarakat berinteraksi dengan sistem
hukum lain. Globalisasi, pendidikan, teknologi
informasi, dan mobilitas manusia membuat gagasan
hukum bergerak melintasi batas negara. Masyarakat
dapat mengenal konsep hukum baru melalui media,
pendidikan, organisasi internasional, atau hubungan
ekonomi. Interaksi tersebut dapat mengubah
harapan masyarakat terhadap hukum. Budaya
hukum karena itu bersifat historis sekaligus dinamis
(Lomaka, 2022).

Dengan demikian, sistem hukum tidak dapat
dipahami sebagai struktur yang statis. Sistem hukum

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 128



merupakan tatanan yang terus berkembang karena
dipengaruhi perubahan sosial, politik, ekonomi,
budaya, dan teknologi. Karakter sistem hukum suatu
negara merupakan hasil interaksi berbagai faktor
tersebut. Pemahaman semacam ini menjadi penting
untuk menjelaskan mengapa sistem hukum dunia
memiliki karakter yang berbeda dan mengapa sistem
hukum nasional terus mengalami perubahan.

2. Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Sistem
Hukum Lainnya

Sistem hukum dunia berkembang melalui
sejarah yang panjang sehingga menghasilkan
berbagai tradisi hukum. Perbedaan tradisi tersebut
dapat dilihat dari sumber hukum, kedudukan
peraturan perundang-undangan, peranan hakim,
penggunaan preseden, dan metode penalaran
hukum. Civii Law dan Common Law sering
ditempatkan sebagai dua tradisi utama dalam studi
perbandingan hukum. Di samping itu, terdapat
Socialist Law, Religious Law, Customary Law, dan
Mixed Legal System. Klasifikasi tersebut membantu
menjelaskan kecenderungan umum setiap tradisi,
meskipun perkembangan hukum modern
menunjukkan adanya interaksi yang semakin kuat di
antara berbagai sistem.

Salah satu cara memahami keragaman sistem
hukum dunia adalah dengan melihat tradisi hukum
yang menjadi dasar pembentukannya. Dua tradisi
yang paling sering dibandingkan adalah Civil Law dan
Common Law. Civil Law berkembang dengan
penekanan pada hukum tertulis dan kodifikasi,
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sedangkan Common Law berkembang dengan
memberikan posisi penting kepada putusan
pengadilan dan preseden. Perbedaan tersebut
memengaruhi cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan
diterapkan (Erlangga & Poespasari, 2024; Steffany,
2022).

Sistem Civil Law mempunyai akar historis
yang kuat pada tradisi hukum Romawi dan
perkembangannya di  negara-negara  Eropa
kontinental. Karakter utama sistem ini terletak pada
pentingnya kodifikasi dan peraturan tertulis. Hukum
dirumuskan dalam bentuk aturan yang sistematis
sehingga masyarakat dan aparat hukum mempunyai
rujukan normatif yang relatif jelas. Peraturan
perundang-undangan menempati posisi penting
sebagai sumber hukum formal (Erlangga &
Poespasari, 2024).

Dalam tradisi Civii Law, hakim pada
prinsipnya menerapkan dan menafsirkan hukum
yang telah dibentuk melalui peraturan. Putusan
hakim mempunyai arti penting dalam menyelesaikan
perkara, tetapi tidak ditempatkan dalam posisi yang
sama dengan preseden mengikat sebagaimana
berkembang dalam tradisi Common Law. Hakim tetap
melakukan penalaran hukum ketika menghadapi
persoalan  konkret, tetapi sumber utama
penalarannya berasal dari peraturan dan prinsip
hukum yang berlaku.

Kodifikasi dalam Civii Law bertujuan
memberikan struktur yang sistematis terhadap
bidang hukum tertentu. Dengan adanya kodifikasi,
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norma yang berkaitan dengan suatu bidang dapat
disusun dalam suatu kerangka yang lebih teratur.
Kodifikasi juga dapat mendukung kepastian hukum
karena masyarakat mempunyai sumber aturan yang
relatif jelas. Namun, kodifikasi tidak berarti seluruh
persoalan dapat diprediksi secara sempurna karena
selalu terdapat ruang interpretasi dalam penerapan
hukum.

Sistem Common Law berkembang dengan
karakter yang berbeda. Putusan pengadilan
mempunyai posisi penting dalam pembentukan dan
perkembangan hukum. Preseden menjadi salah satu
instrumen yang memungkinkan prinsip hukum yang
muncul dalam suatu perkara digunakan untuk
menyelesaikan perkara lain yang mempunyai
karakter serupa. Peran hakim karena itu menjadi
lebih menonjol dalam perkembangan hukum
dibandingkan dalam sistem Civil Law (Erlangga &
Poespasari, 2024; Hayat dkk., 2025).

Dalam Common Law, penalaran hukum
banyak dilakukan melalui perbandingan antara
perkara yang sedang diperiksa dengan perkara
sebelumnya. Hakim dapat mencari prinsip hukum
yang terdapat dalam putusan terdahulu kemudian
menentukan apakah prinsip tersebut relevan dengan
persoalan baru. Proses tersebut menjadikan
perkembangan hukum berlangsung secara bertahap
melalui kasus-kasus konkret. Preseden juga
memberikan kontinuitas karena keputusan baru
dapat dibangun berdasarkan perkembangan
keputusan sebelumnya.
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Perbedaan Civil Law dan Common Law tidak
berarti bahwa kedua sistem sama sekali tidak
mempunyai kesamaan. Negara-negara Civil Law tetap
menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan
pertimbangan, sedangkan negara Common Law juga
mempunyai undang-undang yang menjadi sumber
hukum penting. Perkembangan modern bahkan
menunjukkan adanya kecenderungan saling
memengaruhi. Karena itu, perbedaan kedua sistem
lebih tepat dipahami sebagai perbedaan penekanan
daripada pemisahan yang mutlak (Maysarah & Laoli,
2025; Steffany, 2022).

Socialist Law berkembang dalam negara-
negara yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme.
Hukum dalam tradisi tersebut memiliki hubungan
yang erat dengan tujuan sosial, ekonomi, dan politik
negara. Hukum tidak hanya dipandang sebagai
instrumen untuk mengatur hubungan individu, tetapi
juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial
tertentu. Perkembangan politik di berbagai negara
menyebabkan karakter Socialist Law mengalami
perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem
hukum selalu memiliki hubungan dengan lingkungan
politik dan ideologi tempat hukum tersebut
berkembang.

Religious Law memiliki karakteristik yang
berkaitan dengan sumber-sumber keagamaan.
Norma hukum dalam tradisi tersebut memiliki
hubungan dengan prinsip moral dan doktrin agama.
Dalam beberapa negara, hukum agama menjadi
sumber utama hukum nasional, sedangkan negara
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lainnya memberikan ruang terbatas bagi hukum
agama pada bidang tertentu. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan
negara sangat dipengaruhi oleh sejarah dan
konstitusi masing-masing negara. Hukum agama
dapat menjadi bagian dari sistem nasional apabila
memperoleh ruang melalui mekanisme hukum yang
berlaku.

Sistem hukum Islam merupakan salah satu
contoh tradisi hukum keagamaan yang mempunyai
sejarah dan perkembangan panjang. Sumber hukum,
metode interpretasi, dan institusi penerapannya
dapatberbeda antara satu negara dan negara lainnya.
Sebagian negara menerapkan prinsip hukum Islam
dalam bidang yang luas, sementara negara lain
menggunakannya terutama dalam bidang keluarga
atau persoalan tertentu. Perbedaan penerapan
tersebut menunjukkan bahwa tradisi hukum yang
sama dapat berinteraksi dengan struktur negara yang
berbeda.

Sistem hukum adat juga merupakan bagian
penting dari keragaman hukum dunia. Hukum adat
berkembang melalui kebiasaan dan praktik
masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang.
Norma adat dapat mengatur hubungan sosial,
kepemilikan, penyelesaian sengketa, hubungan
keluarga, serta berbagai persoalan lain. Dalam
banyak masyarakat, penyelesaian sengketa melalui
mekanisme adat tidak hanya berorientasi pada
pemberian sanksi, tetapi juga menekankan
musyawarah, rekonsiliasi, pemulihan hubungan
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sosial, dan keseimbangan dalam komunitas
(Sukriono dkk., 2025)

Hukum adat memiliki karakter yang berbeda
dari hukum tertulis karena keberlakuannya banyak
bergantung pada penerimaan masyarakat. Norma
adat dapat berkembang melalui praktik dan
perubahan kehidupan komunitas. Keberadaan
hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu
lahir dari lembaga negara. Masyarakat juga dapat
menghasilkan norma yang memiliki kekuatan sosial
dan dalam kondisi tertentu memperoleh pengakuan
hukum.

Sistem hukum sosialis berkembang dalam
konteks politik dan ekonomi tertentu dengan
memberikan perhatian besar terhadap kepemilikan
publik, peran negara, serta pengaturan kehidupan
ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya, sistem
tersebut juga mengalami perubahan ketika negara-
negara yang menganutnya melakukan reformasi
politik dan ekonomi. Karena itu, sistem hukum
sosialis juga tidak dapat dipandang sebagai sistem
yang sepenuhnya seragam.

Customary Law berkembang dari kebiasaan
yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Hukum
adat tidak selalu dikodifikasi dalam bentuk peraturan
tertulis, tetapi dapat memiliki kekuatan sosial yang
tinggi karena masyarakat menganggapnya sebagai
pedoman yang harus dipatuhi. Keberadaan hukum
adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berasal
dari negara. Norma yang lahir dari praktik
masyarakat dapat memiliki arti penting dalam
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mengatur kehidupan sosial. Hukum adat juga
memperlihatkan hubungan yang erat antara hukum,
budaya, dan identitas masyarakat (Kristanto dkk.,
2023).

Sistem hukum campuran (mixed legal system)
muncul ketika suatu negara menggunakan unsur dari
beberapa tradisi hukum sekaligus. Perpaduan
tersebut dapat terjadi karena sejarah kolonial,
interaksi budaya, perkembangan politik, atau proses
reformasi hukum. Dalam sistem campuran, peraturan
tertulis dapat hidup berdampingan dengan preseden,
hukum adat, hukum agama, atau sumber hukum
lainnya. Keragaman tersebut membuat klasifikasi
sistem hukum menjadi semakin kompleks (Maysarah
& Laoli, 2025).

Perbedaan sistem hukum dapat dilihat
melalui beberapa aspek utama. Aspek pertama
adalah sumber hukum yang dominan. Aspek kedua
adalah kedudukan hakim dalam membentuk dan
mengembangkan hukum. Aspek ketiga adalah
hubungan antara peraturan tertulis dan putusan
pengadilan. Aspek keempat adalah hubungan hukum
dengan agama dan kebiasaan masyarakat.
Perbandingan tersebut membantu menunjukkan
bahwa sistem hukum merupakan hasil dari pilihan
historis dan sosial yang berbeda.

Perbandingan  sistem  hukum  tidak
dimaksudkan untuk menentukan sistem mana yang
secara mutlak lebih baik. Setiap sistem mempunyai
kelebihan dan persoalan yang berkaitan dengan
kondisi masyarakat tempat sistem tersebut
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berkembang.  Kodifikasi dapat memberikan
kepastian, tetapi membutuhkan interpretasi ketika
menghadapi persoalan baru. Preseden dapat
memberikan fleksibilitas, tetapi dapat menghasilkan
kompleksitas dalam menemukan prinsip hukum.
Hukum adat dapat menjaga nilai lokal, tetapi dapat
menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan
prinsip hukum nasional yang seragam.

Dengan demikian, sistem hukum dunia
merupakan suatu spektrum yang sangat beragam.
Civil Law, Common Law, hukum agama, hukum adat,
hukum sosialis, dan sistem campuran memiliki
karakteristik masing-masing, tetapi tidak selalu
berdiri secara terpisah. Interaksi antartradisi
menghasilkan perkembangan baru dan membuat
banyak negara mempunyai karakter sistem hukum
yang lebih kompleks. Kondisi tersebut penting untuk
memahami posisi Indonesia sebagai negara yang
sistem hukumnya terbentuk dari berbagai tradisi.

3. Karakteristik dan Perkembangan Sistem Hukum
Indonesia

Sistem  hukum Indonesia mempunyai
karakteristik yang khas karena terbentuk melalui
proses sejarah yang panjang. Pengaruh hukum Eropa
kontinental, hukum adat, dan hukum Islam dapat
ditemukan dalam perkembangan hukum Indonesia.
Ketiga tradisi tersebut tidak selalu berada dalam
posisi yang sama, tetapi berinteraksi dalam
membentuk hukum nasional. Karena itu, sistem
hukum Indonesia sering dipahami sebagai sistem

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 136



yang memiliki karakter campuran atau mixed legal
system (Wardhani dkk., 2022).

Pengaruh Civil Law terutama terlihat pada
struktur hukum formal dan pentingnya peraturan
tertulis. Warisan hukum Belanda memberikan
pengaruh terhadap pembentukan berbagai kodifikasi
dan tradisi hukum formal yang kemudian
berkembang di Indonesia. Struktur tersebut tidak
dapat dilepaskan dari sejarah kolonial karena sistem
hukum yang dibangun pada masa tersebut menjadi
salah satu dasar perkembangan hukum Indonesia
setelah kemerdekaan (Erlangga & Poespasari, 2024).

Warisan kolonial tidak berarti bahwa sistem
hukum Indonesia sepenuhnya merupakan kelanjutan
dari hukum kolonial. Setelah kemerdekaan,
Indonesia membangun sistem hukum berdasarkan
identitas nasional dan konstitusionalnya sendiri.
Peraturan yang berasal dari masa sebelumnya harus
ditempatkan dalam kerangka negara merdeka dan
disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat
Indonesia. Proses tersebut menjadi bagian dari
pembangunan hukum nasional.

Hukum adat menjadi unsur penting lain
dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat
berkembang dari kebiasaan masyarakat di berbagai
daerah dan mempunyai bentuk yang sangat beragam.
Norma adat mengatur berbagai hubungan sosial,
termasuk hubungan keluarga, tanah, waris, dan
penyelesaian sengketa. Keberagaman tersebut
menunjukkan bahwa hukum Indonesia mempunyai
dimensi lokal yang tidak dapat sepenuhnya
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dijelaskan  melalui  sistem  hukum tertulis
(Firmansyah dkk., 2021).

Hukum adat juga mempunyai fungsi dalam
menghubungkan hukum dengan kebutuhan konkret
masyarakat.  Penyelesaian  sengketa  melalui
mekanisme adat dapat menekankan pemulihan
hubungan dan keseimbangan sosial. Dalam kondisi
tertentu, pendekatan tersebut dapat memberikan
alternatif terhadap mekanisme formal. Hukum adat
karena itu bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi
dapat tetap mempunyai relevansi  dalam
pembangunan hukum nasional sepanjang
penerapannya sesuai dengan kerangka hukum yang
berlaku (Firmansyah dkk., 2021).

Hukum Islam juga mempunyai kedudukan
penting dalam perkembangan hukum Indonesia.
Pengaruhnya dapat ditemukan dalam kehidupan
masyarakat dan dalam beberapa bidang hukum yang
memperoleh pengaturan formal. Hukum keluarga,
perkawinan, waris, dan bidang tertentu lainnya
memperlihatkan adanya ruang bagi penerapan
prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional.
Pengakuan tersebut terlihat melalui keberadaan
peradilan agama dan berbagai regulasi yang
memberikan ruang bagi hukum Islam dalam bidang
tertentu (Touré dkk., 2025).

Karakter sistem hukum Indonesia kemudian
berkembang melalui interaksi ketiga tradisi tersebut.
Peraturan tertulis yang berasal dari tradisi Civil Law
hidup berdampingan dengan norma adat dan prinsip
hukum Islam. Ketiganya tidak selalu menghasilkan
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jawaban yang sama terhadap suatu persoalan.
Karena itu, sistem hukum Indonesia membutuhkan
mekanisme harmonisasi dan penafsiran agar
berbagai sumber hukum dapat ditempatkan secara
tepat dalam sistem nasional.

Pancasila mempunyai kedudukan
fundamental dalam pembangunan hukum nasional.
Nilai-nilai Pancasila memberikan dasar filosofis bagi
pembentukan  hukum  yang  mencerminkan
kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak
hanya menjadi simbol ideologis, tetapi menjadi
orientasi nilai dalam pembentukan sistem hukum.
Pembangunan hukum nasional diarahkan agar tidak
semata-mata mengadopsi model asing, tetapi juga
mencerminkan  kebutuhan dan nilai yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia (Fauzia
dkk., 2021).

UUD 1945 menjadi dasar konstitusional
dalam penyelenggaraan hukum nasional. Konstitusi
menentukan prinsip dasar negara, struktur
kekuasaan, hak warga negara, serta hubungan antara
lembaga negara. Semua perkembangan hukum
nasional harus ditempatkan dalam kerangka
konstitusi. Dengan demikian, pembangunan hukum
tidak hanya berbicara mengenai pembentukan
peraturan baru, tetapi juga mengenai kesesuaian
peraturan tersebut dengan prinsip konstitusional.

Identitas hukum nasional tidak terbentuk
secara instan. Pembentukan hukum nasional
merupakan proses yang berlangsung terus-menerus.
Negara harus menentukan bagian mana dari warisan
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hukum kolonial yang masih relevan, nilai adat apa
yang dapat diakomodasi, bagaimana prinsip hukum
Islam ditempatkan, dan bagaimana perkembangan
hukum internasional diterima dalam hukum
nasional. Proses tersebut memperlihatkan bahwa
pembangunan hukum merupakan proses seleksi dan
adaptasi.

Konsep prismatic mixed legal systems dapat
digunakan untuk menggambarkan kompleksitas
tersebut. Sistem hukum Indonesia tidak hanya
mencampurkan berbagai sumber hukum, tetapi juga
melakukan seleksi terhadap unsur-unsur dari
berbagai tradisi sesuai dengan kebutuhan nasional.
Karakter tersebut memperlihatkan bahwa hukum
Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dan
bukan sekadar menyalin sistem hukum tertentu
(Wardhani dkk., 2022).

Perkembangan sistem hukum Indonesia juga
dipengaruhi  perubahan  sosial. Urbanisasi,
perkembangan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan
perubahan pola hubungan masyarakat menciptakan
persoalan baru. Hukum harus merespons perubahan
tersebut melalui pembentukan aturan baru atau
penafsiran terhadap aturan yang sudah ada.
Kemampuan merespons perubahan menjadi salah
satu indikator penting dalam perkembangan sistem
hukum.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum
internasional juga semakin kuat. Indonesia
berinteraksi dengan berbagai negara dan organisasi
internasional dalam bidang perdagangan,
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lingkungan, hak asasi manusia, investasi, keamanan,
dan teknologi. Interaksi tersebut dapat memengaruhi
perkembangan hukum nasional. Namun, penerimaan
prinsip atau norma internasional tetap harus
ditempatkan dalam mekanisme hukum nasional dan
prinsip konstitusional.

Globalisasi tidak berarti identitas hukum
nasional harus hilang. Justru tantangan utama
pembangunan hukum adalah bagaimana mengambil
manfaat dari perkembangan global tanpa
mengabaikan nilai lokal dan kepentingan nasional.
Hukum adat, nilai Pancasila, prinsip konstitusional,
dan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi
bagian dari pertimbangan dalam melakukan
pembaruan hukum. Pendekatan tersebut sejalan
dengan karakter sistem hukum Indonesia yang
terbentuk dari berbagai tradisi (Firmansyah dkk.,
2021; Wardhani dkk., 2022).

Karakteristik sistem hukum Indonesia karena
itu dapat dilihat sebagai hasil pertemuan antara
tradisi hukum formal, hukum lokal, hukum agama,
dan perkembangan global. Sistem tersebut tidak
bersifat statis. Perubahan masyarakat terus
memengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan.
Kemampuan untuk menjaga identitas sekaligus
melakukan adaptasi menjadi tantangan utama dalam
pembangunan sistem hukum nasional.

4. Sumber, Struktur, dan Lembaga dalam Sistem
Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia bekerja melalui

berbagai sumber hukum dan lembaga yang memiliki

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 141



fungsi berbeda. Sumber hukum memberikan dasar
normatif  bagi  penyelenggaraan  kehidupan
bernegara, sedangkan lembaga hukum memastikan
norma tersebut dapat dibentuk, dilaksanakan, dan
ditegakkan. Hubungan antara sumber dan lembaga
membentuk struktur yang memungkinkan hukum
bekerja secara nyata dalam masyarakat.

Pancasila menempati posisi fundamental
dalam sistem hukum Indonesia sebagai dasar
filosofis kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila
memberikan arah bagi pembentukan hukum
nasional agar hukum tidak hanya memiliki validitas
formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan,
keadilan, persatuan, demokrasi, dan kehidupan sosial
yang sesuai dengan identitas bangsa. Pancasila
karena itu menjadi orientasi dalam pembangunan
hukum nasional (Fauzia dkk., 2021).

UUD 1945 menjadi dasar konstitusional
dalam struktur hukum Indonesia. Konstitusi
menentukan prinsip negara hukum, struktur
kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, dan
jaminan hak warga negara. Peraturan yang berada di
bawah konstitusi harus dibentuk dan diterapkan
dalam kerangka konstitusional. Kedudukan tersebut
menjadikan konstitusi sebagai titik penting dalam
memastikan agar penggunaan kekuasaan tetap
berada dalam batas hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan
sumber hukum formal yang sangat penting dalam
sistem hukum Indonesia. Tradisi hukum tertulis yang
dipengaruhi Civil Law membuat undang-undang dan
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peraturan mempunyai peran besar dalam mengatur
hubungan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Keberadaan aturan tertulis memberikan pedoman
yang relatif jelas mengenai hak, kewajiban,
kewenangan, dan prosedur. Namun, penerapan
peraturan tetap membutuhkan interpretasi dan
dukungan lembaga hukum.

Lembaga legislatif mempunyai fungsi penting
dalam pembentukan peraturan. Melalui proses
legislasi, kebutuhan masyarakat dan Kkebijakan
negara diterjemahkan menjadi norma hukum. Proses
tersebut idealnya melibatkan pertimbangan filosofis,
yuridis, dan sosiologis. Peraturan yang dibentuk
tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat
menghasilkan norma yang sulit diterapkan atau
kurang memperoleh legitimasi sosial.

Lembaga eksekutif mempunyai peran dalam
pelaksanaan  hukum dan  penyelenggaraan
pemerintahan. Pemerintah menjalankan berbagai
kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan tersebut mencakup pelayanan publik,
administrasi negara, kebijakan pembangunan, serta
berbagai tindakan pemerintahan lainnya. Karena
kewenangan pemerintah dapat memengaruhi hak
masyarakat, pelaksanaannya harus berada dalam
batas hukum.

Lembaga yudikatif mempunyai fungsi
penting dalam menyelesaikan sengketa dan
memastikan  hukum  diterapkan.  Pengadilan
memberikan ruang bagi masyarakat untuk
memperoleh perlindungan ketika terjadi
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pelanggaran hak atau konflik kepentingan. Fungsi
peradilan juga berhubungan dengan penafsiran
hukum karena hakim harus menentukan bagaimana
norma diterapkan terhadap fakta konkret. Dengan
demikian, lembaga peradilan tidak hanya
menyelesaikan sengketa tetapi juga berkontribusi
terhadap perkembangan pemahaman hukum.
Mahkamah Agung mempunyai posisi penting
dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai lembaga
peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang
berada di bawahnya, Mahkamah Agung menjalankan
fungsi yudisial sesuai dengan kewenangannya.
Keberadaan Mahkamah Agung mendukung kesatuan
penerapan hukum melalui penyelesaian perkara
pada tingkat yang ditentukan oleh hukum dan
melalui fungsi lainnya dalam sistem peradilan.
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi
yang berbeda karena berhubungan dengan persoalan
konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi
memperkuat mekanisme pengujian konstitusional
dan perlindungan terhadap prinsip yang terdapat
dalam UUD 1945. Dengan adanya mekanisme
tersebut, peraturan perundang-undangan dapat diuji
berdasarkan konstitusi dalam kerangka kewenangan
yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Lembaga peradilan tidak dapat bekerja
sendiri. Sistem peradilan membutuhkan kepolisian,
kejaksaan, advokat, lembaga pemasyarakatan, serta
berbagai institusi pendukung lainnya. Masing-masing
mempunyai fungsi yang berbeda dalam proses
penegakan hukum. Koordinasi antarlembaga menjadi
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penting karena kegagalan satu institusi dapat
memengaruhi keseluruhan proses hukum.

Struktur hukum juga mencakup hubungan
antara lembaga negara. Dalam negara hukum, setiap
lembaga mempunyai kewenangan yang dibatasi oleh
hukum. Pembagian kewenangan diperlukan untuk
mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan
adanya mekanisme pengawasan. Hubungan
antarlembaga harus dibangun berdasarkan prinsip
checks and balances agar penyelenggaraan negara
tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum adat dan hukum Islam juga dapat
menjadi bagian dari dinamika sumber hukum
Indonesia. Keduanya memperoleh posisi yang
berbeda sesuai dengan bidang dan mekanisme
pengakuannya. Hukum adat dapat memberikan
kontribusi terhadap perkembangan hukum nasional,
sedangkan prinsip hukum Islam dapat menjadi
sumber materi hukum dalam bidang tertentu.
Pengakuan terhadap keduanya harus ditempatkan
dalam kerangka konstitusi dan peraturan nasional
(Firmansyah dkk., 2021; Touré dkk., 2025).

Yurisprudensi juga mempunyai arti dalam
perkembangan hukum. Putusan pengadilan dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam perkara
berikutnya, terutama Kketika terdapat persoalan
hukum yang membutuhkan interpretasi. Meskipun
tradisi Indonesia tidak menempatkan preseden
dalam posisi yang sama dengan sistem Common Law,
putusan pengadilan tetap memiliki peran dalam
perkembangan doktrin dan praktik hukum.
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Hubungan antara lembaga dan sumber
hukum menunjukkan bahwa hukum tidak berhenti
pada pembentukan norma. Suatu aturan
membutuhkan lembaga yang mampu
menerapkannya secara konsisten. Lembaga juga
membutuhkan sumber hukum yang jelas agar
tindakan yang dilakukan mempunyai dasar.
Hubungan timbal balik tersebut menjadi bagian
penting dari struktur sistem hukum.

Persoalan budaya hukum kembali menjadi
penting dalam konteks kelembagaan. Struktur
hukum yang lengkap belum tentu menghasilkan
penegakan hukum yang efektif apabila masyarakat
dan aparat tidak memiliki kesadaran serta sikap yang
mendukung bekerjanya hukum. Budaya hukum
memiliki pengaruh terhadap proses penegakan
hukum karena nilai, sikap, dan pola perilaku
masyarakat maupun aparat dapat menentukan
bagaimana hukum digunakan dan diterapkan dalam
kehidupan nyata (Nasution dkk., 2023). Ketika
terdapat kesenjangan antara norma hukum dan
budaya yang berkembang dalam masyarakat maupun
lembaga penegak hukum, efektivitas penegakan
hukum dapat mengalami hambatan. Karena itu,
pembangunan lembaga hukum perlu berjalan
bersama dengan penguatan budaya hukum
masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sistem hukum Indonesia membutuhkan
struktur yang mampu menjaga keseimbangan antara
kekuasaan, hak masyarakat, dan kepentingan umum.
Lembaga pembentuk hukum, pelaksana
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pemerintahan, dan lembaga peradilan mempunyai
fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Hubungan
tersebut harus dijalankan melalui kewenangan yang
jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme
pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem
hukum dapat bekerja sebagai suatu kesatuan dan
bukan sebagai kumpulan lembaga yang berjalan
sendiri-sendiri.

5. Dinamika Sistem Hukum Indonesia dalam Era
Globalisasi dan Perubahan Sosial

Globalisasi telah menciptakan lingkungan
hukum yang semakin kompleks. Hubungan ekonomi,
sosial, politik, dan teknologi tidak lagi sepenuhnya
dibatasi oleh wilayah negara. Transaksi dapat
melibatkan pihak dari berbagai negara, informasi
dapat bergerak lintas batas, dan suatu peristiwa
dapat menimbulkan akibat hukum di beberapa
yurisdiksi. Kondisi tersebut membuat sistem hukum
nasional harus memiliki kemampuan untuk
berinteraksi dengan hukum internasional dan sistem
hukum negara lain. Hubungan antarnegara pada
akhirnya mendorong terjadinya pertukaran dan
pencampuran berbagai tradisi hukum (Firmansyah
dkk., 2021).

Keterbukaan terhadap perkembangan global
tidak berarti bahwa sistem hukum nasional harus
menerima semua konsep hukum asing secara
langsung. Setiap konsep perlu disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat dan karakter negara. Hukum
yang berhasil diterapkan di satu negara belum tentu
menghasilkan akibat yang sama di negara lain.
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Perbedaan budaya, struktur sosial, ekonomi, politik,
dan kelembagaan dapat memengaruhi penerapan
suatu konsep hukum. Oleh sebab itu, adaptasi hukum
harus dilakukan secara selektif dan kritis.

Perkembangan teknologi digital menjadi
salah satu faktor yang paling besar memengaruhi
dinamika hukum. Aktivitas perdagangan,
komunikasi, keuangan, dan pelayanan publik
semakin banyak dilakukan melalui teknologi digital.
Perubahan tersebut menimbulkan persoalan baru
mengenai perlindungan data, keamanan siber,
transaksi elektronik, bukti digital, tanggung jawab
penyedia platform, dan yurisdiksi. Sistem hukum
dituntut untuk mampu memberikan perlindungan
terhadap masyarakat tanpa menghambat
perkembangan teknologi. Situasi tersebut
memperlihatkan pentingnya hukum yang adaptif
terhadap perubahan.

Globalisasi juga mendorong terjadinya
konvergensi hukum. Negara dapat mempelajari
pengalaman negara lain dan mengadopsi mekanisme
tertentu untuk menjawab persoalan nasional.
Konvergensi tidak selalu berarti penyeragaman
karena setiap negara melakukan penyesuaian
berdasarkan sistem politik, budaya, dan kepentingan
nasional. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut
perlu dilakukan secara selektif agar pembaruan
hukum tetap sesuai dengan karakter nasional
(Wardhani dkk., 2022).

Hubungan antara hukum nasional dan hukum
internasional menjadi semakin intensif. Indonesia

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 148



terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerja sama
internasional yang memengaruhi berbagai bidang
hukum. Hubungan tersebut menciptakan kebutuhan
untuk memahami bagaimana norma internasional
berinteraksi dengan hukum nasional. Penerimaan
terhadap prinsip internasional harus tetap
mempertimbangkan mekanisme hukum nasional dan
dasar konstitusional yang berlaku.

Perdagangan internasional merupakan salah
satu bidang yang memperlihatkan kebutuhan
harmonisasi hukum. Pelaku usaha yang berhubungan
dengan pihak dari negara lain membutuhkan
kepastian mengenai kontrak, penyelesaian sengketa,
investasi, dan perlindungan hak. Perbedaan sistem
hukum dapat menjadi hambatan apabila tidak
terdapat mekanisme yang memungkinkan pihak-
pihak memahami dan menyesuaikan hubungan
hukumnya. Karena itu, harmonisasi menjadi bagian
penting dalam perkembangan hukum ekonomi
nasional.

Perubahan teknologi digital memberikan
tantangan yang berbeda. Teknologi memungkinkan
transaksi dan komunikasi berlangsung tanpa batas
geografis. Data dapat berpindah lintas negara dalam
waktu sangat singkat. Aktivitas ekonomi dapat
dilakukan melalui platform digital yang beroperasi di
berbagai yurisdiksi. Situasi tersebut menimbulkan
persoalan mengenai yurisdiksi, perlindungan data,
keamanan informasi, tanggung jawab platform, dan
penegakan hukum.
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Digitalisasi juga mengubah cara masyarakat
berinteraksi dengan hukum. Informasi hukum dapat
diakses secara cepat melalui internet. Masyarakat
dapat mempelajari peraturan, putusan pengadilan,
dan berbagai informasi hukum tanpa harus datang
langsung ke lembaga hukum. Perubahan tersebut
dapat memperluas akses terhadap pengetahuan
hukum, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan
mengenai kualitas dan keandalan informasi.

Perubahan sosial juga ~memengaruhi
perkembangan hukum. Nilai masyarakat mengenai
keluarga, pekerjaan, kepemilikan, privasi, kesetaraan,
dan hubungan sosial dapat berubah seiring waktu.
Perubahan nilai tersebut menciptakan kebutuhan
untuk mengevaluasi apakah hukum yang berlaku
masih mampu memberikan perlindungan dan
menyelesaikan persoalan yang berkembang. Hukum
yang tidak mampu beradaptasi dapat mengalami
kesenjangan antara aturan dan kenyataan sosial.

Hukum adat menunjukkan bahwa perubahan
sosial tidak selalu berarti meninggalkan nilai lokal.
Hukum adat dapat terus memberikan kontribusi
selama mampu beradaptasi dengan perkembangan
masyarakat dan ditempatkan dalam kerangka hukum
nasional. Kontribusi tersebut penting karena hukum
yang terlalu jauh dari nilai masyarakat dapat
kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, pembaruan
hukum harus memperhatikan hubungan antara
hukum nasional dan hukum yang hidup dalam
masyarakat (Firmansyah dkk., 2021).
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Budaya hukum menjadi salah satu tantangan
dalam pembangunan hukum Indonesia. Keberhasilan
reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah
peraturan yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas
struktur dan budaya hukum yang mendukung
penerapannya. Persoalan dalam penegakan hukum
dapat muncul ketika aparat yang seharusnya
menjalankan hukum justru terlibat dalam praktik
yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas
dan integritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pembentukan berbagai peraturan secara normatif
belum cukup untuk mewujudkan sistem hukum yang
ideal apabila tidak disertai pembenahan struktur dan
budaya hukum (Fauzia dkk., 2021).

Pembangunan hukum karena itu
membutuhkan perubahan pada tingkat struktur,
substansi, dan budaya secara bersamaan. Struktur
perlu diperkuat melalui lembaga yang profesional
dan akuntabel. Substansi perlu disesuaikan dengan
perkembangan masyarakat dan kebutuhan nasional.
Budaya hukum perlu dibangun melalui pendidikan,
keteladanan, akses terhadap keadilan, dan
pengalaman masyarakat yang positif ketika
berhadapan dengan lembaga hukum.

Tantangan lain muncul dari semakin
kompleksnya hubungan antara hukum dan teknologi.
Kecerdasan buatan, transaksi digital, aset digital, dan
sistem otomatis dapat menghasilkan hubungan
hukum yang tidak mudah dijelaskan melalui kategori
lama. Sistem hukum perlu merespons perkembangan
tersebut tanpa menciptakan regulasi yang terlalu
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cepat berubah. Keseimbangan antara inovasi dan
perlindungan hukum menjadi salah satu persoalan
utama dalam pembaruan hukum kontemporer.

Globalisasi juga dapat menghasilkan tekanan
terhadap hukum nasional. Standar internasional
dapat mendorong negara untuk melakukan
perubahan pada bidang tertentu. Perubahan tersebut
dapat memberikan manfaat berupa peningkatan
perlindungan hak dan integrasi ekonomi, tetapi juga
dapat menimbulkan persoalan apabila diterapkan
tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Karena itu,
proses harmonisasi harus dilakukan melalui seleksi
dan adaptasi, bukan sekadar adopsi.

Identitas hukum nasional mempunyai arti
penting dalam proses tersebut. Sistem hukum
Indonesia memiliki karakter yang dibentuk oleh
Pancasila, UUD 1945, hukum adat, hukum Islam, dan
pengalaman sejarah nasional. Identitas tersebut
tidak berarti bahwa hukum Indonesia harus tertutup
terhadap pengaruh luar. Sebaliknya, identitas
memberikan dasar untuk menentukan bagaimana
pengaruh eksternal dapat diterima dan disesuaikan
dengan kebutuhan nasional (Wardhani dkk., 2022).

Harmonisasi hukum juga membutuhkan
kemampuan untuk mengatasi perbedaan antara
berbagai sumber hukum. Ketika norma nasional,
hukum adat, prinsip agama, dan norma internasional
berinteraksi, diperlukan metode untuk menentukan
kedudukan dan penerapannya. Proses tersebut
membutuhkan kejelasan hierarki, prinsip
interpretasi, serta  penghormatan  terhadap
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konstitusi. Tanpa mekanisme tersebut, pluralitas
sumber hukum dapat menghasilkan ketidakpastian.

Sistem hukum yang responsif bukan berarti
sistem hukum yang selalu berubah mengikuti setiap
perubahan masyarakat. Responsivitas membutuhkan
kemampuan untuk membedakan perubahan yang
bersifat mendasar dengan perubahan yang bersifat
sementara. Hukum harus mampu mempertahankan
prinsip dasar sambil menyesuaikan instrumen yang
digunakan untuk mencapai tujuan hukum.
Pendekatan tersebut memungkinkan stabilitas dan
perubahan berjalan secara bersamaan.

Pembangunan sistem hukum Indonesia juga
membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya
manusia hukum. Hakim, advokat, jaksa, polisi,
akademisi, pembentuk peraturan, dan aparatur
pemerintahan harus memahami perkembangan
hukum nasional dan global. Pendidikan hukum perlu
memberikan kemampuan untuk memahami teks
sekaligus membaca konteks sosial. Kemampuan
tersebut menjadi semakin penting ketika persoalan
hukum berkembang melampaui batas tradisional
antarcabang ilmu.

Masa depan sistem hukum Indonesia akan
sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola
perubahan. Globalisasi tidak dapat dihindari,
teknologi terus berkembang, struktur ekonomi
berubah, dan masyarakat semakin beragam. Hukum
harus mampu memberikan kepastian sekaligus
fleksibilitas. Sistem hukum perlu menjaga prinsip
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keadilan dan hak masyarakat sekaligus menyediakan
ruang bagi inovasi dan pembangunan.

Dengan demikian, dinamika sistem hukum
Indonesia merupakan proses yang berlangsung
terus-menerus. Interaksi antara hukum nasional,
hukum adat, hukum Islam, tradisi Civil Law, dan
norma internasional membentuk lingkungan hukum
yang kompleks. Perkembangan teknologi dan
perubahan sosial semakin memperluas kompleksitas
tersebut. Tantangan utamanya bukan memilih antara
mempertahankan hukum lama atau menerima
seluruh pengaruh baru, melainkan membangun
kemampuan untuk melakukan seleksi, harmonisasi,
dan adaptasi secara tepat.
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BAB VI
PENEGAKAN HUKUM DAN FUNGSI
LEMBAGA PERADILAN

Penegakan hukum merupakan tahap penting
dalam memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai
kumpulan norma yang tertulis, melainkan benar-benar
hadir dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan
peraturan  perundang-undangan belum  dengan
sendirinya menjamin tercapainya keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan. Norma hukum membutuhkan
lembaga, aparat, prosedur, serta budaya hukum yang
memungkinkan norma tersebut diterapkan terhadap
berbagai persoalan konkret. Penegakan hukum dengan
demikian merupakan proses yang mempertemukan
aturan dengan Kkenyataan sosial melalui tindakan
lembaga dan aparat yang memiliki kewenangan.

Dalam negara hukum, penegakan hukum
memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana
untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap
orang memperoleh perlindungan. Hukum tidak cukup
hanya diketahui atau dipahami, tetapi harus dapat
dilaksanakan secara konsisten dan adil. Penegakan
hukum juga tidak semata-mata berkaitan dengan
pemberian sanksi kepada pelanggar, melainkan
mencakup proses memastikan bahwa setiap orang
memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum.
Penegakan hukum pada akhirnya merupakan proses
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untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan
nyata dan menyelaraskan ketentuan hukum dengan nilai
yang berkembang dalam masyarakat (Dolgopolov &
Zatikyan, 2026; N. W. Sari dkk., 2024; Yahman, 2024).

Penyelenggaraan penegakan hukum melibatkan
berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda.
Dalam sistem peradilan pidana, misalnya, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan
advokat memiliki fungsi yang saling berhubungan. Setiap
institusi memiliki tahapan dan tanggung jawab tertentu
sehingga keberhasilan sistem tidak dapat hanya
dibebankan kepada satu lembaga. Hubungan
antarlembaga tersebut harus dibangun melalui
koordinasi, pembagian kewenangan, dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia.

Lembaga peradilan menempati posisi khusus
dalam keseluruhan proses tersebut. Pengadilan menjadi
tempat bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian
terhadap sengketa dan perlindungan terhadap hak yang
dilanggar. Independensi lembaga peradilan diperlukan
agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum
dan hati nurani tanpa tekanan dari kekuasaan maupun
kepentingan tertentu. Pada saat yang sama, independensi
harus berjalan bersama akuntabilitas sehingga
kekuasaan kehakiman tidak berubah menjadi kekuasaan
yang tidak dapat diawasi.

Perubahan masyarakat kemudian menghadirkan
tantangan baru bagi penegakan hukum. Perkembangan
teknologi digital, meningkatnya hubungan lintas negara,
perubahan pola kejahatan, serta kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan hukum yang cepat mendorong
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sistem peradilan untuk melakukan pembaruan.
Digitalisasi melalui e-court, misalnya, memberikan
peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akses
terhadap pengadilan, tetapi juga menghadirkan
persoalan baru terkait infrastruktur, literasi digital,
keamanan data, dan kesenjangan akses.

Bab ini membahas penegakan hukum sebagai
proses institusional sekaligus proses nilai. Pembahasan
dimulai dari konsep dan tujuan penegakan hukum,
kemudian dilanjutkan dengan sistem dan tahapan
penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya dibahas
kedudukan lembaga peradilan dan kekuasaan
kehakiman, fungsi hakim serta putusan pengadilan, dan
akhirnya tantangan penegakan hukum serta reformasi
peradilan pada era modern.

1. Pengertian, Hakikat, dan Tujuan Penegakan
Hukum
Penegakan hukum dapat dipahami sebagai
proses untuk memastikan bahwa norma hukum yang
telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam tindakan
nyata. Norma hukum pada dasarnya bersifat abstrak
karena memberikan perintah, larangan, hak,
kewajiban, atau kewenangan dalam bentuk
ketentuan umum. Ketika suatu norma diterapkan
terhadap suatu perkara konkret, diperlukan tindakan
dari lembaga dan aparat yang mempunyai
kewenangan. Penegakan hukum menjadi jembatan
antara hukum yang bersifat normatif dengan realitas
kehidupan masyarakat.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa
penegakan hukum tidak sekadar berkaitan dengan
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aktivitas aparat dalam memberikan sanksi.
Penegakan hukum juga mencakup upaya memastikan
bahwa setiap ketentuan diterapkan sesuai dengan
tujuan pembentukannya. Hukum harus diterapkan
secara tepat, proporsional, dan tidak diskriminatif.
Karena itu, penegakan hukum mempunyai dimensi
normatif sekaligus sosial karena penerapan norma
selalu berlangsung dalam lingkungan masyarakat
tertentu (N. W. Sari dkk., 2024; Yahman, 2024).

Hakikat penegakan hukum terletak pada
aktualisasi cita hukum dalam kehidupan nyata. Cita
hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
tidak akan memiliki arti apabila hanya berhenti
dalam teks peraturan. Ketiga nilai tersebut harus
tercermin dalam tindakan lembaga hukum dan hasil
penyelesaian perkara. Penegakan hukum dengan
demikian bukan sekadar aktivitas administratif,
melainkan proses untuk menghadirkan nilai hukum
dalam hubungan konkret antarmanusia (Dolgopolov
& Zatikyan, 2026; Febriawan, 2024).

Keadilan menjadi salah satu orientasi utama
penegakan hukum. Setiap orang yang berhadapan
dengan hukum harus memperoleh perlakuan yang
adil tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi,
politik, atau latar belakang lainnya. Keadilan juga
menuntut agar proses hukum memberikan
kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak yang
terlibat untuk menyampaikan kepentingannya.
Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dapat
kehilangan legitimasi meskipun prosedurnya secara
formal telah dijalankan.
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Kepastian hukum menjadi tujuan penting
lainnya. Masyarakat membutuhkan aturan yang
dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Kepastian memberikan kemampuan bagi seseorang
untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari
suatu tindakan. Ketidakpastian dapat menimbulkan
ketidakpercayaan  terhadap  hukum  karena
masyarakat tidak mengetahui bagaimana suatu
aturan akan diterapkan. Penegakan hukum karena itu
harus dilakukan secara konsisten dengan tetap
memberikan ruang bagi interpretasi yang diperlukan
dalam menghadapi persoalan konkret.

Kemanfaatan menjadi dimensi lain yang tidak
dapat dipisahkan. Hukum pada akhirnya harus
memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Penegakan hukum yang menghasilkan keputusan
secara formal benar tetapi tidak mampu
menyelesaikan persoalan sosial dapat kehilangan
fungsi praktisnya. Kemanfaatan menuntut agar
hukum mempertimbangkan akibat nyata dari
penerapan suatu norma terhadap individu dan
masyarakat. Tujuan keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan secara konsisten ditempatkan sebagai
orientasi utama penegakan hukum dalam berbagai
kajian (Afdhali & Syahuri, 2023; M. R. Harahap &
Tanjung, 2024; N. W. Sari dkk., 2024; Sholahudin dkk.,
2026; Yahman, 2024).

Ketiga tujuan tersebut tidak selalu dapat
dicapai dengan tingkat yang sama dalam setiap
perkara. Suatu tindakan yang sangat menekankan
kepastian dapat menghasilkan persoalan keadilan
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apabila norma diterapkan secara kaku terhadap
keadaan yang Kkhusus. Sebaliknya, penerapan
keadilan yang sangat fleksibel tanpa memperhatikan
kepastian dapat menimbulkan ketidakseragaman.
Ketegangan antara ketiga nilai tersebut menjadikan
penegakan  hukum  sebagai  proses yang
membutuhkan pertimbangan hukum dan moral.

Dalam perspektif tertentu, ketika terjadi
pertentangan antara keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan, keadilan ditempatkan sebagai nilai
yang perlu memperoleh perhatian lebih dahuluy,
kemudian kemanfaatan dan kepastian. Pandangan
tersebut tidak berarti bahwa kepastian hukum dapat
diabaikan, tetapi menunjukkan bahwa hukum tidak
boleh  diterapkan secara mekanis apabila
penerapannya menghasilkan ketidakadilan yang
serius (Afdhali & Syahuri, 2023). Hakim dan aparat
penegak hukum harus mampu memahami hubungan
antara teks hukum dan tujuan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum juga
dipengarubhi oleh substansi hukum. Aturan yang tidak
jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dapat menyulitkan aparat
dalam menerapkannya. Substansi hukum yang baik
harus memberikan dasar yang cukup jelas sekaligus
mampu merespons kompleksitas persoalan sosial.
Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi
penting agar tidak muncul konflik norma yang dapat
menghambat proses penegakan hukum.

Faktor kedua berkaitan dengan struktur
hukum atau aparat penegak hukum. Polisi, jaksa,

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 160



hakim, advokat, dan petugas lembaga
pemasyarakatan memiliki fungsi berbeda dalam
proses hukum. Profesionalisme, kompetensi,
integritas, dan independensi aparat sangat
menentukan kualitas penegakan hukum. Peraturan
yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal
apabila diterapkan oleh aparat yang tidak profesional
atau menyalahgunakan kewenangan (Febriawan,
2024; Sholahudin dkk., 2026).

Sarana dan prasarana juga menjadi bagian
penting dalam penegakan hukum. Pengadilan
membutuhkan fasilitas yang memadai, sistem
administrasi yang efektif, teknologi yang mendukung,
serta sumber daya manusia yang cukup.
Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan proses
hukum berjalan lambat dan meningkatkan biaya yang
harus ditanggung masyarakat. Perkembangan digital
kemudian membuka peluang untuk mengatasi
sebagian persoalan tersebut melalui pemanfaatan
teknologi dalam pelayanan hukum.

Masyarakat merupakan faktor lain yang tidak
dapat dipisahkan. Hukum bekerja dalam lingkungan
sosial sehingga tingkat kesadaran dan penerimaan
masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi
efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang
memiliki pemahaman hukum dan kepercayaan
terhadap institusi hukum cenderung lebih mudah
menerima proses penyelesaian hukum. Sebaliknya,
rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan
masyarakat enggan menggunakan mekanisme
hukum formal.
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Budaya hukum menjadi faktor yang
menghubungkan hukum dengan sikap masyarakat
dan aparat. Budaya hukum yang mendukung
integritas dan penghormatan terhadap hukum dapat
memperkuat  efektivitas  penegakan  hukum.
Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran,
penyalahgunaan kekuasaan, atau diskriminasi dapat
melemahkan sistem. Karena itu, keberhasilan
penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh
hubungan antara substansi hukum, struktur hukum,
dan budaya hukum (Ghoni & Setiyono, 2024;
Sholahudin dkk., 2026).

Penegakan hukum pada akhirnya harus
dipahami sebagai proses yang lebih luas daripada
sekadar penerapan sanksi. Penegakan hukum
mencakup perlindungan hak, penyelesaian konflik,
pengendalian perilaku, pemberian kepastian, serta
penciptaan kondisi sosial yang lebih tertib. Proses
tersebut membutuhkan keterpaduan antara aturan,
lembaga, aparat, dan masyarakat. Penegakan hukum
yang efektif adalah penegakan hukum yang mampu
menghadirkan hukum sebagai instrumen keadilan
sekaligus memberikan kepastian dan manfaat bagi
masyarakat.

2. Sistem dan Tahapan Penegakan Hukum di
Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia berlangsung
melalui sistem yang melibatkan berbagai lembaga
dan tahapan. Dalam perkara pidana, hubungan
tersebut dikenal sebagai integrated criminal justice
system, yaitu sistem yang menghubungkan berbagai
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institusi sejak tahap awal penanganan perkara
sampai dengan pelaksanaan putusan. Kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan
menjadi bagian utama dalam rangkaian tersebut,
sedangkan advokat memiliki fungsi penting dalam
memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap
hak pihak yang berperkara (Ghoni & Setiyono, 2024;
Sholahudin dkk., 2026).

Konsep sistem terpadu menunjukkan bahwa
setiap tahap penegakan hukum tidak dapat
dipandang secara terpisah. Kesalahan atau
kelemahan pada satu tahap dapat memengaruhi
tahap berikutnya. Proses penyidikan yang tidak
dilakukan secara profesional dapat memengaruhi
kualitas penuntutan. Penuntutan yang tidak
didasarkan pada pembuktian yang kuat dapat
memengaruhi  pemeriksaan di = pengadilan.
Pelaksanaan putusan juga menjadi bagian penting
karena keputusan pengadilan harus dapat
diwujudkan secara nyata.

Tahap awal dalam proses pidana berkaitan
dengan penyelidikan. Pada tahap ini dilakukan upaya
untuk memperoleh informasi mengenai ada atau
tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana. Informasi tersebut menjadi dasar untuk
menentukan apakah diperlukan proses penyidikan
lebih lanjut. Tahap penyelidikan memiliki arti penting
karena menjadi pintu awal untuk memastikan bahwa
tindakan hukum selanjutnya didasarkan pada
informasi dan fakta yang memadai.
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Setelah terdapat dasar yang cukup, proses
dapat berlanjut pada penyidikan. Penyidikan
diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti
sehingga suatu tindak pidana menjadi terang dan
pihak yang diduga bertanggung jawab dapat
diidentifikasi sesuai hukum. Kepolisian menempati
posisi penting pada tahap ini sebagai salah satu pilar
awal sistem peradilan pidana. Fungsi kepolisian tidak
hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi
juga mencakup pemeliharaan Kketertiban serta
perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat
(Febriawan, 2024; Ghoni & Setiyono, 2024; M. dkk.,
2023).

Tahap berikutnya adalah penuntutan.
Kejaksaan mempunyai fungsi utama dalam
melakukan penuntutan perkara pidana serta
menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh hukum.
Jaksa menilai hasil penyidikan dan membawa
perkara ke pengadilan apabila persyaratan hukum
terpenuhi. Posisi kejaksaan menjadi penting karena
penuntutan merupakan tahap yang menghubungkan
proses penyidikan dengan pemeriksaan yudisial
(Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono, 2024).

Proses  penuntutan harus dilakukan
berdasarkan prinsip profesionalitas dan objektivitas.
Jaksa tidak semestinya hanya berorientasi pada
penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan
kepentingan keadilan. Penuntutan harus
memperhatikan bukti yang tersedia serta hak pihak
yang berperkara. Pendekatan tersebut penting agar
sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar
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penyelesaian perkara secara kuantitatif, tetapi juga
menghasilkan proses yang adil.

Setelah perkara diajukan, pemeriksaan
dilakukan di pengadilan. Pada tahap ini hakim
memeriksa fakta, alat bukti, argumentasi para pihak,
dan ketentuan hukum yang relevan. Pemeriksaan
pengadilan menjadi tahap penting karena pada titik
tersebut terjadi proses pengujian terhadap perkara
secara independen. Hakim harus memastikan bahwa
proses berjalan secara adil dan setiap pihak
memperoleh kesempatan untuk menggunakan
haknya.

Advokat mempunyai posisi penting dalam
proses tersebut. Advokat memberikan bantuan
hukum dan pembelaan kepada pihak yang
membutuhkan. Kehadiran advokat merupakan salah
satu bentuk perlindungan terhadap hak orang yang
berhadapan dengan hukum. Dalam sistem yang
berorientasi pada due process of law, pihak yang
diperiksa harus memperoleh kesempatan untuk
mengetahui tuduhan, mengajukan pembelaan, dan
memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan
yang berlaku (Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono,
2024).

Prinsip due process of law menempatkan
prosedur sebagai instrumen perlindungan hak.
Proses hukum tidak boleh hanya berorientasi pada
hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan
bagaimana hasil tersebut diperoleh. Penegakan
hukum harus menghormati hak tersangka, terdakwa,
korban, dan pihak lain yang berkepentingan.
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Perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian
integral dari proses peradilan pidana (Ghoni &
Setiyono, 2024; Sholahudin dkk. 2026; Sibarani,
2023).

Setelah  pemeriksaan  selesai, hakim
menjatuhkan putusan. Putusan merupakan hasil
penilaian yudisial terhadap fakta dan hukum yang
diperiksa dalam persidangan. Putusan dapat
menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah
atau tidak bersalah serta menetapkan konsekuensi
hukum sesuai dengan perkara. Putusan juga menjadi
bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan
kepada para pihak dan masyarakat.

Tahap terakhir berkaitan dengan
pelaksanaan  putusan. Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tertentu harus dapat
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan hukum.
Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi
bagian dari sistem dalam perkara pidana, terutama
berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan
putusan menunjukkan bahwa penegakan hukum
tidak berhenti pada pengambilan keputusan di ruang
sidang.

Hubungan antara kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat
harus didasarkan pada pembagian kewenangan yang
jelas. Setiap institusi harus menjalankan fungsi sesuai
batas kewenangannya. Koordinasi tidak boleh
menghilangkan independensi masing-masing
lembaga. Sebaliknya, independensi juga tidak boleh
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menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan
koordinasi dalam keseluruhan sistem.

Keterpaduan  sistem  peradilan juga
diperlukan untuk menghindari terjadinya perlakuan
yang tidak Kkonsisten. Proses hukum harus
memberikan perlindungan yang sama kepada setiap
orang. Diskriminasi dalam penegakan hukum dapat
merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem.
Karena itu, prinsip imparsialitas dan perlindungan
hak harus hadir sejak tahap awal sampai pelaksanaan
putusan (N. W. Sari dkk., 2024).

Sistem penegakan hukum Indonesia dengan
demikian merupakan rangkaian proses yang saling
berhubungan. Penyelidikan dan  penyidikan
menghasilkan dasar bagi penuntutan, penuntutan
membawa perkara ke pengadilan, pengadilan
menentukan penyelesaian yudisial, dan lembaga
terkait menjalankan putusan. Setiap tahap memiliki
fungsi tersendiri, tetapi seluruhnya diarahkan pada
tujuan yang sama, yaitu menghadirkan proses hukum
yang adil, pasti, efektif, dan menghormati hak asasi
manusia.

3. Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan salah satu
unsur utama negara hukum. Keberadaan peradilan
memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk
memperoleh penyelesaian terhadap sengketa dan
perlindungan terhadap hak. Melalui pengadilan,
konflik yang sebelumnya berada dalam hubungan
sosial dapat diselesaikan melalui prosedur hukum.
Fungsi tersebut menjadikan lembaga peradilan
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sebagai salah satu institusi yang sangat penting
dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman pada prinsipnya harus
bersifat merdeka. Independensi diperlukan agar
hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa
intervensi dari kekuasaan politik, kepentingan
ekonomi, maupun tekanan sosial. Kemerdekaan
tersebut menjadi salah satu prasyarat agar
pengadilan dapat memberikan keputusan
berdasarkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan
kehakiman yang merdeka merupakan bagian penting
dari penyelenggaraan negara hukum Indonesia (Butt,
2023; Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono, 2024;
Prasetyo, 2024).

Independensi peradilan bukan berarti hakim
dapat bertindak tanpa batas. Kebebasan hakim tetap
berada dalam kerangka hukum dan harus disertai
tanggung jawab. Hakim harus mampu menjelaskan
dasar pertimbangan putusannya dan tunduk pada
prinsip hukum yang berlaku. Karena itu,
independensi dan akuntabilitas merupakan dua
prinsip yang harus berjalan bersama.

Struktur kekuasaan kehakiman Indonesia
mengalami  perkembangan  penting  setelah
perubahan UUD 1945. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi ditegaskan sebagai pemegang

kekuasaan kehakiman dalam lingkup
kewenangannya masing-masing. Komisi Yudisial juga
memperoleh kedudukan dalam struktur

ketatanegaraan dengan fungsi yang berkaitan dengan
pengawasan dan penjagaan kehormatan hakim
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(Andriyanti & Sodikin, 2025; Darusman dkk., 2024;
Rezah & Sapada, 2023).

Mahkamah Agung mempunyai kedudukan
sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem
peradilan umum dan lingkungan peradilan lainnya
sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung
menangani perkara pada tingkat yang ditentukan
oleh hukum dan menjalankan berbagai fungsi yang
berkaitan dengan kesatuan penerapan hukum. Posisi
tersebut membuat Mahkamah Agung mempunyai
peran penting dalam menjaga konsistensi
penyelenggaraan peradilan.

Lingkungan peradilan yang berada dalam
struktur Mahkamah Agung mempunyai karakter dan
kompetensi masing-masing. Peradilan umum
menangani perkara yang menjadi kewenangannya,
sedangkan peradilan agama, peradilan militer, dan
peradilan tata usaha negara mempunyai bidang
yurisdiksi tertentu. Pembagian tersebut
memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai
karakter perkara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai
kedudukan yang berbeda karena berhubungan
langsung  dengan  persoalan  konstitusional.
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan
untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik, serta memutus
perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan
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kewenangan Kkonstitusionalnya (Rezah & Sapada,
2023).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah
Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme untuk
menjaga supremasi konstitusi. Apabila suatu
ketentuan undang-undang dinilai bertentangan
dengan Kkonstitusi, terdapat mekanisme yudisial
untuk menguji keberlakuannya. Fungsi tersebut
menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu
penjaga konstitusi atau guardian of the constitution.
Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi
mempunyai peran dalam memberikan perlindungan
terhadap hak konstitusional warga negara dan
menjaga kehidupan demokrasi (Rezah & Sapada,
2023).

Independensi lembaga peradilan juga
berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan
pengawasan hakim. Rekrutmen hakim harus
menjamin kualitas dan integritas. Pengawasan
diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan
kehakiman tidak disalahgunakan. Namun,
mekanisme pengawasan harus dirancang sedemikian
rupa agar tidak berubah menjadi tekanan terhadap
kebebasan hakim dalam memutus perkara
(Darusman dkk., 2024).

Hubungan antara Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
menunjukkan kompleksitas desain kelembagaan
kekuasaan kehakiman Indonesia. Setiap lembaga
mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut
harus dikelola melalui pembagian kewenangan yang
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jelas. Persoalan mengenai independensi,
akuntabilitas, rekrutmen, dan hubungan
antarlembaga masih menjadi bagian dari dinamika
perkembangan kekuasaan kehakiman Indonesia
(Andriyanti & Sodikin, 2025; Butt, 2023; Darusman
dkk., 2024; Rezah & Sapada, 2023).

Keterbukaan menjadi prinsip lain yang
penting. Pengadilan harus memberikan informasi
yang dapat diakses masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan hukum yang
dilindungi. Keterbukaan meningkatkan kepercayaan
karena masyarakat dapat mengetahui proses dan
alasan suatu perkara diputus. Transparansi juga
memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan.

Imparsialitas merupakan syarat penting bagi
keadilan peradilan. Hakim harus berada pada posisi
yang tidak memihak salah satu pihak. Keputusan
harus didasarkan pada fakta dan hukum yang
diperiksa, bukan pada hubungan pribadi, tekanan
eksternal, atau kepentingan tertentu. Imparsialitas
menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai
kualitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Lembaga peradilan pada akhirnya bukan
hanya tempat untuk menyelesaikan perkara.
Peradilan juga menjadi salah satu mekanisme kontrol
terhadap penggunaan kekuasaan. Ketika terdapat
tindakan negara yang merugikan hak masyarakat,
hukum menyediakan mekanisme untuk menguji dan
menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan fungsi
demikian, lembaga peradilan berperan dalam
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mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan
negara dan perlindungan terhadap warga negara.

4. Fungsi Hakim, Putusan Pengadilan, dan Akses
terhadap Keadilan

Hakim merupakan aktor utama dalam proses
peradilan. Melalui hakim, norma hukum diterapkan
terhadap perkara konkret. Hakim tidak hanya
membaca ketentuan hukum, tetapi juga harus
memahami fakta, menilai alat bukti,
mempertimbangkan argumentasi para pihak, dan
menyusun alasan hukum yang mendasari putusan.
Tanggung jawab tersebut menjadikan fungsi hakim
sangat menentukan dalam pencapaian keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus
menjaga independensi dan imparsialitas. Hakim
harus terbebas dari intervensi pihak luar dan tidak
boleh memutus perkara berdasarkan kepentingan
pribadi. Kebebasan tersebut harus digunakan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi hakim
dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari
tanggung jawab moral dan profesional untuk
memberikan putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Hakim juga menghadapi persoalan ketika
norma hukum tidak memberikan jawaban yang
sepenuhnya jelas. Peraturan dapat memiliki rumusan
yang bersifat umum, sedangkan perkara yang
diperiksa mempunyai fakta yang sangat khusus.
Dalam kondisi demikian, hakim harus melakukan
penafsiran dan penalaran hukum. Proses tersebut
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membutuhkan pemahaman terhadap teks hukum
sekaligus konteks sosial dari perkara yang diperiksa.

Penafsiran hukum diperlukan agar aturan
dapat diterapkan secara tepat. Hakim dapat
memperhatikan bahasa norma, hubungan antara
satu aturan dengan aturan lain, tujuan pembentukan
aturan, serta prinsip hukum yang relevan. Penafsiran
tidak berarti hakim bebas menciptakan hukum tanpa
batas. Penafsiran tetap harus mempunyai dasar
argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik, terdapat keadaan ketika
hakim  harus  mempertimbangkan  keadilan
substantif. Keadilan substantif menempatkan
perhatian pada hasil nyata dari penerapan hukum,
bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap
prosedur. Kajian mengenai reformasi penegakan
hukum Indonesia menunjukkan bahwa terdapat
persoalan mengenai bagaimana hakim dapat
mengejar keadilan substantif tanpa mengabaikan
prinsip hukum dan prosedur yang berlaku (Sufriadi,
2023).

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari
proses pemeriksaan perkara. Putusan harus memuat
pertimbangan yang menunjukkan hubungan antara
fakta, alat bukti, norma, dan kesimpulan hukum.
Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk
memahami mengapa hakim mengambil suatu
keputusan. Karena itu, kualitas putusan tidak hanya
diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kualitas
penalaran yang mendasarinya.
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Putusan pengadilan mempunyai arti lebih
luas daripada penyelesaian satu perkara. Putusan
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim
dalam perkara lain dan memberikan Kkontribusi
terhadap perkembangan pemahaman hukum.
Meskipun Indonesia tidak menganut sistem Common
Law yang menempatkan preseden sebagai sumber
hukum utama, putusan pengadilan tetap dapat
mempunyai pengaruh dalam perkembangan praktik
dan interpretasi hukum.

Putusan juga harus dihormati sebagai bagian
dari sistem peradilan. Namun, dalam praktik,
sebagian putusan dapat menimbulkan perdebatan
atau kontroversi. Perbedaan pandangan tersebut
merupakan bagian dari dinamika hukum, terutama
ketika perkara melibatkan persoalan yang kompleks.
Perdebatan terhadap putusan harus tetap dilakukan
melalui argumentasi hukum dan mekanisme hukum
yang tersedia (Yahman, 2024).

Akses terhadap keadilan merupakan bagian
penting dari fungsi peradilan. Pengadilan harus dapat
digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan
penyelesaian hukum. Apabila proses pengadilan
terlalu mahal, terlalu rumit, atau sulit dijangkau,
masyarakat dapat mengalami hambatan untuk
memperoleh keadilan. Karena itu, akses terhadap
pengadilan tidak hanya berkaitan dengan
keberadaan lembaga, tetapi juga dengan
keterjangkauan prosesnya (N. W. Sari dkk., 2024).

Bantuan hukum menjadi salah satu
instrumen untuk memperluas akses tersebut. Tidak
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semua orang mempunyai kemampuan ekonomi dan
pengetahuan hukum yang sama. Kehadiran bantuan
hukum dapat membantu pihak yang kurang mampu
memahami hak dan kewajibannya serta menjalankan
proses hukum secara lebih efektif. Akses terhadap
keadilan dengan demikian membutuhkan dukungan
institusional agar kesenjangan kemampuan tidak
menghasilkan ketidakadilan.

Kelompok rentan membutuhkan perhatian
khusus dalam sistem peradilan. Kondisi ekonomi,
usia, keterbatasan fisik, keterbatasan pengetahuan,
atau keadaan sosial tertentu dapat membuat
seseorang lebih sulit mengakses proses hukum.
Sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan
harus mempertimbangkan kondisi tersebut.
Kesetaraan tidak selalu berarti memberikan
perlakuan yang identik, tetapi dapat berarti
memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap
orang mempunyai kesempatan yang setara untuk
memperoleh keadilan.

Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan juga berhubungan langsung dengan akses
keadilan. Proses yang terlalu panjang dapat
meningkatkan beban psikologis dan ekonomi para
pihak. Biaya yang tinggi dapat membuat masyarakat
enggan menggunakan pengadilan. Prosedur yang
terlalu rumit juga dapat menyulitkan orang yang
tidak mempunyai pengetahuan hukum.

Digitalisasi peradilan menawarkan peluang
untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut.
Melalui e-court, beberapa tahapan administrasi
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perkara dapat dilakukan secara elektronik, termasuk
pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pertukaran
dokumen, dan proses persidangan tertentu.
Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan
(Firdaus dkk., 2025).

Transformasi digital juga dikaitkan dengan
peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas
lembaga peradilan. Pemanfaatan teknologi dapat
mengurangi ketergantungan pada proses
administratif manual dan mempercepat
penyampaian informasi. Dalam konteks Mahkamah
Konstitusi, transformasi digital juga dipandang
berkaitan dengan profesionalisme, transparansi,
efektivitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas (Setiawan
dkk., 2024).

Namun, digitalisasi ~ tidak  otomatis
menyelesaikan seluruh persoalan akses keadilan.
Masyarakat di wilayah dengan infrastruktur internet
terbatas dapat mengalami kesulitan menggunakan
layanan digital. Rendahnya literasi digital juga dapat
menjadi hambatan bagi sebagian pencari keadilan.
Selain itu, keamanan data dan perlindungan
informasi pribadi menjadi persoalan yang harus
diperhatikan dalam sistem peradilan berbasis
teknologi (Firdaus dkk., 2025; Marchetti, 2026;
Sibarani, 2023).

Karena itu, teknologi harus diposisikan
sebagai instrumen untuk mendukung keadilan,
bukan sebagai tujuan itu sendiri. Efisiensi
administrasi tidak boleh mengorbankan hak pihak
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yang tidak mampu menggunakan teknologi. Sistem
digital harus dirancang dengan mempertimbangkan
kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat yang
mempunyai Keterbatasan akses. Peradilan modern
harus mampu memanfaatkan teknologi sekaligus
mempertahankan prinsip fair trial.

Fungsi hakim dan lembaga peradilan pada
akhirnya harus diarahkan pada pencapaian keadilan
yang dapat dirasakan masyarakat. Hakim harus
independen, tetapi juga bertanggung jawab. Putusan
harus memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga
memperhatikan keadilan substantif. Pengadilan
harus terbuka terhadap teknologi, tetapi tetap
memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan
bentuk baru ketidakadilan. Keseluruhan aspek
tersebut menjadi bagian dari pembangunan
peradilan yang berorientasi pada pencari keadilan.

5. Tantangan Penegakan Hukum dan Reformasi
Peradilan di Era Modern

Penegakan hukum Indonesia menghadapi
tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial
dan teknologi membuat persoalan hukum
berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
Pada saat yang sama, masyarakat memiliki tuntutan
yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan
hukum. Masyarakat tidak hanya mengharapkan
hukum ditegakkan, tetapi juga mengharapkan
prosesnya transparan, adil, cepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga
konsistensi penegakan hukum. Ketika norma yang
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sama diterapkan secara berbeda terhadap perkara
yang memiliki karakter serupa, muncul persoalan
mengenai kepastian hukum. Perbedaan putusan
dalam perkara yang memiliki keadaan yang relatif
sama dapat menimbulkan persepsi adanya
ketidakadilan. Persoalan tersebut membutuhkan
penguatan kualitas penalaran hukum dan konsistensi
penerapan hukum.

Disparitas putusan merupakan salah satu
persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hakim
memang mempunyai independensi dalam memutus
perkara, dan setiap perkara mempunyai fakta yang
berbeda. Namun, perbedaan putusan yang tidak
dapat dijelaskan melalui perbedaan fakta dan dasar
hukum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai
konsistensi sistem. Karena itu, independensi hakim
perlu berjalan bersama dengan pengembangan
pedoman dan kualitas argumentasi hukum.

Tantangan lain berkaitan dengan integritas
aparat penegak hukum. Penegakan hukum akan
kehilangan legitimasi apabila aparat menggunakan
kewenangan untuk Kkepentingan pribadi atau
kelompok. Integritas menjadi unsur penting karena
aparat mempunyai kewenangan yang secara
langsung dapat memengaruhi kebebasan, harta, dan
hak masyarakat. Profesionalisme tanpa integritas
juga tidak cukup untuk membangun kepercayaan
publik.

Korupsi dan konflik kepentingan menjadi
persoalan yang dapat merusak independensi dan
objektivitas penegakan hukum. Ketika kepentingan
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pribadi masuk ke dalam proses hukum, hukum dapat
digunakan secara selektif. Kondisi tersebut
bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan
hukum. Karena itu, penguatan pengawasan,
transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban
menjadi bagian penting dari reformasi peradilan.

Independensi yudisial juga menghadapi
tantangan tersendiri. Independensi tidak hanya
berkaitan dengan tekanan politik secara langsung,
tetapi juga dengan mekanisme rekrutmen, promosi,
pengawasan, dan  hubungan  antarlembaga.
Perubahan  struktur ketatanegaraan setelah
amandemen UUD 1945 membuat hubungan antara
lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman semakin kompleks. Persoalan tersebut
terus menjadi bagian dari diskursus reformasi
kelembagaan peradilan Indonesia (Andriyanti &
Sodikin, 2025; Darusman dkk., 2024; Rezah &
Sapada, 2023).

Kepercayaan masyarakat merupakan ukuran
penting dalam menilai keberhasilan reformasi
hukum. Masyarakat akan sulit mempercayai lembaga
hukum apabila pengalaman mereka menunjukkan
proses yang tidak transparan, diskriminatif, lambat,
atau mahal. Karena itu, reformasi tidak dapat hanya
dilakukan  melalui  perubahan kelembagaan.
Pengalaman masyarakat ketika memperoleh
pelayanan hukum juga harus menjadi ukuran
keberhasilan reformasi.

Akses keadilan menjadi persoalan lain yang
membutuhkan perhatian. Keberadaan pengadilan
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tidak otomatis berarti setiap orang dapat
mengaksesnya. Jarak geografis, biaya, keterbatasan
informasi, dan kurangnya bantuan hukum dapat
menjadi hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa reformasi peradilan harus mencakup dimensi
sosial, bukan hanya administratif.

Digitalisasi menjadi salah satu arah utama
reformasi peradilan. Sistem e-court memungkinkan
sebagian proses hukum dilakukan secara elektronik
sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya
tertentu. Digitalisasi juga memungkinkan
pengelolaan informasi perkara menjadi lebih
terstruktur. Implementasi e-court diarahkan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem
peradilan Indonesia (Firdaus dkk., 2025).

Transformasi digital juga dapat
meningkatkan transparansi. Informasi mengenai
proses perkara dan administrasi dapat dikelola
melalui sistem elektronik sehingga akses terhadap
informasi menjadi lebih mudah. Teknologi dapat
membantu mengurangi ketergantungan terhadap
proses manual dan mempercepat komunikasi antara
pengadilan dengan para pihak. Pemanfaatan
teknologi tersebut dapat mendukung modernisasi
lembaga peradilan (Setiawan dkk., 2024).

Namun, teknologi juga membawa risiko.
Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan
fasilitas untuk menggunakan layanan digital.
Kesenjangan  infrastruktur = dapat  membuat
masyarakat di wilayah tertentu lebih sulit mengakses
layanan peradilan. Literasi digital yang rendah juga
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dapat menyebabkan masyarakat mengalami
kesulitan dalam memahami prosedur elektronik.
Karena itu, digitalisasi harus disertai strategi untuk
mencegah eksklusi kelompok rentan (Marchetti,
2026; Sibarani, 2023).

Keamanan data menjadi tantangan lain dalam
digitalisasi peradilan. Dokumen perkara dapat
memuat informasi yang bersifat sensitif dan tidak
boleh digunakan secara sembarangan. Sistem
elektronik membutuhkan perlindungan terhadap
akses yang tidak sah, perubahan data, dan kebocoran
informasi. Pengembangan peradilan digital karena
itu harus mempertimbangkan aspek hukum,
teknologi, dan etika secara bersamaan.

Reformasi peradilan juga membutuhkan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparat
penegak hukum harus mempunyai kemampuan
memahami  perkembangan hukum sekaligus
menggunakan teknologi yang semakin kompleks.
Pendidikan dan pelatihan menjadi penting agar
perubahan sistem tidak hanya menghasilkan
perangkat baru, tetapi juga meningkatkan kualitas
pelayanan. Reformasi yang hanya berfokus pada
teknologi tanpa peningkatan kapasitas manusia
berisiko menghasilkan sistem yang tidak efektif.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi
bagian penting dari reformasi. Sistem peradilan
melibatkan institusi yang mempunyai kewenangan
berbeda. Kegagalan koordinasi dapat menghasilkan
proses yang lambat, tumpang tindih, atau bahkan
konflik kewenangan. Sistem penegakan hukum yang
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terintegrasi membutuhkan  komunikasi  dan
koordinasi yang efektif antara polisi, jaksa,
pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan
(Sholahudin dkk., 2026).

Harmonisasi regulasi diperlukan agar
reformasi kelembagaan dapat berjalan dengan dasar
hukum yang jelas. Perubahan teknologi dan prosedur
membutuhkan aturan yang mampu memberikan
kepastian mengenai kewenangan, tanggung jawab,
keamanan data, serta hak para pihak. Regulasi yang
tumpang tindih dapat menghambat inovasi sekaligus
menciptakan ketidakpastian hukum.

Reformasi peradilan juga tidak boleh hanya
diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian perkara.
Kecepatan memang penting, tetapi peradilan harus
tetap memperhatikan keadilan dan fairness.
Penyelesaian perkara yang cepat tetapi mengabaikan
hak pihak yang berperkara tidak dapat disebut
sebagai keberhasilan reformasi. Karena itu, efisiensi
harus ditempatkan dalam hubungan dengan
keadilan, akses, dan akuntabilitas (Firdaus dkk.,
2025; Marchetti, 2026).

Perkembangan teknologi juga mengubah cara
masyarakat berhubungan dengan lembaga hukum.
Masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan
digital dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan
tersebut kemudian dibawa ke dalam pelayanan
publik, termasuk peradilan. Pengadilan dituntut
memberikan pelayanan yang mudah diakses,
informatif, dan transparan tanpa kehilangan sifat
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formal yang diperlukan untuk menjamin keabsahan
proses hukum.

Reformasi  peradilan pada  akhirnya
membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Penguatan integritas aparat harus berjalan bersama
dengan perbaikan struktur kelembagaan,
harmonisasi regulasi, peningkatan akses keadilan,
dan pemanfaatan teknologi. Reformasi tidak boleh
hanya mengubah prosedur administratif, tetapi harus
meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat
dalam memperoleh keadilan.

Arah pembangunan peradilan yang ideal
adalah membentuk sistem yang independen,
profesional, transparan, akuntabel, dan responsif.
Independensi diperlukan untuk menjaga kebebasan
hakim. Profesionalisme dibutuhkan untuk
memastikan kualitas proses. Transparansi dan
akuntabilitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan
masyarakat. Responsivitas dibutuhkan agar sistem
hukum mampu menyesuaikan diri dengan
perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, tantangan penegakan
hukum di era modern tidak dapat diselesaikan
melalui satu kebijakan. Persoalan integritas,
disparitas putusan, akses keadilan, digitalisasi,
keamanan data, kapasitas aparat, dan koordinasi
kelembagaan saling berhubungan. Reformasi harus
dilakukan secara berkelanjutan dengan
menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat
perhatian. Tujuan akhirnya bukan sekadar
menciptakan peradilan yang modern secara
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teknologi, tetapi membangun peradilan yang mampu
memberikan keadilan secara nyata.
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BAB VII
PENAFSIRAN DAN PENEMUAN
HUKUM OLEH HAKIM
(RECHTSVINDING)

Hukum pada dasarnya dibentuk dalam bentuk
norma yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan
perundang-undangan merumuskan ketentuan untuk
mengatur berbagai kemungkinan peristiwa yang dapat
terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya,
tidak setiap persoalan yang muncul dapat diprediksi
secara sempurna oleh pembentuk undang-undang.
Perkembangan hubungan sosial, perubahan teknologi,
dinamika ekonomi, serta munculnya bentuk-bentuk
perbuatan baru sering kali menghadirkan persoalan yang
tidak secara eksplisit ditemukan jawabannya dalam teks
hukum. Keadaan tersebut menjadikan penafsiran dan
penemuan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari praktik peradilan.

Hakim berhadapan dengan kenyataan bahwa
suatu norma yang tampak sederhana pada tingkat
abstrak dapat menjadi kompleks ketika diterapkan
terhadap perkara konkret. Satu istilah dapat mempunyai
lebih dari satu kemungkinan makna, suatu ketentuan
dapat berhubungan dengan sejumlah ketentuan lain,
atau suatu aturan dapat kehilangan relevansinya apabila
dibaca tanpa memperhatikan perubahan masyarakat.
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Penafsiran hukum diperlukan untuk menentukan makna
norma, sedangkan rechtsvinding diperlukan Kketika
penyelesaian perkara membutuhkan konstruksi atau
penemuan hukum yang tidak cukup diperoleh hanya
melalui pembacaan literal terhadap peraturan.

Penafsiran dan penemuan hukum tidak dapat
dipahami sebagai kebebasan tanpa batas bagi hakim.
Keduanya merupakan aktivitas intelektual dan yuridis
yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui
argumentasi. Hakim tetap terikat pada hukum, asas
hukum, konstitusi, prinsip keadilan, serta batas
kewenangan kekuasaan kehakiman. Persoalan utama
bukan apakah hakim boleh melakukan penafsiran atau
penemuan hukum, melainkan bagaimana kewenangan
tersebut digunakan secara bertanggung jawab agar
putusan tetap mempunyai legitimasi.

Dalam perkembangan hukum modern, persoalan
tersebut menjadi semakin penting. Kehadiran
kecerdasan artifisial, data digital, platform elektronik,
transaksi virtual, serta perubahan pola hubungan sosial
menghadirkan kategori persoalan yang tidak selalu
tersedia dalam kerangka hukum lama. Pada saat yang
sama, perkembangan hak asasi manusia dan globalisasi
menyebabkan hakim semakin sering berhadapan dengan
prinsip hukum yang berasal dari berbagai tingkat dan
sumber. Perubahan tersebut menuntut kemampuan
penalaran yang lebih kompleks tanpa menghilangkan
prinsip kepastian dan konsistensi hukum.

Bab ini membahas penafsiran hukum dan
rechtsvinding sebagai dua aktivitas yang saling berkaitan
dalam praktik peradilan. Pembahasan dimulai dengan
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pengertian, hakikat, dan dasar penafsiran hukum,
kemudian dilanjutkan dengan berbagai metode
penafsiran. Pembahasan berikutnya diarahkan pada
konsep rechtsvinding dan sumber yang digunakan hakim
dalam menemukan hukum. Setelah itu dibahas penalaran
hukum dan batas kebebasan hakim, sebelum akhirnya
melihat penerapan penafsiran dan penemuan hukum
dalam menghadapi perkembangan hukum modern.
1. Pengertian, Hakikat, dan Dasar Penafsiran
Hukum
Penafsiran hukum merupakan proses untuk
memahami, menjelaskan, dan menentukan makna
suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan
terhadap persoalan konkret. Norma hukum yang
dituangkan dalam peraturan pada umumnya
menggunakan bahasa yang bersifat umum sehingga
memerlukan pemaknaan ketika berhadapan dengan
fakta tertentu. Penafsiran memungkinkan hakim
menentukan hubungan antara bunyi norma dengan
keadaan yang sedang diperiksa. Dalam pengertian
tersebut, penafsiran bukan sekadar kegiatan
membaca  kata-kata dalam  undang-undang,
melainkan proses menentukan isi dan Dbatas
penerapan norma (Jarrah dkk., 2024; Mirisan, 2023).
Kebutuhan terhadap penafsiran muncul
karena bahasa hukum tidak selalu mempunyai satu
makna yang mutlak. Suatu istilah dapat memiliki
makna berbeda bergantung pada konteks
penggunaannya. Bahkan ketika kata-kata dalam
suatu ketentuan tampak jelas, persoalan dapat
muncul ketika norma tersebut diterapkan terhadap
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situasi yang tidak sepenuhnya sama dengan keadaan
yang dibayangkan ketika aturan dibentuk. Kondisi
demikian membuat penafsiran menjadi bagian
penting dalam proses penerapan hukum (Andreev,
2025; Jarrah dkk., 2024).

Penafsiran juga diperlukan ketika terdapat
ketidakjelasan, ambiguitas, konflik, atau kekosongan
tertentu dalam suatu pengaturan. Hakim tidak hanya
berhadapan dengan satu pasal, tetapi dengan
keseluruhan sistem hukum yang terdiri atas berbagai
peraturan dan asas. Suatu ketentuan tidak dapat
selalu dipahami secara terpisah karena maknanya
dapat dipengaruhi oleh ketentuan lain yang berada
dalam sistem yang sama. Oleh sebab itu, penafsiran
harus memperhatikan hubungan antara suatu norma
dengan struktur hukum secara keseluruhan
(Merdova dkk., 2023; Supardin dkk., 2025).

Hakikat penafsiran hukum terletak pada
usaha menghubungkan teks hukum dengan
persoalan yang dihadapi. Teks merupakan titik awal,
tetapi penerapan hukum membutuhkan pemahaman
terhadap fakta dan konteks. Hakim harus
menentukan fakta mana yang mempunyai relevansi
yuridis, norma mana yang dapat digunakan, serta
bagaimana hubungan antara keduanya. Proses
tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan
mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, atau
konsekuensi hukum para pihak.

Hubungan antara teks dan fakta menjadi
semakin penting karena hukum tidak diterapkan
terhadap teks secara abstrak, melainkan terhadap
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kehidupan nyata. Dua perkara yang tampak memiliki
dasar hukum yang sama dapat menghasilkan
persoalan berbeda karena keadaan faktualnya tidak
identik. Hakim harus mampu mengidentifikasi
perbedaan tersebut sebelum menentukan makna dan
penerapan norma. Penafsiran dengan demikian
merupakan proses yang mempertemukan dimensi
normatif dengan dimensi faktual.

Dalam proses tersebut, maksud pembentuk
undang-undang dapat menjadi salah satu
pertimbangan. Penafsiran historis dapat digunakan
untuk memahami latar belakang pembentukan suatu
aturan, persoalan yang hendak diselesaikan, dan
tujuan yang hendak dicapai. Namun, maksud historis
tidak selalu dapat menjadi satu-satunya dasar
penafsiran karena masyarakat dapat mengalami
perubahan yang signifikan setelah suatu aturan
dibentuk. Penafsiran harus mempertimbangkan
hubungan antara sejarah pembentukan norma dan
kebutuhan penerapannya dalam konteks masa kini
(Serediuk, 2023).

Tujuan pembentukan norma juga
mempunyai kedudukan penting dalam penafsiran.
Ketika pembacaan literal menghasilkan beberapa

kemungkinan makna, hakim dapat
mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh
norma tersebut. Pendekatan teleologis

memungkinkan norma dipahami berdasarkan fungsi
dan tujuan sosialnya. Pendekatan ini menjadi relevan
ketika penerapan teks secara sempit justru dapat
menghasilkan keadaan yang bertentangan dengan
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tujuan pembentukan hukum (Dugac & Altwicker,
2025; Merdova dkk., 2023).

Penafsiran tidak dapat dipisahkan dari sistem
hukum tempat norma tersebut berada. Suatu pasal
harus dibaca dalam hubungan dengan pasal lain,
undang-undang lain, asas hukum, serta prinsip yang
lebih tinggi. Pendekatan sistematis membantu hakim
menjaga agar hasil penafsiran tidak bertentangan
dengan keseluruhan sistem. Dengan cara tersebut,
penafsiran tidak menghasilkan makna yang berdiri
sendiri, tetapi makna yang dapat ditempatkan secara
koheren dalam struktur hukum.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah
nilai keadilan. Hukum dibuat untuk mengatur
kehidupan masyarakat dan memberikan
perlindungan terhadap kepentingan yang diakui.
Apabila suatu ketentuan memiliki beberapa
kemungkinan interpretasi, hakim perlu
mempertimbangkan konsekuensi dari masing-
masing pilihan. Pertimbangan tersebut tidak berarti
hakim mengabaikan teks, tetapi menunjukkan bahwa
penerapan hukum membutuhkan hubungan antara
norma, tujuan, dan nilai yang menjadi dasar sistem
hukum.

Dalam konteks filsafat hukum, penafsiran
juga berkaitan dengan persoalan bagaimana manusia
memahami teks. Teks hukum tidak berdiri dalam
ruang kosong karena selalu dibaca oleh manusia
dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap teks
dipengaruhi oleh bahasa, sejarah, konteks sosial,
serta pertanyaan hukum yang hendak dijawab.
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Pendekatan hermeneutika kemudian memberikan
perspektif bahwa pemaknaan hukum merupakan
proses yang mempertemukan teks dengan konteks
dan pemahaman penafsir (Ismiati & Ollong, 2025).
Peran hakim dalam penafsiran tidak berarti
hakim dapat memberikan makna sesuai kehendak
pribadi. Interpretasi harus disertai argumentasi yang
dapat diuji. Hakim harus menjelaskan mengapa suatu
metode digunakan, mengapa suatu makna dipilih,
dan bagaimana makna tersebut berhubungan dengan
fakta perkara. Keterbukaan argumentasi menjadi
salah satu syarat penting agar penafsiran tidak
berubah menjadi keputusan yang bersifat subjektif.
Kualitas penafsiran sangat menentukan
kualitas putusan. Putusan yang hanya menyebutkan
pasal tanpa menjelaskan hubungan antara norma
dan fakta tidak memberikan gambaran yang cukup
mengenai proses berpikir hakim. Sebaliknya, putusan
yang menjelaskan dasar interpretasi, struktur
argumentasi, dan alasan pemilihan suatu norma
memberikan dasar yang lebih kuat bagi legitimasi
keputusan. Hubungan antara interpretasi dan
kualitas argumentasi tersebut menjadi semakin
penting dalam perkembangan praktik peradilan
modern (Andreev, 2025; Dugac & Altwicker, 2025).
Penafsiran juga harus memperhatikan
hierarki norma. Tidak semua peraturan memiliki
kedudukan yang sama dalam sistem hukum. Norma
yang lebih rendah tidak dapat ditafsirkan sedemikian
rupa sehingga bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi. Dalam konteks negara hukum, konstitusi
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menjadi salah satu kerangka penting dalam
menentukan batas interpretasi. Hal tersebut
menjadikan penafsiran bukan hanya aktivitas
membaca satu ketentuan, tetapi juga aktivitas
menjaga keselarasan antartingkat norma.

Penafsiran hukum pada akhirnya merupakan
proses untuk menjaga agar hukum tetap dapat
bekerja ketika diterapkan terhadap persoalan
konkret. Hukum membutuhkan stabilitas agar
masyarakat mempunyai kepastian, tetapi juga
membutuhkan kemampuan adaptasi agar tetap
relevan. Penafsiran berada di antara kedua
kebutuhan tersebut. Melalui penafsiran, norma yang
bersifat umum dapat diterapkan terhadap fakta yang
terus berubah tanpa harus selalu menunggu
pembentukan aturan baru.

Dengan demikian, penafsiran hukum
mempunyai dimensi tekstual, sistematis, historis,
teleologis, dan kontekstual. Semua dimensi tersebut
dapat digunakan secara berurutan maupun
dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan perkara.
Pilihan metode tidak seharusnya didasarkan pada
preferensi pribadi hakim, tetapi pada karakter
masalah hukum yang harus diselesaikan. Penafsiran
yang baik adalah penafsiran yang mampu
menjelaskan makna norma secara rasional,
konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode dan Jenis-Jenis Penafsiran Hukum

Metode penafsiran merupakan perangkat
yang digunakan untuk menentukan makna suatu
norma hukum. Tidak terdapat satu metode yang
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selalu mampu menyelesaikan seluruh persoalan
hukum karena karakter setiap perkara berbeda.
Dalam satu perkara, persoalan dapat terletak pada
makna suatu kata, sedangkan dalam perkara lain
persoalannya berkaitan dengan hubungan antara
beberapa peraturan. Hakim karena itu membutuhkan
pendekatan yang fleksibel, tetapi tetap terarah
(Merdova dkk., 2023; Mirisan, 2023).

Penafsiran gramatikal merupakan salah satu
metode yang paling mendasar. Metode ini berangkat
dari arti kata, istilah, struktur kalimat, dan
penggunaan bahasa dalam ketentuan hukum. Hakim
terlebih dahulu melihat apa yang dikatakan oleh teks
sebelum bergerak kepada pertimbangan yang lebih
luas. Pendekatan gramatikal menjadi penting karena
teks merupakan titik awal dari keberlakuan norma
dan memberikan batas awal terhadap kemungkinan
makna yang dapat diterima (Andreev, 2025; Susilo
dkk., 2024).

Penafsiran gramatikal tidak berarti setiap
kata harus selalu dipahami berdasarkan arti sehari-
hari. Istilah tertentu dapat memiliki makna khusus
dalam bidang hukum. Karena itu, hakim harus
mempertimbangkan bagaimana istilah tersebut
digunakan dalam keseluruhan peraturan. Apabila
suatu undang-undang memberikan definisi khusus,
definisi tersebut mempunyai arti penting dalam
menentukan  pemaknaan suatu  ketentuan.
Pendekatan demikian membantu mencegah
penggunaan makna kata yang tidak sesuai dengan
konteks hukum.
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Setelah memahami teks secara gramatikal,
hakim dapat menggunakan penafsiran sistematis.
Metode ini melihat suatu ketentuan sebagai bagian
dari sistem hukum yang lebih luas. Hubungan antara
pasal, bab, undang-undang, dan peraturan lain dapat
memberikan petunjuk mengenai makna yang hendak
diterapkan. Penafsiran sistematis membantu
menghindari hasil interpretasi yang bertentangan
dengan ketentuan lain (Merdova dkk, 2023;
Supardin dkk., 2025).

Penafsiran sistematis sangat penting dalam
sistem hukum yang terdiri atas banyak peraturan.
Satu persoalan dapat diatur dalam beberapa
instrumen hukum sekaligus. Ketika terdapat
hubungan antara norma umum dan norma khusus,
hakim harus melihat kedudukan dan hubungan
keduanya. Pemahaman sistematis juga membantu
memastikan bahwa hasil interpretasi tetap konsisten
dengan asas dan prinsip yang berlaku.

Penafsiran historis menggunakan sejarah
sebagai dasar untuk memahami suatu norma. Hakim
dapat memperhatikan proses pembentukan
peraturan, latar belakang politik dan sosial, naskah
akademik, pembahasan legislasi, atau persoalan yang
hendak diselesaikan ketika norma dibentuk.
Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran
mengenai alasan suatu ketentuan dirumuskan
dengan cara tertentu (Serediuk, 2023).

Penafsiran historis mempunyai manfaat
terutama ketika teks mengandung ketidakjelasan.
Sejarah pembentukan dapat memberikan petunjuk
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mengenai maksud awal pembentuk norma. Namun,
sejarah tidak selalu dapat menjadi jawaban tunggal.
Masyarakat dapat berubah secara signifikan sehingga
suatu norma harus dibaca dengan
mempertimbangkan kondisi kontemporer. Hakim
perlu menjaga keseimbangan antara maksud historis
dan kebutuhan hukum masa kini.

Penafsiran teleologis berangkat dari tujuan
yang hendak dicapai oleh suatu norma. Pertanyaan
utama dalam pendekatan ini bukan hanya "apa yang
dikatakan oleh aturan”, tetapi juga "untuk tujuan apa
aturan tersebut dibentuk”. Pendekatan tersebut
memungkinkan hakim melihat fungsi suatu norma
dalam menyelesaikan persoalan sosial. Penafsiran
teleologis sering berkaitan dengan penafsiran
sosiologis karena tujuan hukum tidak dapat
dipisahkan dari kondisi masyarakat (Dugac &
Altwicker, 2025; Merdova dkk., 2023).

Penafsiran sosiologis menempatkan norma
dalam  konteks  perkembangan  masyarakat.
Perubahan sosial dapat membuat suatu aturan
memperoleh persoalan penerapan yang tidak pernah
dibayangkan ketika aturan tersebut dibentuk. Hakim
harus mempertimbangkan bagaimana penerapan
suatu norma akan memengaruhi masyarakat.
Pendekatan ini tidak berarti hakim bebas
mengabaikan hukum tertulis, tetapi memberikan
ruang untuk memahami fungsi norma dalam realitas
sosial.

Penafsiran autentik memiliki karakter
berbeda karena makna suatu ketentuan diberikan
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secara resmi oleh pembentuk peraturan. Apabila
suatu peraturan secara eksplisit memberikan definisi
atau penjelasan terhadap istilah tertentu, hakim
perlu  memperhatikannya. Penafsiran autentik
memberikan tingkat kepastian yang lebih besar
karena sumber maknanya berasal dari pembentuk
norma sendiri. Dalam keadaan tertentu, metode ini
dapat mengurangi ruang interpretasi yang terlalu
luas.

Penafsiran komparatif menggunakan
perbandingan dengan sistem hukum atau praktik
hukum lain. Perbandingan dapat membantu hakim
memahami bagaimana persoalan serupa
diselesaikan dalam yurisdiksi berbeda. Metode
tersebut menjadi semakin relevan dalam hubungan
hukum yang bersifat lintas negara dan dalam
perkembangan hukum global. Kajian mengenai
metode komparatif menunjukkan bahwa
perbandingan dapat menjadi instrumen dalam
proses interpretasi, terutama ketika hakim
menghadapi persoalan yang mempunyai dimensi
transnasional (Mirisan, 2023).

Penafsiran restriktif —digunakan untuk
membatasi ruang lingkup penerapan suatu norma.
Metode ini dapat digunakan ketika penerapan yang
terlalu luas akan menghasilkan konsekuensi yang
tidak sesuai dengan maksud aturan. Sebaliknya,
penafsiran ekstensif memberikan cakupan yang lebih
luas terhadap suatu norma ketika terdapat alasan
hukum yang mendukung perluasan tersebut. Kedua
pendekatan tersebut harus digunakan secara hati-
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hati karena dapat memengaruhi batas hak dan
kewajiban seseorang.

Penafsiran futuristis berorientasi pada
perkembangan hukum yang mungkin terjadi pada
masa mendatang. Metode ini dapat digunakan ketika
hakim menghadapi persoalan yang menunjukkan
perubahan sosial atau teknologi yang sangat cepat.
Tujuannya bukan meramal hukum, melainkan
memastikan bahwa pemaknaan suatu ketentuan
tidak sepenuhnya terputus dari arah perkembangan
masyarakat. Pendekatan tersebut semakin relevan
ketika hukum berhadapan dengan teknologi baru.

Berbagai metode penafsiran tersebut tidak
selalu berdiri sendiri. Hakim dapat
mengombinasikan  beberapa  metode  untuk
menghasilkan pemaknaan yang lebih kuat. Suatu
perkara dapat dimulai dengan analisis gramatikal,
kemudian dilanjutkan dengan pendekatan sistematis
dan teleologis. Jika masih terdapat persoalan,
pertimbangan historis atau komparatif dapat
digunakan. Penggunaan beberapa metode secara
terintegrasi memungkinkan hakim membangun
argumentasi yang lebih lengkap (Merdova dkk., 2023;
Mirisan, 2023).

Pilihan metode harus disesuaikan dengan
karakter permasalahan. Apabila persoalan hanya
berkaitan dengan definisi istilah, penafsiran
gramatikal dan autentik mungkin sudah memadai.
Jika terdapat konflik antarketentuan, pendekatan
sistematis menjadi lebih penting. Jika norma harus
diterapkan terhadap perubahan masyarakat,
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pendekatan teleologis atau sosiologis dapat lebih
relevan. Dengan demikian, metode penafsiran
merupakan instrumen yang dipilih berdasarkan
kebutuhan argumentasi, bukan sekadar prosedur
yang harus selalu digunakan dalam urutan tertentu.

Perkembangan teknologi bahkan mulai
memengaruhi cara penafsiran hukum dikaji.
Penelitian mengenai penggunaan /arge language
models menunjukkan bahwa teknologi dapat

digunakan  untuk  mengklasifikasikan jenis
interpretasi hukum, meskipun penggunaannya tetap
membutuhkan pengawasan dan

pertanggungjawaban manusia (Dugac & Altwicker,
2025). Teknologi dapat membantu mengidentifikasi
pola argumentasi, tetapi keputusan hukum tetap
membutuhkan pertimbangan normatif yang tidak
dapat diserahkan begitu saja kepada mesin.

Pada akhirnya, metode penafsiran berfungsi
memberikan struktur bagi proses berpikir hakim.
Metode membantu menjelaskan dari mana suatu
makna diperoleh dan mengapa makna tersebut
dipilih. Keberadaan metode juga membatasi
kemungkinan subjektivitas karena hakim harus
dapat menunjukkan dasar interpretasinya. Semakin
kompleks suatu perkara, semakin penting pula
kemampuan hakim untuk menggabungkan berbagai
metode secara rasional dan konsisten.

3. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim

Penemuan hukum atau rechtsvinding
merupakan proses yang dilakukan hakim untuk
memperoleh atau membentuk dasar hukum yang
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dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara
ketika ketentuan yang tersedia tidak memberikan
jawaban yang memadai. Persoalan dapat muncul
karena norma tidak jelas, tidak lengkap, saling
bertentangan, atau belum mengatur bentuk
persoalan yang baru. Dalam kondisi demikian, hakim
tetap harus menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya. Penemuan hukum menjadi instrumen
untuk mengatasi jarak antara perkembangan
persoalan konkret dan keterbatasan hukum tertulis
(Pratama dkk., 2024; Rahmad & Zulhendra, 2025).

Penemuan hukum berbeda dari penafsiran,
meskipun keduanya mempunyai hubungan erat.
Penafsiran terutama berusaha menemukan makna
dari norma yang telah ada. Rechtsvinding memiliki
cakupan yang lebih luas karena dapat mencakup
proses menemukan norma atau konstruksi hukum
yang dapat digunakan ketika norma yang tersedia
belum cukup. Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa hakim tidak selalu berhenti pada pertanyaan
mengenai "apa arti aturan”, tetapi dalam keadaan
tertentu harus menjawab pertanyaan mengenai
"bagaimana hukum dapat ditemukan untuk
menyelesaikan persoalan” (Supardin dkk., 2025;
Susilo dkk., 2024).

Kebutuhan terhadap rechtsvinding
merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa
pembentuk  undang-undang tidak  mungkin
mengantisipasi seluruh peristiwa yang akan terjadi.
Masyarakat terus mengalami perubahan dan
menghasilkan bentuk hubungan baru. Teknologi
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dapat melahirkan objek hukum yang sebelumnya
belum dikenal, sedangkan perkembangan ekonomi
dapat menghasilkan model transaksi baru. Hukum
tertulis dapat tertinggal dari perkembangan tersebut
sehingga hakim harus menggunakan instrumen
hukum vyang tersedia untuk memberikan
penyelesaian.

Dalam konteks Indonesia, hakim mempunyai
kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut
memberikan dasar bagi hakim untuk tidak berhenti
pada teks apabila penerapan teks secara mekanis
tidak memberikan penyelesaian yang memadai.
Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilakukan
melalui argumentasi hukum dan tidak boleh
digunakan sebagai dasar untuk bertindak secara
sewenang-wenang (Pratama dkk., 2024; Susilo dkk.,
2024).

Asas hukum mempunyai kedudukan penting
dalam proses penemuan hukum. Ketika tidak
terdapat aturan yang secara langsung mengatur
suatu perkara, asas dapat menjadi pedoman untuk
menentukan arah penyelesaian. Asas keadilan,
kepastian, proporsionalitas, itikad baik,
perlindungan hak, dan asas-asas khusus dalam
bidang hukum tertentu dapat memberikan struktur
bagi argumentasi hakim. Asas berfungsi sebagai
penghubung antara aturan yang bersifat konkret dan
nilai yang menjadi dasar sistem hukum.
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Yurisprudensi juga dapat digunakan sebagai
bahan dalam penemuan hukum. Putusan terdahulu
memberikan gambaran mengenai bagaimana
persoalan serupa pernah diselesaikan. Yurisprudensi
dapat membantu menjaga Kkonsistensi sehingga
perkara yang memiliki karakter serupa tidak diputus
dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda tanpa
alasan. Dalam konteks kewenangan Mahkamah
Konstitusi, rechtsvinding dan yurisprudensi juga
mempunyai arti penting ketika pengadilan
menghadapi  persoalan  konstitusional  yang
berkembang lebih cepat daripada legislasi (Rimawan,
2021; Sujono, 2022).

Kebiasaan dapat menjadi sumber lain dalam
proses penemuan hukum. Kebiasaan memperoleh
relevansi ketika praktik tertentu telah diterima
secara luas dan dianggap mempunyai kekuatan
mengikat dalam lingkungan masyarakat tertentu.
Penggunaan kebiasaan tidak boleh dilakukan secara
sembarangan. Hakim harus memastikan bahwa
kebiasaan tersebut benar-benar mempunyai
karakter yang dapat diakui secara hukum dan tidak
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Doktrin atau pendapat ahli hukum juga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan. Doktrin
membantu hakim memahami konsep, prinsip, dan
perkembangan pemikiran hukum. Meskipun tidak
selalu  mempunyai kekuatan mengikat seperti
peraturan perundang-undangan, doktrin dapat
memberikan dasar argumentatif bagi hakim.
Penggunaannya menjadi lebih kuat apabila
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dikombinasikan dengan sumber hukum lain dan
disesuaikan dengan persoalan konkret.

Penemuan hukum juga dapat menggunakan
metode konstruksi hukum. Konstruksi dilakukan
untuk membentuk hubungan logis antara berbagai
norma sehingga dapat ditemukan penyelesaian
terhadap perkara. Hakim dapat menggunakan
analogi, argumentum a contrario, atau rechtsverfijning
sesuai dengan karakter persoalan. Metode tersebut
memungkinkan hukum memberikan jawaban
terhadap perkara yang tidak sepenuhnya tercakup
dalam rumusan norma (Supardin dkk., 2025; Susilo
dkk., 2024).

Analogi bekerja dengan memperluas
penerapan prinsip atau aturan terhadap keadaan lain
yang memiliki kesamaan relevan. Hakim terlebih
dahulu menemukan persamaan yang bersifat yuridis
antara perkara yang telah diatur dengan perkara
yang belum diatur. Kesamaan tersebut kemudian
menjadi dasar untuk menerapkan konsekuensi
hukum tertentu. Penggunaan analogi harus
dilakukan secara hati-hati karena perluasan norma
dapat memengaruhi ruang lingkup hak dan
kewajiban.

Argumentum a contrario bergerak dengan
logika yang berbeda. Metode ini menarik kesimpulan
berdasarkan keadaan yang secara eksplisit diatur dan
kemudian memahami keadaan yang tidak diatur
sebagai sesuatu yang berbeda. Penggunaan metode
ini membutuhkan ketelitian dalam membaca maksud
norma. Hakim harus memastikan bahwa tidak
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adanya pengaturan memang mempunyai
konsekuensi hukum tertentu dan bukan sekadar
akibat  kelalaian pembentuk undang-undang
(Rahmad & Zulhendra, 2025).

Rechtsverfijning dapat dipahami sebagai
upaya memperhalus atau mempersempit penerapan
suatu norma agar sesuai dengan keadaan konkret.
Norma yang dirumuskan secara umum tidak selalu
dapat diterapkan secara identik terhadap seluruh
keadaan. Melalui pendekatan ini, hakim dapat
memberikan batas yang lebih tepat terhadap
cakupan norma. Tujuannya bukan menghilangkan
norma, tetapi menghasilkan penerapan yang lebih
proporsional (Sujono, 2022; Susilo dkk., 2024).

Penemuan hukum juga dapat memanfaatkan
pendekatan komparatif. Perkembangan hubungan
hukum lintas negara membuat persoalan tertentu
mempunyai kemiripan dengan perkara yang pernah
muncul dalam sistem hukum lain. Perbandingan
dapat memberikan perspektif tambahan mengenai
kemungkinan penyelesaian. Namun, hukum asing
tidak dapat secara otomatis dipindahkan ke dalam
sistem nasional karena setiap negara mempunyai
konstitusi, struktur hukum, nilai, dan konteks sosial
yang berbeda (Mirisan, 2023).

Salah satu contoh penting rechtsvinding
muncul ketika pengadilan menghadapi persoalan
yang belum mempunyai dasar norma yang lengkap.
Studi mengenai pencabutan pengangkatan anak
menunjukkan bagaimana penemuan hukum dapat
diperlukan ketika terdapat kekosongan norma dan
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hakim harus membangun penyelesaian berdasarkan
sistem hukum yang tersedia (Rahmad & Zulhendra,
2025). Perkara seperti ini menunjukkan bahwa
rechtsvinding bukan aktivitas teoritis semata, tetapi
dapat menentukan perlindungan hukum terhadap
pihak yang terlibat dalam perkara konkret.

Dalam perkara konstitusional, rechtsvinding
mempunyai dimensi yang lebih luas. Mahkamah
Konstitusi tidak hanya berhadapan dengan aturan
biasa, tetapi juga harus menghubungkan undang-
undang dengan prinsip dan norma konstitusi. Proses
pengujian undang-undang dapat menghasilkan
pemaknaan konstitusional tertentu yang
memengaruhi perkembangan hukum nasional.
Dimensi filosofis dalam penemuan hukum
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa proses
tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai yang
terkandung dalam konstitusi (Rimawan, 2021).

Penemuan hukum tidak berarti hakim
mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang.
Perbedaan tersebut harus dipertahankan agar
pembagian kekuasaan tetap berjalan. Hakim
menemukan hukum untuk menyelesaikan perkara
konkret berdasarkan sumber dan prinsip hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan
hukum secara umum dan abstrak tetap merupakan
kewenangan pembentuk undang-undang sesuai
dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, rechtsvinding merupakan
mekanisme adaptasi hukum terhadap kenyataan.
Melalui penemuan hukum, sistem hukum dapat
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memberikan jawaban terhadap persoalan yang
belum diatur secara memadai. Akan tetapi,
kemampuan adaptasi tersebut harus berjalan
bersama pembatasan kewenangan. Hakim harus
dapat menunjukkan sumber, metode, dan alasan yang
digunakan sehingga penemuan hukum tetap berada
dalam kerangka negara hukum.

4. Penalaran Hukum dan Batas Kebebasan Hakim
dalam Penemuan Hukum

Penafsiran dan rechtsvinding tidak dapat
dipisahkan dari penalaran hukum. Hakim
membutuhkan penalaran untuk menghubungkan
fakta, norma, bukti, asas, dan kesimpulan hukum.
Penalaran menjadi mekanisme yang menjelaskan
bagaimana hakim bergerak dari persoalan konkret
menuju putusan. Karena itu, kualitas rechtsvinding
sangat bergantung pada kualitas penalaran yang
digunakan.

Penalaran deduktif merupakan salah satu
bentuk penalaran yang sering ditemukan dalam
penerapan hukum. Dalam pola ini, hakim bergerak
dari norma yang Dbersifat umum menuju
penerapannya terhadap fakta konkret. Norma
berfungsi sebagai premis mayor, fakta perkara
menjadi premis minor, sedangkan putusan
merupakan kesimpulan. Model tersebut memberikan
struktur yang jelas bagi penerapan aturan (Supardin
dkk., 2025).

Namun, penerapan hukum tidak selalu
sesederhana silogisme. Persoalan utama sering kali
justru terletak pada penentuan norma yang relevan
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dan penetapan fakta yang mempunyai arti hukum.
Sebelum menarik kesimpulan, hakim harus
menafsirkan norma dan menilai bukti. Dengan
demikian, penalaran hukum juga mempunyai
dimensi interpretatif dan evaluatif.

Penalaran induktif bekerja dari sejumlah
fakta atau pola tertentu menuju suatu kesimpulan
yang lebih umum. Dalam praktik, hakim dapat
memperhatikan pola fakta, bukti, dan keadaan
perkara untuk menentukan kesimpulan tertentu.
Penalaran induktif dapat membantu ketika perkara
memiliki kompleksitas faktual yang tinggi. Namun,
hasilnya tetap harus ditempatkan dalam kerangka
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analogi merupakan salah satu bentuk
penalaran yang penting dalam rechtsvinding. Hakim
mencari kesamaan yang relevan antara perkara yang
sudah diatur dengan perkara yang belum
memperoleh pengaturan secara langsung. Kesamaan
tersebut kemudian digunakan untuk menentukan
kemungkinan penerapan konsekuensi hukum.
Penggunaan analogi harus dibangun berdasarkan
persamaan yang mempunyai relevansi hukum, bukan
sekadar kemiripan fakta (Jarrah dkk., 2024; Susilo
dkk., 2024).

Argumentum a contrario menggunakan logika
kebalikan. Apabila suatu norma secara khusus
mengatur keadaan tertentu, hakim dapat
mempertimbangkan bahwa keadaan yang berada di
luar cakupan tersebut mempunyai konsekuensi yang
berbeda. Metode ini dapat membantu menentukan
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batas suatu norma. Namun, penggunaannya harus
didukung analisis mengenai tujuan dan struktur
ketentuan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang
bertentangan dengan sistem hukum (Rahmad &
Zulhendra, 2025).

Konstruksi hukum menjadi penting ketika
tidak terdapat aturan yang secara langsung dapat
diterapkan. Melalui konstruksi, hakim menyusun
hubungan antara berbagai norma dan asas sehingga
diperoleh dasar penyelesaian. Konstruksi hukum
tidak sama dengan menciptakan norma secara bebas.
Konstruksi tetap harus memiliki hubungan dengan
sistem hukum yang berlaku dan fakta konkret yang
sedang diperiksa (Sujono, 2022; Susilo dkk., 2024).

Penalaran  hukum juga memerlukan
konsistensi. Hakim yang menggunakan metode
tertentu dalam suatu perkara perlu memberikan
alasan apabila perkara berikutnya mempunyai
keadaan serupa tetapi diputus dengan pendekatan
berbeda. Konsistensi bukan berarti semua perkara
harus menghasilkan putusan yang identik.
Konsistensi berarti perbedaan hasil harus dapat
dijelaskan berdasarkan perbedaan fakta, norma, atau
alasan hukum yang relevan.

Kebebasan hakim merupakan salah satu
unsur penting dalam kekuasaan kehakiman. Hakim
membutuhkan kebebasan agar dapat memutus
perkara tanpa tekanan dari pihak luar. Tanpa
independensi, proses penafsiran dan penemuan
hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik,
ekonomi, atau tekanan sosial. Namun, kebebasan
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tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan
absolut (Serediuk, 2023; Susilo dkk., 2024).

Batas kebebasan hakim pertama-tama
berasal dari teks hukum. Hakim tidak dapat
mengabaikan aturan yang berlaku tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Penafsiran dapat
memberikan ruang untuk menentukan makna
norma, tetapi ruang tersebut tetap memiliki batas.
Semakin jauh interpretasi bergerak dari bunyi teks,
semakin kuat pula kebutuhan untuk menjelaskan
dasar sistematis, teleologis, historis, atau prinsip
yang mendukungnya.

Batas berikutnya berasal dari konstitusi dan
asas hukum. Putusan tidak boleh bertentangan
dengan prinsip dasar negara hukum dan hak-hak
yang dijamin oleh konstitusi. Asas hukum juga
memberikan kerangka agar rechtsvinding tidak
dilakukan berdasarkan pertimbangan yang semata-
mata subjektif. Dengan demikian, kebebasan hakim
harus ditempatkan dalam struktur hukum yang lebih
tinggi.

Tujuan hukum juga menjadi batas substantif.
Hakim  harus mempertimbangkan keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam
menentukan penyelesaian. Suatu interpretasi yang
memberikan hasil sangat tidak adil dapat
menimbulkan persoalan legitimasi. Sebaliknya,
interpretasi yang terlalu fleksibel dapat mengurangi
kepastian dan konsistensi hukum. Keseimbangan
ketiga nilai tersebut menjadi bagian penting dalam
proses penalaran hakim.
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Integritas argumentasi merupakan batas lain
yang tidak kalah penting. Hakim harus mampu
menunjukkan hubungan logis antara premis dan
kesimpulan. Alasan putusan harus dapat dibaca dan
diuji oleh para pihak maupun masyarakat. Putusan
yang tidak memiliki alasan yang memadai dapat
menimbulkan  persoalan  legitimasi  karena
masyarakat tidak mengetahui bagaimana hakim
sampai pada kesimpulan tertentu.

Bahaya vyang perlu dihindari adalah
penggunaan interpretasi sebagai sarana untuk
menghasilkan putusan yang telah ditentukan
sebelumnya. Jika hakim terlebih dahulu menentukan
hasil kemudian mencari dasar hukum yang
membenarkannya, proses penalaran kehilangan
objektivitas. Penafsiran seharusnya bergerak dari
norma dan fakta menuju kesimpulan, bukan
sebaliknya. Persoalan tersebut menjadikan integritas
hakim sebagai unsur yang sangat penting.

Kewenangan hakim yang terlalu luas juga
dapat  menimbulkan  persoalan = pembagian
kekuasaan. Apabila hakim menggunakan
rechtsvinding untuk menghasilkan aturan yang
bersifat umum dan abstrak tanpa hubungan yang
memadai dengan perkara konkret, fungsi yudisial
dapat mendekati fungsi legislatif. Karena itu,
penemuan hukum harus tetap mempunyai hubungan
langsung dengan kebutuhan penyelesaian perkara
(Serediuk, 2023; Susilo dkk., 2024).

Yurisprudensi dapat menjadi instrumen
untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan
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konsistensi. Hakim tetap dapat melakukan
interpretasi sesuai dengan karakter perkara, tetapi
putusan sebelumnya dapat menjadi bahan
pertimbangan. Dalam sistem hukum Indonesia,
yurisprudensi tidak mempunyai posisi identik
dengan prinsip stare decisis dalam Common Law,
tetapi konsistensi putusan tetap mempunyai nilai
dalam menciptakan prediktabilitas.

Penalaran hakim juga harus
mempertimbangkan perkembangan ilmu dan
masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan
teknologi, ekonomi digital, atau hak asasi manusia
dapat membutuhkan pengetahuan di luar hukum
positif secara sempit. Hal tersebut tidak berarti
hakim menyerahkan penilaian hukum kepada ilmu
lain. Pengetahuan interdisipliner digunakan sebagai
bahan untuk memahami fakta dan konteks sebelum
norma diterapkan.

Dalam konteks peradilan agama, misalnya,
penalaran hakim dapat melibatkan norma hukum,
prinsip syariah, yurisprudensi, dan kondisi sosial
para pihak. Penelitian mengenai putusan pengadilan
agama dalam perkara pembiayaan syariah
menunjukkan pentingnya legal reasoning dalam
menghubungkan sumber hukum dengan fakta
perkara (Supardin dkk., 2025). Hal tersebut
memperlihatkan bahwa penalaran hukum selalu
berhubungan dengan karakter bidang hukum yang
diperiksa.

Pendekatan progresif juga memberikan
ruang bagi hakim untuk memahami hukum sebagai
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sarana mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan
tersebut tidak menempatkan hukum sebagai teks
yang terpisah dari masyarakat. Namun, progresivitas
tetap membutuhkan batas karena putusan harus
memiliki legitimasi hukum. Hakim tidak cukup
mengatakan bahwa suatu keputusan dianggap adil;
hakim harus menjelaskan dasar hukum yang
membuat keputusan tersebut dapat diterima.

Pada akhirnya, kebebasan hakim harus
dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung
jawab. Hakim bebas dari intervensi, tetapi tidak
bebas dari hukum. Hakim bebas menafsirkan, tetapi
tidak bebas mengabaikan argumentasi. Hakim dapat
menemukan  hukum, tetapi tidak  bebas
menggantikan seluruh fungsi pembentuk undang-
undang. Kerangka tersebut menjaga agar
rechtsvinding menjadi sarana perkembangan hukum
tanpa merusak prinsip negara hukum.

5. Penerapan Penafsiran dan Penemuan Hukum
dalam Perkembangan Hukum Modern

Perubahan masyarakat menyebabkan hukum
terus berhadapan dengan persoalan baru. Norma
yang dibentuk dalam kondisi sosial tertentu dapat
menghadapi persoalan yang berbeda ketika
diterapkan beberapa tahun kemudian.
Perkembangan teknologi, perubahan struktur
ekonomi, globalisasi, dan transformasi hubungan
sosial menghasilkan fakta-fakta yang tidak selalu
sesuai dengan kategori hukum tradisional. Kondisi
tersebut menjadikan penafsiran dan rechtsvinding
semakin penting dalam praktik peradilan.
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Digitalisasi merupakan salah satu bidang
yang paling jelas menunjukkan persoalan tersebut.
Aktivitas masyarakat kini berlangsung melalui
platform digital, jaringan elektronik, dan sistem
berbasis data. Hubungan hukum dapat terjadi tanpa
pertemuan fisik dan tanpa menggunakan dokumen
konvensional. Hakim harus menentukan bagaimana
konsep hukum yang telah ada diterapkan terhadap
bentuk hubungan tersebut.

Kehadiran kecerdasan artifisial memberikan
tantangan yang lebih kompleks. Al dapat
menghasilkan teks, mengambil keputusan berbasis
algoritma, mengolah data, dan digunakan dalam
aktivitas ekonomi maupun administrasi. Pertanyaan
hukum yang muncul tidak selalu dapat dijawab
menggunakan kategori lama. Perkembangan
teknologi digital telah mendorong perubahan
terhadap teori dan praktik hukum, termasuk cara
memahami subjek, objek, tanggung jawab, serta
pembuktian hukum (Gulyaeva dkk., 2025).

Persoalan hak asasi manusia juga mengalami
perubahan dalam era digital. Hak privasi,
perlindungan data, kebebasan berekspresi, akses
terhadap informasi, dan keamanan digital
memperoleh dimensi baru. Hak yang sebelumnya
dilindungi dalam ruang fisik kini harus diterapkan
dalam lingkungan digital. Perubahan tersebut
berimplikasi terhadap praktik peradilan karena
hakim harus memahami bagaimana prinsip hak asasi
diterapkan terhadap teknologi baru (Razmetaeva
dkk., 2022).
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Globalisasi juga memperluas ruang lingkup
persoalan hukum. Transaksi ekonomi, migrasi,
investasi, perdagangan, dan komunikasi dapat
melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hakim dapat
menghadapi konflik hukum, dokumen asing, atau
prinsip internasional. Dalam keadaan tersebut,
metode komparatif dapat membantu memberikan
perspektif terhadap cara sistem hukum lain
menyelesaikan persoalan yang serupa (Mirisan,
2023).

Interaksi antara hukum nasional dan hukum
internasional membuat proses penafsiran semakin
kompleks. Hakim perlu mempertimbangkan posisi
hukum internasional dalam sistem nasional,
hubungan antara norma nasional dan kewajiban
internasional, serta nilai yang telah diterima dalam
perkembangan hukum global. Proses tersebut harus
tetap memperhatikan konstitusi dan struktur hukum
nasional sehingga penerimaan perspektif global tidak
berarti menghilangkan karakter hukum nasional.

Perubahan sosial juga dapat memengaruhi
pemaknaan terhadap hak dan kewajiban. Suatu
norma yang dahulu dipahami secara sempit dapat
memperoleh makna berbeda ketika masyarakat
mengalami perubahan. Hakim harus mampu
membaca perubahan tersebut tanpa mengabaikan
batas hukum. Perkembangan isi hak asasi manusia
dalam konteks globalisasi menunjukkan bahwa
pemaknaan terhadap hak dapat mengalami
transformasi seiring perubahan sosial dan politik
(Balynska dkk., 2024).

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 213



Penafsiran kontekstual menjadi semakin
relevan dalam kondisi tersebut. Hakim tidak cukup
membaca teks secara terpisah dari lingkungan sosial.
Konteks pembentukan norma, perkembangan
masyarakat, dan dampak penerapan harus menjadi
bagian dari pertimbangan. Pendekatan tersebut
memungkinkan hukum tetap memiliki relevansi
meskipun menghadapi keadaan yang berbeda dari
kondisi ketika norma dibentuk.

Dalam praktik, putusan pengadilan dapat
menjadi sarana perkembangan hukum. Ketika
legislasi belum mampu merespons persoalan baru,
putusan dapat memberikan pemaknaan terhadap
norma yang tersedia. Putusan tersebut dapat menjadi
referensi bagi perkara berikutnya dan memberikan
arah terhadap perkembangan yurisprudensi. Dalam
konteks tertentu, rechtsvinding melalui putusan dapat
mengisi ruang yang belum secara memadai diatur
oleh pembentuk undang-undang (Rimawan, 2021;
Sujono, 2022).

Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi
penting dalam perkembangan tersebut. Melalui
pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi
dapat memberikan interpretasi terhadap norma
konstitusional dan menentukan bagaimana suatu
ketentuan undang-undang harus dipahami dalam
hubungannya dengan konstitusi. Aktivitas tersebut
menunjukkan bahwa penemuan hukum mempunyai
dimensi konstitusional yang dapat memengaruhi
perkembangan sistem hukum secara luas (Rimawan,
2021).
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Peradilan agama juga menunjukkan
bagaimana rechtsvinding berkembang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Perkara yang berkaitan
dengan pembiayaan syariah, misalnya,
membutuhkan hubungan antara hukum nasional,
prinsip syariah, doktrin, serta fakta transaksi.
Penalaran hakim menjadi instrumen untuk
menentukan bagaimana berbagai sumber tersebut
dapat digunakan secara  harmonis dalam
penyelesaian perkara (Supardin dkk., 2025).

Pendekatan progresif dapat digunakan ketika
penerapan hukum secara formal tidak cukup untuk
mencapai tujuan keadilan. Dalam pendekatan
tersebut, hakim melihat hukum sebagai sarana untuk
menyelesaikan persoalan manusia dan bukan
sekadar sebagai teks yang harus diterapkan secara
mekanis. Konsep  progressive  ijtihad  juga
menunjukkan bagaimana penemuan hukum dapat
digunakan dalam konteks peradilan agama ketika
hakim  menghadapi  perubahan  kebutuhan
masyarakat (Hamid, 2024).

Namun, hukum progresif tidak boleh
diartikan sebagai kebebasan untuk mengabaikan
aturan. Progresivitas harus tetap mempunyai dasar
hukum dan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hakim perlu menjelaskan
mengapa pendekatan tertentu diperlukan dan
bagaimana pendekatan tersebut masih berada dalam
kerangka kewenangan yudisial. Dengan demikian,
hukum progresif dan kepastian hukum bukan dua
konsep yang harus selalu dipertentangkan.
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Teknologi juga dapat membantu proses
interpretasi. Penggunaan sistem digital dan
kecerdasan artifisial memungkinkan pencarian
putusan, pemetaan peraturan, identifikasi pola
argumentasi, dan pengelompokan dokumen hukum
dilakukan lebih cepat. Penelitian mengenai klasifikasi
interpretasi hukum menggunakan large language
models  menunjukkan adanya  kemungkinan
pemanfaatan teknologi dalam memahami pola
interpretasi (Dugac & Altwicker, 2025).

Meskipun demikian, teknologi tidak dapat
menggantikan tanggung jawab hakim dalam
mengambil keputusan. Sistem Al dapat memberikan
rekomendasi atau menemukan pola, tetapi tidak
mempunyai legitimasi yudisial untuk menentukan
keadilan bagi para pihak. Hakim tetap harus menilai
relevansi informasi, memeriksa dasar hukum,
mempertimbangkan hak para pihak, dan
bertanggung jawab atas putusan. Pemanfaatan
teknologi karena itu harus ditempatkan sebagai alat
bantu, bukan sebagai pengganti fungsi kehakiman
(Gulyaeva dkk., 2025).

Penggunaan teknologi juga menimbulkan
persoalan baru mengenai transparansi dan
akuntabilitas. Apabila suatu rekomendasi hukum
diperoleh dari algoritma, perlu diketahui dasar dan
keterbatasan proses tersebut. Algoritma dapat
menghasilkan bias apabila data yang digunakan juga
mengandung bias. Oleh karena itu, penggunaan
teknologi dalam praktik hukum harus disertai
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pengawasan manusia dan mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas.

Perubahan hukum modern juga menuntut
kemampuan hakim memahami persoalan secara
interdisipliner. Perkara teknologi dapat
membutuhkan  pengetahuan mengenai ilmu
komputer. Perkara ekonomi digital dapat
membutuhkan pemahaman mengenai model bisnis
dan sistem keuangan. Perkara lingkungan dapat
membutuhkan pengetahuan ilmiah.
Interdisiplinaritas tidak menghilangkan karakter
hukum, tetapi membantu hakim memahami fakta
dan konsekuensi dari putusan yang akan diambil.

Penafsiran dan rechtsvinding juga harus
mempertimbangkan perlindungan kelompok yang
rentan. Perubahan teknologi tidak memberikan
manfaat yang sama kepada seluruh masyarakat.
Sebagian kelompok dapat mempunyai akses lebih
besar terhadap informasi dan sumber daya,
sementara kelompok lain menghadapi hambatan.
Hakim perlu memperhatikan kemungkinan bahwa
penerapan suatu norma secara formal dapat
menghasilkan dampak yang tidak proporsional.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa
keadilan substantif semakin penting dalam hukum
modern. Keadilan tidak hanya berarti memberikan
perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga
memperhatikan kondisi dan dampak nyata terhadap
para pihak. Penafsiran hukum dapat digunakan untuk
memastikan bahwa norma tidak diterapkan dengan
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cara yang menghasilkan diskriminasi atau
ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan.

Pada saat yang sama, kepastian hukum tetap
menjadi kebutuhan utama. Masyarakat
membutuhkan kemampuan untuk memperkirakan
bagaimana hukum akan diterapkan. Apabila setiap
perubahan sosial selalu menghasilkan interpretasi
yang berbeda tanpa pola yang jelas, masyarakat akan
mengalami ketidakpastian. Karena itu,
perkembangan hukum melalui rechtsvinding harus
disertai konsistensi dan alasan putusan yang terbuka.

Kemanfaatan juga harus menjadi
pertimbangan. Putusan hukum  mempunyai
konsekuensi sosial dan ekonomi. Ketika hakim
menentukan suatu interpretasi, keputusan tersebut
dapat memengaruhi perilaku masyarakat, hubungan
bisnis, kebijakan publik, dan perlindungan hak.
Pertimbangan terhadap konsekuensi tidak berarti
hakim menggantikan fungsi pembuat kebijakan,
tetapi memastikan bahwa penerapan hukum tidak
menghasilkan akibat yang jelas-jelas bertentangan
dengan tujuan hukum.

Ketiga nilai tersebut—keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan—harus ditempatkan dalam
hubungan yang seimbang. Keadilan memberikan
orientasi moral, kepastian memberikan stabilitas,
sedangkan kemanfaatan memberikan ukuran
terhadap dampak sosial. Ketegangan antara
ketiganya merupakan bagian dari proses penemuan
hukum. Hakim harus membangun argumentasi yang
menunjukkan mengapa suatu nilai memperoleh
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penekanan tertentu dalam perkara yang sedang
diperiksa.

Perkembangan hukum  modern juga
memperlihatkan bahwa batas antara berbagai bidang
hukum semakin cair. Perkara ekonomi dapat
berkaitan dengan teknologi dan perlindungan data.
Perkara pidana dapat melibatkan bukti digital.
Perkara perdata dapat melibatkan kontrak elektronik
dan aset digital. Persoalan konstitusional dapat
berkaitan dengan algoritma, privasi, dan kebebasan
berekspresi. Keadaan tersebut membuat penafsiran
hukum membutuhkan perspektif yang semakin luas.

Dalam situasi demikian, rechtsvinding
berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sistem
hukum. Hukum tidak harus selalu menunggu
pembentuk undang-undang untuk menjawab setiap
perubahan yang terjadi. Hakim dapat memberikan
penyelesaian berdasarkan hukum yang tersedia
melalui interpretasi dan konstruksi. Namun, apabila
suatu persoalan membutuhkan pengaturan baru
yang bersifat umum dan mendasar, pembentuk
undang-undang tetap mempunyai peran utama
dalam melakukan pembaruan regulasi.

Hubungan antara hakim dan pembentuk
undang-undang dengan demikian harus dipahami
sebagai hubungan yang saling melengkapi. Legislator
membentuk norma umum, sedangkan hakim
menerapkannya terhadap perkara konkret. Ketika
ditemukan kekosongan atau ketidakjelasan, hakim
dapat melakukan rechtsvinding. Putusan yang
menunjukkan adanya persoalan sistemik kemudian
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dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-
undang untuk melakukan pembaruan regulasi.

Penafsiran dan rechtsvinding pada akhirnya
menjadi instrumen penting dalam menjaga hukum
agar tetap hidup. Hukum yang tidak dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan akan
kehilangan relevansi. Sebaliknya, hukum yang terlalu
mudah berubah melalui interpretasi dapat
kehilangan kepastian. Posisi hakim berada di antara
kedua kebutuhan tersebut. Hakim harus mampu
menjaga  kesinambungan  hukum  sekaligus
memberikan respons terhadap persoalan baru.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan
perubahan masyarakat karena itu tidak hanya
menciptakan persoalan hukum baru, tetapi juga
mengubah cara hukum dipahami. Hakim dituntut
memiliki kemampuan membaca teks, memahami
konteks, melakukan penalaran, dan menggunakan
berbagai sumber hukum. Kewenangan tersebut
harus disertai integritas dan tanggung jawab agar
perkembangan hukum tidak bergeser menjadi
kekuasaan yudisial tanpa batas.

Dengan demikian, penerapan penafsiran dan
rechtsvinding dalam hukum modern harus diarahkan
pada pembentukan hukum yang responsif tetapi
tetap terkendali. Responsivitas dibutuhkan agar
hukum mampu menjawab perubahan. Konsistensi
diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian.
Perlindungan hak harus menjadi batas agar
perkembangan hukum tidak mengorbankan individu.
Argumentasi yang terbuka menjadi dasar agar setiap
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keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara
akademik, yuridis, dan etis.
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BAB Vil

TRANSFORMASI HUKUM DI ERA
DIGITAL DAN TANTANGAN
HUKUM GLOBAL

Perkembangan teknologi informasi telah
mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
Aktivitas komunikasi, perdagangan, pelayanan publik,
pendidikan, perbankan, hingga hubungan antarnegara
semakin banyak dilakukan melalui jaringan digital.
Perubahan tersebut tidak hanya menghasilkan bentuk
teknologi baru, tetapi juga melahirkan hubungan,
kepentingan, risiko, dan konflik yang mempunyai
konsekuensi hukum. Hukum yang sebelumnya banyak
bekerja melalui dokumen fisik, pertemuan langsung, dan
batas wilayah teritorial kini harus berhadapan dengan
transaksi elektronik, identitas digital, data, algoritma,
kecerdasan artifisial, serta aktivitas lintas negara.

Transformasi tersebut menjadikan hukum tidak
lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma
yang mengatur hubungan sosial secara konvensional.
Hukum juga berhadapan dengan infrastruktur teknologi
yang menjadi medium berlangsungnya hubungan
tersebut. Platform digital, sistem informasi, basis data,
jaringan elektronik, dan algoritma pada kenyataannya
dapat menentukan bagaimana suatu hubungan
berlangsung dan bagaimana suatu keputusan dibuat.
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Digitalisasi dengan demikian tidak sekadar mengubah
alat yang digunakan dalam kegiatan hukum, tetapi juga
mengubah karakter hubungan hukum, objek yang diatur,
serta cara negara menjalankan fungsi pemerintahan dan
penegakan hukum (Dudnyk, 2026; Manko dkk., 2023;
Tikhomirov dkk., 2021).

Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan
persoalan baru mengenai batas kewenangan negara.
Aktivitas digital dapat dilakukan oleh seseorang yang
berada di satu negara, menggunakan platform yang
berkedudukan di negara lain, menyimpan data pada
server di negara ketiga, dan menimbulkan kerugian
terhadap pihak yang berada di negara keempat. Struktur
demikian membuat batas geografis yang selama ini
menjadi dasar utama yurisdiksi hukum menjadi semakin
kompleks. Persoalan tersebut kemudian berhubungan
dengan kedaulatan digital, perlindungan data, keamanan
siber, kejahatan lintas batas, serta kebutuhan kerja sama
internasional.

Transformasi hukum juga mengubah posisi
individu dalam sistem hukum. Masyarakat tidak hanya
menjadi objek pengaturan, tetapi juga menjadi pengguna
aktif berbagai layanan digital. Individu menghasilkan
data melalui aktivitas sehari-hari, melakukan transaksi
elektronik, menggunakan media sosial, berinteraksi
dengan sistem otomatis, dan memberikan informasi
pribadi kepada berbagai penyelenggara layanan. Data
yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk
berbagai tujuan, mulai dari pelayanan hingga
pengambilan keputusan berbasis algoritma. Kondisi
tersebut menciptakan  kebutuhan baru untuk
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memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap
menghormati hak dan kebebasan individu.

Di bidang ekonomi, digitalisasi menghasilkan
model hubungan hukum yang jauh lebih kompleks.
Perdagangan elektronik mempertemukan konsumen dan
pelaku usaha tanpa kehadiran fisik. Platform digital
dapat berperan sebagai perantara, penyedia sistem
pembayaran, pengelola informasi, sekaligus pihak yang
menentukan aturan interaksi antarpengguna. Fintech,
aset digital, layanan berbasis aplikasi, dan model bisnis
berbasis data kemudian menciptakan hubungan
multipihak yang sulit ditempatkan secara sederhana
dalam kategori hubungan hukum konvensional
(Cauffman & Goanta, 2021; Mashdurohatun, 2026; P. G.
Sari dkk., 2025).

Dalam konteks global, perkembangan tersebut
mendorong semakin kuatnya interaksi antara hukum
nasional dan hukum internasional. Negara tidak dapat
sepenuhnya mengatur persoalan digital hanya
berdasarkan batas teritorialnya sendiri. Kejahatan siber,
arus data, perdagangan digital, investasi teknologi, dan
layanan berbasis platform membutuhkan koordinasi
lintas negara. Hukum nasional tetap mempunyai peranan
utama dalam melindungi kepentingan masyarakat, tetapi
efektivitasnya semakin bergantung pada kemampuan
negara membangun kerja sama hukum dengan negara
lain.

Bab ini membahas transformasi hukum secara
bertahap melalui lima pembahasan utama. Pertama,
perubahan hukum akibat digitalisasi dan munculnya
mekanisme hukum berbasis elektronik. Kedua, persoalan
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data, privasi, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber.
Ketiga, perkembangan perdagangan digital dan ekonomi
platform. Keempat, hubungan hukum nasional dengan
hukum internasional dalam era globalisasi. Kelima,
tantangan dan arah pembangunan hukum nasional agar
mampu merespons perkembangan teknologi dan
perubahan global tanpa kehilangan prinsip perlindungan
hak dan kedaulatan hukum.

1. Transformasi Hukum dalam Era Digital

Transformasi hukum dalam era digital dapat
dipahami sebagai perubahan terhadap cara hukum
dibentuk, digunakan, diterapkan, dan ditegakkan
sebagai akibat dari perkembangan teknologi
informasi. Hukum tidak lagi hanya bekerja melalui
dokumen fisik dan prosedur tatap muka, tetapi
semakin terintegrasi dengan sistem elektronik,
identitas digital, registri daring, platform pelayanan
publik, dan mekanisme transaksi elektronik.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi
telah memasuki struktur kerja hukum dan
pemerintahan secara lebih mendalam (Ennan, 2024;
Tikhomirov dkk., 2021).

Perubahan pertama terlihat pada bentuk
dokumen dan bukti hukum. Dokumen yang dahulu
disimpan dalam bentuk kertas kini dapat dibuat,
dikirim, disimpan, dan diverifikasi secara elektronik.
Perubahan ini menciptakan efisiensi, tetapi sekaligus
menimbulkan persoalan mengenai autentisitas,
integritas, keamanan, serta pembuktian. Dokumen
elektronik harus dapat menunjukkan bahwa
informasi yang terkandung di dalamnya benar, tidak
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mengalami perubahan yang tidak sah, dan dapat
dikaitkan dengan pihak yang membuat atau
mengirimkannya. Digitalisasi dokumen karena itu
membutuhkan mekanisme hukum yang mampu
memberikan kepercayaan terhadap informasi
elektronik (Dudnyk, 2026).

Tanda tangan elektronik merupakan salah
satu contoh bagaimana hukum menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi. Dalam transaksi
konvensional, tanda tangan berfungsi sebagai salah
satu sarana untuk mengidentifikasi pihak dan
menunjukkan persetujuan. Dalam lingkungan digital,
fungsi tersebut harus diwujudkan melalui teknologi
yang dapat memastikan identitas dan integritas
dokumen. Perubahan tersebut memperlihatkan
bahwa teknologi dan hukum tidak dapat lagi
dipisahkan secara tegas ketika membahas validitas
suatu tindakan hukum.

Transaksi elektronik juga mengubah pola
pembentukan hubungan hukum. Para pihak dapat
membuat perjanjian tanpa bertemu secara langsung
dan tanpa menggunakan dokumen fisik. Persetujuan
dapat diberikan melalui sistem elektronik, aplikasi,
situs web, atau mekanisme digital lainnya. Keadaan
tersebut menyebabkan hukum kontrak harus
memperhatikan bagaimana persetujuan dibentuk,
kapan hubungan hukum dianggap lahir, bagaimana
identitas pihak diverifikasi, serta bagaimana bukti
transaksi disimpan.

Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi
terhadap konsep kehadiran dalam hubungan hukum.
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Dalam transaksi konvensional, lokasi para pihak
sering kali mudah ditentukan. Dalam transaksi
digital, pihak-pihak yang terlibat dapat berada di
wilayah hukum yang berbeda. Sistem yang digunakan
juga dapat dikelola oleh perusahaan yang
berkedudukan di negara lain. Kondisi ini membuat
penentuan hukum yang berlaku dan forum
penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks.

Digitalisasi juga mengubah pelayanan publik.
Pemerintah dapat menyediakan layanan administrasi
melalui sistem daring sehingga masyarakat tidak
selalu harus datang secara langsung ke kantor
pemerintahan. Registrasi, pembayaran, pengajuan
dokumen, perizinan, dan berbagai bentuk pelayanan
dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
Digitalisasi layanan publik diarahkan antara lain
untuk mengurangi penggunaan kertas, mempercepat
pelayanan, menyederhanakan prosedur, serta
meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang
terjadinya korupsi (Manko dkk., 2023).

Perubahan dalam pelayanan publik tidak
hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi.
Sistem digital juga menciptakan bentuk baru
hubungan antara warga negara dan negara.
Pemerintah memperoleh kemampuan untuk
mengelola informasi masyarakat dalam jumlah besar
dan menggunakan data tersebut untuk memberikan
layanan. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat
meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Di sisi
lain, semakin besar kemampuan negara
mengumpulkan dan mengolah data, semakin besar
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pula kebutuhan untuk memberikan perlindungan
terhadap hak privasi dan mencegah penyalahgunaan
kewenangan.

Registri digital menjadi bagian penting dalam
perubahan tersebut. Data mengenai kepemilikan,
administrasi kependudukan, perizinan, dan berbagai
informasi publik dapat disimpan dalam sistem
elektronik. Registri digital dapat meningkatkan
akurasi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga
menciptakan kebutuhan untuk menjaga keamanan
dan integritas basis data. Gangguan terhadap registri
dapat menimbulkan akibat hukum dan administratif
yang luas.

Digitalisasi juga mengubah cara aparat
penegak hukum bekerja. Informasi elektronik dapat
menjadi bagian dari proses penyelidikan, penyidikan,
pemeriksaan, dan pembuktian. Komunikasi digital,
transaksi elektronik, rekaman sistem, serta informasi
dari berbagai perangkat dapat menjadi sumber
informasi dalam proses hukum. Keadaan tersebut
membutuhkan  kemampuan teknis sekaligus
kerangka hukum yang menentukan bagaimana
informasi tersebut diperoleh, disimpan, diverifikasi,
dan digunakan secara sah.

Perubahan teknologi juga menghasilkan
volume informasi hukum yang sangat besar.
Peraturan, putusan pengadilan, dokumen
administrasi, dan berbagai data hukum dapat
disimpan dalam sistem digital. Kondisi tersebut
membuka peluang penggunaan teknologi untuk
pencarian, klasifikasi, dan analisis informasi hukum.
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Namun, kemampuan teknologi tersebut harus tetap
ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian karena
informasi digital tidak selalu identik dengan
informasi yang benar atau relevan.

Digitalisasi hukum pada akhirnya
memperlihatkan perubahan hubungan antara norma
dan infrastruktur. Dalam sistem konvensional, norma
menjadi dasar utama yang kemudian dilaksanakan
oleh lembaga. Dalam lingkungan digital, pelaksanaan
norma juga dipengaruhi oleh bagaimana suatu sistem
teknologi dirancang. Pengaturan akses, autentikasi,
verifikasi, penyimpanan data, dan mekanisme
otomatis dapat menentukan perilaku pengguna.
Karena itu, regulasi digital perlu memperhatikan
tidak hanya teks hukum, tetapi juga bagaimana
sistem teknologi bekerja (Dudnyk, 2026; Tikhomirov
dkk., 2021).

Perubahan tersebut menyebabkan batas
antara hukum dan teknologi menjadi semakin
terbuka. Teknologi bukan hanya objek pengaturan,
tetapi juga menjadi sarana untuk menjalankan
hukum. Sistem elektronik digunakan dalam
administrasi, transaksi, pelayanan publik, hingga
proses peradilan. Konsekuensinya, pembentuk
kebijakan dan aparat hukum membutuhkan
pemahaman mengenai karakter teknologi agar
norma yang dibentuk tidak kehilangan relevansi.

Digitalisasi juga menimbulkan kebutuhan
terhadap prinsip technology neutrality. Hukum
sebaiknya tidak terlalu bergantung pada satu
teknologi tertentu apabila perkembangan teknologi
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berlangsung sangat cepat. Regulasi yang terlalu
spesifik terhadap teknologi tertentu berisiko menjadi
usang ketika teknologi tersebut digantikan oleh
inovasi baru. Pendekatan yang lebih adaptif
memungkinkan hukum mempertahankan tujuan
perlindungan dan pengaturan tanpa harus terus-
menerus mengubah seluruh kerangka regulasi setiap
kali teknologi mengalami perubahan (Kaur dkk.,
2026).

Namun, teknologi yang netral bukan berarti
hukum harus bersifat umum tanpa batas. Beberapa
teknologi mempunyai risiko yang berbeda sehingga
membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik. Sistem
yang digunakan untuk mengelola informasi publik,
misalnya, mempunyai konsekuensi yang berbeda
dengan sistem yang digunakan untuk hiburan.
Karena itu, hukum perlu menggabungkan prinsip
umum yang stabil dengan ketentuan khusus yang
dapat diterapkan berdasarkan tingkat risiko.

Transformasi hukum juga memerlukan
perubahan  kapasitas  kelembagaan.  Aparat
pemerintah, penegak hukum, hakim, dan profesi
hukum harus memahami cara kerja teknologi yang
berkaitan dengan tugas mereka. Ketidakmampuan
memahami teknologi dapat menyebabkan hukum
tidak efektif karena aparat tidak mampu
mengidentifikasi pelanggaran, memeriksa bukti, atau
memahami dampak suatu keputusan digital.
Digitalisasi hukum karena itu bukan sekadar proyek
pengadaan teknologi, melainkan juga proses
pembangunan kapasitas institusi.

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 230



Masyarakat juga mempunyai posisi penting
dalam transformasi tersebut. Digitalisasi hukum
tidak akan efektif apabila masyarakat tidak
mempunyai kemampuan mengakses dan memahami
sistem  digital. Kesenjangan digital dapat
menyebabkan sebagian kelompok memperoleh
manfaat lebih besar daripada kelompok lainnya. Oleh
karena itu, pembangunan hukum digital harus
memperhatikan  aksesibilitas, literasi digital,
perlindungan kelompok rentan, dan ketersediaan
mekanisme alternatif bagi masyarakat yang
mengalami kesulitan menggunakan layanan digital.

Transformasi  hukum juga membawa
perubahan terhadap konsep akses terhadap hukum.
Informasi hukum yang tersedia secara digital dapat
meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat
mengakses peraturan dan putusan dengan lebih
mudah. Akan tetapi, banyaknya informasi juga dapat
menimbulkan persoalan baru apabila masyarakat
tidak mempunyai kemampuan memahami informasi
tersebut. Akses terhadap informasi hukum perlu
disertai penyajian informasi yang jelas dan mudah
dipahami.

Pada tingkat yang lebih luas, digitalisasi
menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian dari
proses perubahan sosial. Hukum tidak hanya
merespons teknologi setelah teknologi berkembang,
tetapi juga dapat membentuk arah penggunaan
teknologi. Regulasi dapat mendorong inovasi yang
bertanggung jawab, melindungi masyarakat dari
risiko, dan menentukan batas perilaku yang dapat
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diterima. Hukum dengan demikian mempunyai
fungsi ganda sebagai instrumen perlindungan
sekaligus sebagai kerangka bagi perkembangan
teknologi.

Transformasi hukum tidak dapat dipahami
sebagai penggantian sistem lama dengan sistem
digital secara sederhana. Transformasi merupakan
perubahan yang mencakup norma, institusi,
prosedur, aktor, dan pola hubungan hukum.
Digitalisasi dokumen hanyalah salah satu bagian dari
perubahan tersebut. Perubahan yang lebih mendasar
terjadi ketika teknologi mulai memengaruhi
bagaimana hak dan kewajiban dibentuk, bagaimana
layanan diberikan, bagaimana keputusan dibuat, dan
bagaimana sengketa diselesaikan (Ennan, 2024;
Manko dkk., 2023).

Dengan demikian, transformasi hukum di era
digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya
berorientasi pada efisiensi. Kecepatan pelayanan dan
kemudahan transaksi memang penting, tetapi
keduanya harus berjalan bersama perlindungan hak,
keamanan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Teknologi dapat memperkuat fungsi hukum apabila
digunakan dalam kerangka yang tepat. Sebaliknya,
teknologi dapat menciptakan risiko baru apabila
perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan
pembaruan hukum dan kelembagaan.

2. Data, Privasi, Kecerdasan Artifisial, dan
Keamanan Siber dalam Perspektif Hukum

Data merupakan salah satu unsur paling

penting dalam ekosistem digital. Hampir setiap
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aktivitas digital menghasilkan data, baik berupa
informasi identitas, lokasi, preferensi, riwayat
transaksi, komunikasi, maupun aktivitas pengguna.
Data tersebut dapat digunakan untuk memberikan
layanan, menganalisis perilaku, melakukan prediksi,
dan mendukung pengambilan keputusan. Nilai
ekonomi dan strategis data kemudian membuat
pengumpulan serta pemrosesannya menjadi bagian
penting dalam aktivitas negara maupun sektor
swasta (Kaur dkk., 2026; Zisu, 2025).

Meningkatnya pemanfaatan data membawa
persoalan mengenai siapa  yang  dapat
mengumpulkan data, untuk tujuan apa data
digunakan, berapa lama data disimpan, kepada siapa
data dapat diberikan, dan bagaimana pemilik data
dapat mengendalikan penggunaannya. Pertanyaan
tersebut menjadi dasar penting dalam perlindungan
data pribadi. Hukum perlu memastikan bahwa
penggunaan data mempunyai dasar yang sah dan
bahwa individu tidak kehilangan kendali sepenuhnya
atas informasi mengenai dirinya.

Hak atas privasi menjadi salah satu prinsip
utama dalam persoalan tersebut. Privasi tidak hanya
berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga
dengan kemampuan seseorang menentukan
bagaimana informasi mengenai dirinya digunakan.
Perkembangan teknologi membuat persoalan privasi
semakin kompleks karena pengumpulan data dapat
dilakukan secara terus-menerus dan sering kali tidak
terlihat oleh pengguna. Pemrosesan data yang masif
dapat menciptakan profil seseorang bahkan ketika
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individu tersebut tidak secara sadar memberikan
seluruh informasi yang digunakan untuk membentuk
profil tersebut (Lee, 2024).

Kecerdasan artifisial memperluas persoalan
tersebut. Sistem Al dapat memproses data dalam
jumlah besar dan menghasilkan prediksi atau
keputusan berdasarkan pola tertentu. Penggunaan Al
dapat meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus
menimbulkan persoalan mengenai transparansi dan
akuntabilitas. Ketika keputusan dibuat atau dibantu
oleh algoritma yang kompleks, individu yang terkena
dampaknya mungkin kesulitan memahami alasan
suatu keputusan dibuat (Naik dkk., 2022; Zisu, 2025).

Persoalan tersebut menjadi lebih rumit
apabila Al digunakan dalam bidang yang berkaitan
dengan hak dan kepentingan fundamental.
Keputusan mengenai layanan publik, pekerjaan,
pembiayaan, kesehatan, pendidikan, atau penegakan
hukum dapat mempunyai dampak besar terhadap
kehidupan  seseorang.  Apabila  sistem Al
menghasilkan keputusan yang keliru atau bias,
diperlukan mekanisme untuk menentukan pihak
yang bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab
tersebut menjadi salah satu tantangan utama hukum
Al (Naik dkk., 2022).

Bias algoritmik merupakan persoalan lain
yang harus diperhatikan. Sistem Al belajar dari data
dan pola yang tersedia. Apabila data tersebut
mengandung bias, sistem dapat menghasilkan
keputusan yang mereproduksi atau bahkan
memperkuat bias tersebut. Kondisi tersebut
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menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak
secara otomatis menghasilkan keputusan yang
objektif. Sistem yang tampak netral secara teknis
tetap dapat menghasilkan dampak yang diskriminatif
apabila dirancang atau dilatih dengan data yang
bermasalah.

Transparansi menjadi prinsip penting dalam
menghadapi persoalan tersebut. Masyarakat perlu
mengetahui bagaimana sistem digital menggunakan
data dan, dalam batas yang memungkinkan,
bagaimana  keputusan  otomatis  dihasilkan.
Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh
kode sumber atau rahasia teknologi. Transparansi
lebih berkaitan dengan kemampuan menjelaskan
tujuan pemrosesan, kategori data yang digunakan,
dasar keputusan, serta mekanisme keberatan atau
koreksi (Lee, 2024; Zisu, 2025).

Kerangka perlindungan data modern banyak
menempatkan prinsip lawfulness, transparansi,
pembatasan tujuan, dan akuntabilitas sebagai dasar
pengelolaan data. Prinsip tersebut memberikan arah
bahwa data tidak boleh diproses secara bebas tanpa
batas. Pengumpulan data harus mempunyai tujuan
yang jelas dan penggunaan data harus dapat
dipertanggungjawabkan. Pendekatan semacam ini
menjadi penting ketika data digunakan dalam sistem
Al yang mempunyai kemampuan mengolah informasi
dalam skala sangat besar (Zisu, 2025).

Pendekatan berbasis risiko menjadi salah
satu perkembangan penting dalam regulasi Al. Tidak
semua sistem Al mempunyai tingkat risiko yang
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sama. Sistem yang digunakan untuk hiburan tentu
memiliki konsekuensi berbeda dengan sistem yang
digunakan untuk menentukan akses seseorang
terhadap hak atau layanan penting. Regulasi berbasis
risiko berusaha menempatkan kewajiban yang lebih
berat pada sistem yang mempunyai potensi dampak
lebih besar terhadap individu dan masyarakat
(Karyono, 2025).

Pengawasan manusia menjadi unsur penting
dalam penggunaan sistem berisiko tinggi. Keputusan
yang mempunyai konsekuensi serius tidak
seharusnya sepenuhnya bergantung pada keluaran
algoritma. Manusia perlu mempunyai kemampuan
untuk memahami, mengawasi, mengoreksi, dan
apabila diperlukan menolak hasil sistem. Prinsip
tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan
memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang
berada dalam kendali manusia (Karyono, 2025).

Keamanan siber merupakan dimensi lain
yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan data.
Data yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem
digital dapat menjadi sasaran serangan. Kebocoran
data dapat menimbulkan kerugian bagi individu,
organisasi, maupun negara. Semakin besar
ketergantungan terhadap sistem digital, semakin
besar pula dampak yang dapat ditimbulkan apabila
sistem tersebut terganggu.

Serangan siber tidak hanya menimbulkan
kerugian ekonomi. Gangguan terhadap sistem
kesehatan, perbankan, transportasi, energi,
komunikasi, atau administrasi pemerintahan dapat
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mengganggu fungsi masyarakat secara luas. Karena
itu, keamanan siber mempunyai dimensi hukum dan
keamanan nasional. Negara perlu mempunyai
kemampuan untuk  mencegah, mendeteksi,
merespons, dan memulihkan diri dari serangan
digital.

Persoalan keamanan juga berkaitan dengan
tanggung jawab penyelenggara sistem. Pihak yang
mengelola data atau menyediakan layanan digital
harus mengambil langkah yang memadai untuk
melindungi sistem. Kegagalan menjaga keamanan
dapat menimbulkan tanggung jawab apabila
menyebabkan kerugian. Namun, penentuan tanggung
jawab harus mempertimbangkan sifat serangan,
kemampuan pencegahan, standar keamanan yang
berlaku, dan tindakan yang telah dilakukan oleh
pengelola sistem.

Perlindungan data dan inovasi teknologi
harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang.
Regulasi yang terlalu lemah dapat menyebabkan
masyarakat menjadi rentan terhadap
penyalahgunaan data. Sebaliknya, regulasi yang
terlalu berat dapat menghambat pengembangan
teknologi dan menciptakan biaya kepatuhan yang
tidak proporsional. Karena itu, pembentukan
regulasi harus mempertimbangkan tingkat risiko dan
tujuan penggunaan teknologi.

Indonesia menghadapi kebutuhan untuk
mengembangkan kerangka hukum yang mampu
menjawab persoalan tersebut. Hak atas informasi,
privasi, non-diskriminasi, dan perlindungan data
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telah memperoleh tempat dalam perkembangan
hukum nasional, tetapi persoalan tanggung jawab
khusus terhadap Al masih terus berkembang.
Kebutuhan tersebut semakin besar seiring
meningkatnya penggunaan teknologi Al dalam
kehidupan ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat
(Karyono, 2025).

Persoalan lain adalah pengelolaan data lintas
batas. Data dapat dikumpulkan di Indonesia, diproses
oleh perusahaan di negara lain, dan disimpan melalui
infrastruktur yang berada di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut menciptakan persoalan mengenai
hukum yang berlaku dan standar perlindungan yang
harus digunakan. Perbedaan regulasi antarnegara
dapat menimbulkan konflik dan memerlukan
mekanisme kerja sama internasional.

Kedaulatan data kemudian menjadi isu yang
semakin penting. Negara memiliki kepentingan
untuk memastikan bahwa data strategis dan data
masyarakat tidak digunakan dengan cara yang
merugikan kepentingan nasional. Namun,
pembatasan arus data juga harus
mempertimbangkan kebutuhan ekonomi digital dan
kerja sama internasional. Tantangan tersebut
membutuhkan kebijakan yang mampu
menyeimbangkan kepentingan kedaulatan,
keamanan, inovasi, dan perdagangan.

Penggunaan Al dalam praktik hukum sendiri
mulai mengubah cara profesi hukum bekerja. Sistem
digital dapat membantu pencarian dokumen,
pengelompokan putusan, analisis kontrak, dan
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berbagai aktivitas administratif. Perkembangan
tersebut dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga
menuntut kehati-hatian. Informasi yang dihasilkan
sistem Al tidak dapat langsung diperlakukan sebagai
kebenaran hukum karena tetap membutuhkan
verifikasi dan penilaian manusia.

Transformasi dari interpretasi tekstual
menuju penggunaan teknologi algoritmik
menunjukkan bahwa praktik hukum sedang
mengalami perubahan. Perkembangan tersebut
dapat membantu profesional hukum menangani
informasi dalam jumlah besar, tetapi juga
menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas,
transparansi, dan tanggung jawab. Teknologi harus
digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia,
bukan  menghilangkan  kebutuhan  terhadap
pertimbangan hukum yang bertanggung jawab
(Kuchuk & Zavhorodnia, 2026).

Perlindungan terhadap individu pada
akhirnya harus menjadi pusat pengembangan hukum
digital. Teknologi memiliki nilai apabila memberikan
manfaat bagi manusia. Efisiensi tidak dapat dijadikan
alasan untuk mengorbankan privasi, kebebasan,
keamanan, atau kesetaraan. Regulasi Al dan data
harus memastikan bahwa inovasi berlangsung dalam
batas yang menghormati martabat manusia.

Dengan demikian, persoalan data, privasi, Al,
dan keamanan siber memperlihatkan bahwa hukum
digital membutuhkan prinsip yang lebih
komprehensif. Hukum harus mengatur pengumpulan
dan penggunaan data, memastikan akuntabilitas
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pengambil keputusan, mencegah diskriminasi,
menjaga keamanan sistem, serta memberikan
mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya
melalui teknologi karena pada akhirnya berkaitan
dengan pertanyaan fundamental mengenai hak,
kewajiban, tanggung jawab, dan kekuasaan.

3. Perdagangan Digital, Ekonomi Platform, dan
Perkembangan Hubungan Hukum

Digitalisasi telah mengubah cara kegiatan
ekonomi dilakukan. Perdagangan tidak lagi
bergantung sepenuhnya pada toko fisik atau
pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.
Marketplace, aplikasi perdagangan, media sosial,
layanan pembayaran elektronik, dan berbagai
platform digital memungkinkan transaksi dilakukan
dengan cepat dan melampaui batas geografis.
Perubahan tersebut menghasilkan efisiensi dan
memperluas akses pasar, tetapi juga menciptakan
struktur hubungan hukum yang lebih kompleks
(Mashdurohatun, 2026; Pandey, 2025).

Dalam perdagangan digital, hubungan hukum
tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli.
Platform dapat menjadi pihak yang menyediakan
infrastruktur transaksi, sistem pembayaran dapat
dikelola oleh perusahaan lain, pengiriman dilakukan
oleh penyedia logistik, sementara pengelolaan data
dilakukan melalui berbagai sistem teknologi. Setiap
pihak dapat memiliki peran dan tanggung jawab yang
berbeda. Kondisi tersebut menghasilkan hubungan
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hukum multipihak yang tidak mudah dipetakan
menggunakan pola transaksi konvensional.

Kontrak elektronik menjadi dasar penting
dalam hubungan tersebut. Persetujuan dapat
diberikan  melalui  klik, konfirmasi digital,
penggunaan aplikasi, atau mekanisme elektronik
lainnya. Keberadaan kontrak elektronik
mempermudah transaksi, tetapi juga menimbulkan
persoalan mengenai pemahaman konsumen
terhadap syarat dan ketentuan. Dalam praktik,
konsumen sering berhadapan dengan dokumen yang
panjang dan kompleks sehingga persetujuan formal
belum tentu menunjukkan bahwa konsumen benar-
benar memahami seluruh ketentuannya.

Perlindungan konsumen menjadi semakin
penting dalam kondisi tersebut. Konsumen
menghadapi risiko informasi yang tidak seimbang
karena pelaku usaha dan platform dapat menguasai
informasi lebih banyak mengenai produk, algoritma,
harga, dan perilaku pengguna. Informasi yang tidak
lengkap atau menyesatkan dapat memengaruhi
keputusan pembelian. Karena itu, hukum perlu
memastikan bahwa  konsumen memperoleh
informasi yang benar dan dapat dipahami
(Mashdurohatun, 2026).

Persoalan pengembalian dana juga dapat
menjadi sumber sengketa. Dalam transaksi digital,
proses refund dapat melibatkan penjual, platform,
penyedia pembayaran, dan pihak logistik. Ketika
terjadi kegagalan transaksi, konsumen dapat
mengalami kesulitan menentukan pihak yang harus
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bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan
pentingnya aturan mengenai mekanisme
penyelesaian sengketa dan pembagian tanggung
jawab antarpihak.

Platform digital mempunyai posisi yang unik.
Platform dapat bertindak sebagai perantara antara
konsumen dan pelaku usaha, tetapi pada saat yang
sama mempunyai kemampuan untuk menentukan
aturan penggunaan, menampilkan produk, mengatur
sistem pembayaran, dan mengelola data pengguna.
Besarnya kendali platform terhadap ekosistem
transaksi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh
mana platform harus bertanggung jawab atas
tindakan pihak yang menggunakan layanannya (P. G.
Sari dkk., 2025; Seo, 2025).

Persoalan tanggung jawab platform menjadi
lebih kompleks ketika platform menyatakan bahwa
dirinya hanya merupakan perantara. Dalam kondisi
tertentu, pendekatan tersebut dapat dibenarkan
karena platform tidak secara langsung menghasilkan
produk yang dijual. Namun, apabila platform
mempunyai kendali besar terhadap transaksi dan
memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut,
kebutuhan untuk mempertimbangkan tanggung
jawabnya menjadi lebih besar. Perdebatan tersebut
menunjukkan bahwa hukum perlu menentukan
tanggung jawab berdasarkan fungsi dan tingkat
kendali, bukan hanya berdasarkan label formal suatu
perusahaan (Seo, 2025).

Perdagangan digital juga mengubah konsep
pasar. Dalam ekonomi konvensional, kekuatan pasar
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banyak dipengaruhi oleh lokasi dan kapasitas
produksi. Dalam ekonomi digital, data, jaringan
pengguna, algoritma, dan kemampuan teknologi
dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi. Platform
yang mempunyai jumlah pengguna besar dapat
memperoleh keuntungan tambahan karena semakin
banyak pengguna meningkatkan nilai jaringan.
Kondisi tersebut dapat menciptakan konsentrasi
pasar.

Dominasi platform besar kemudian menjadi
persoalan persaingan usaha. Perusahaan teknologi
yang menguasai data dan jaringan pengguna dapat
mempunyai posisi yang sangat kuat. Pelaku usaha
baru mungkin mengalami kesulitan memasuki pasar
karena tidak mempunyai data, pengguna, atau
infrastruktur yang sama. Persoalan tersebut
menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha perlu
mempertimbangkan karakter khusus ekonomi digital
(Cauffman & Goanta, 2021; Pandey, 2025).

Algoritma  juga dapat memengaruhi
persaingan. Platform dapat menggunakan algoritma
untuk menentukan produk mana yang ditampilkan,
bagaimana harga ditampilkan, dan bagaimana
rekomendasi diberikan kepada konsumen. Algoritma
tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelaku
tertentu atau memengaruhi pilihan konsumen.
Dalam kondisi tertentu, keputusan algoritmik dapat
mempunyai dampak terhadap struktur pasar dan
perilaku kompetitor.

Fintech memperluas transformasi tersebut
ke sektor keuangan. Layanan pembayaran digital,
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pinjaman berbasis teknologi, investasi digital, dan
berbagai bentuk layanan keuangan memungkinkan
transaksi dilakukan secara lebih cepat. Namun,
perkembangan tersebut membawa risiko terkait
keamanan, perlindungan Kkonsumen, identitas,
penipuan, dan tanggung jawab penyedia layanan.
Regulasi perlu memastikan inovasi tidak
berkembang dengan mengorbankan perlindungan
pengguna.

Aset digital juga menantang kategori hukum
tradisional. Perkembangan aset digital menunjukkan
bahwa objek transaksi tidak selalu berbentuk benda
fisik. Nilai dapat diwujudkan dalam bentuk informasi,
token, hak digital, atau representasi elektronik.
Hukum harus menentukan karakter objek tersebut,
bagaimana kepemilikannya dibuktikan, bagaimana
pengalihannya  dilakukan, serta  bagaimana
perlindungan diberikan ketika terjadi kehilangan
atau penyalahgunaan.

Kekayaan intelektual juga memperoleh
tantangan baru. Konten digital dapat disalin dan
didistribusikan dengan sangat cepat. Teknologi
memungkinkan seseorang menggunakan, mengubah,
atau menyebarkan karya tanpa batas geografis.
Kondisi tersebut menuntut perlindungan terhadap
pencipta sekaligus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat dalam memperoleh akses terhadap
informasi dan inovasi.

Perdagangan digital juga meningkatkan
persoalan lintas yurisdiksi. Penjual dapat berada di
negara lain sementara konsumen berada di
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Indonesia. Barang dikirim melalui negara ketiga dan
pembayaran dilakukan melalui sistem digital yang
dikelola perusahaan multinasional. Ketika terjadi
sengketa, pertanyaan mengenai hukum yang berlaku
dan pengadilan yang berwenang menjadi lebih
kompleks.

Perlindungan konsumen dalam konteks
tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih
adaptif. Konsumen harus mempunyai akses terhadap
informasi, mekanisme pengaduan, pengembalian
dana, dan penyelesaian sengketa. Platform juga perlu
memberikan mekanisme yang jelas untuk menangani
pelanggaran. Perlindungan tersebut penting karena
posisi konsumen dalam ekosistem digital sering kali
lebih lemah dibandingkan pelaku usaha dan
platform.

Penyelesaian sengketa secara elektronik
menjadi salah satu perkembangan yang dapat
digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Mekanisme digital dapat mempercepat penyelesaian
sengketa ~dan mengurangi biaya. Namun,
efektivitasnya tetap bergantung pada akses
masyarakat, kejelasan prosedur, kemampuan
verifikasi identitas, dan kekuatan eksekusi hasil
penyelesaian sengketa.

Ekonomi platform juga mengubah hubungan
kerja. Platform dapat mempertemukan pekerja
dengan pengguna jasa melalui aplikasi. Hubungan
tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai
apakah seseorang merupakan pekerja, mitra
independen, atau kategori hukum lain. Status
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tersebut penting karena menentukan hak, kewajiban,
perlindungan sosial, dan tanggung jawab para pihak.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi
dapat menciptakan bentuk hubungan ekonomi yang
belum sepenuhnya sesuai dengan kategori hukum
lama.

Perkembangan tersebut memperlihatkan
bahwa hukum perlu melihat fungsi nyata dari suatu
platform. Label yang diberikan perusahaan tidak
selalu mencerminkan keseluruhan peran yang
dijalankan. Analisis hukum harus
mempertimbangkan bagaimana platform
memperoleh keuntungan, sejauh mana platform
mengendalikan hubungan para pihak, bagaimana
data digunakan, dan bagaimana risiko dibagikan.
Pendekatan tersebut dapat membantu hukum
memberikan perlindungan yang lebih proporsional.

Di sisi lain, hukum tidak boleh menghambat
inovasi digital secara berlebihan. Platform telah
memberikan manfaat berupa perluasan akses pasar,
efisiensi transaksi, dan munculnya peluang usaha
baru. Regulasi yang terlalu berat dapat menghambat
pelaku usaha kecil dan inovasi. Karena itu,
pendekatan regulasi perlu membedakan tingkat
risiko dan skala pelaku usaha.

Perdagangan digital juga memperlihatkan
bahwa konsumen membutuhkan perlindungan tidak
hanya terhadap produk, tetapi juga terhadap desain
sistem. Desain antarmuka dapat memengaruhi
pilihan konsumen. Algoritma rekomendasi dapat
membentuk preferensi. Syarat layanan dapat
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menentukan hak pengguna. Dengan demikian,
perlindungan konsumen modern perlu
memperhatikan bagaimana teknologi membentuk
perilaku pengguna.

Hubungan hukum dalam ekonomi digital
pada akhirnya menjadi semakin kompleks dan
multipihak. Penjual, pembeli, platform, penyedia
pembayaran, penyedia logistik, pengelola data, dan
pihak lain dapat terhubung dalam satu transaksi.
Kondisi tersebut mengharuskan hukum menentukan
secara lebih jelas pembagian risiko dan tanggung
jawab. Pendekatan yang hanya melihat hubungan
antara dua pihak sering kali tidak cukup untuk
menjelaskan struktur ekonomi digital (Cauffman &
Goanta, 2021; Mashdurohatun, 2026; P. G. Sari dkk.,
2025).

Dengan demikian, perkembangan
perdagangan digital membutuhkan hukum yang
mampu  melindungi konsumen, memberikan
kepastian kepada pelaku usaha, menjaga persaingan,
dan tetap mendorong inovasi. Hukum perlu bergerak
dari pendekatan yang hanya mengatur transaksi
menuju pendekatan yang memahami keseluruhan
ekosistem digital. Platform, data, algoritma,
pembayaran, dan infrastruktur teknologi harus
dilihat sebagai bagian dari struktur hubungan
ekonomi yang menghasilkan konsekuensi hukum.

4. Globalisasi dan Interaksi Hukum Nasional
dengan Hukum Internasional

Globalisasi telah memperluas hubungan
antarnegara dan meningkatkan intensitas aktivitas
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lintas batas. Perdagangan, investasi, migrasi,
komunikasi, teknologi, serta pertukaran informasi
dapat berlangsung tanpa batas geografis yang tegas.
Perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi
pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional,
tetapi juga membuat persoalan hukum semakin
sering melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

Hukum nasional pada dasarnya bekerja
dalam ruang yurisdiksi negara. Negara mempunyai
kewenangan untuk membentuk dan menegakkan
hukum dalam wilayahnya. Namun, aktivitas digital
dapat melampaui batas tersebut. Pelaku dapat
berada di satu negara, korban berada di negara lain,
sedangkan data dan infrastruktur teknologi tersebar
di berbagai tempat. Situasi tersebut menyebabkan
prinsip teritorialitas menghadapi tantangan baru.

Kejahatan siber menjadi salah satu contoh
paling nyata. Pelaku dapat melakukan serangan dari
jarak jauh terhadap sistem yang berada di negara
lain. Identitas pelaku dapat disamarkan melalui
berbagai teknologi. Bukti dapat tersimpan pada
server yang berada di yurisdiksi berbeda. Kondisi
tersebut menyebabkan penyelidikan dan penegakan
hukum memerlukan kerja sama antarnegara (Islami,
2025).

Persoalan yurisdiksi menjadi semakin
penting dalam kasus lintas batas. Negara harus
menentukan kapan suatu perbuatan dapat dianggap
berada dalam kewenangannya. Penentuan tersebut
dapat didasarkan pada lokasi pelaku, lokasi korban,
tempat terjadinya tindakan, lokasi akibat, atau

Pengantar limu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum
Nasional | 248



hubungan lain yang diakui oleh hukum. Perbedaan
pendekatan antarnegara dapat menimbulkan konflik
yurisdiksi.

Konflik juga dapat terjadi ketika dua negara
mempunyai aturan berbeda terhadap suatu aktivitas.
Suatu tindakan dapat dianggap sah di satu negara
tetapi dilarang di negara lain. Dalam lingkungan
digital, perbedaan tersebut dapat menghasilkan
persoalan yang lebih kompleks karena aktivitas
dilakukan melalui jaringan global. Harmonisasi
menjadi salah satu cara untuk mengurangi
perbedaan yang dapat menghambat penegakan
hukum.

Kerja sama internasional menjadi kebutuhan
penting dalam menghadapi persoalan tersebut.
Penegakan hukum lintas batas membutuhkan
pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik,
pengumpulan bukti, ekstradisi, serta koordinasi
antarlembaga. Tanpa kerja sama, negara dapat
mengalami kesulitan ketika bukti atau pelaku berada
di luar wilayah kewenangannya (Najimova, 2026;
Tuliakov, 2025).

Harmonisasi hukum tidak berarti seluruh
negara harus mempunyai aturan yang identik.
Harmonisasi lebih berkaitan dengan upaya
menyelaraskan prinsip, definisi, prosedur, dan
mekanisme kerja sama agar sistem hukum dapat
bekerja secara kompatibel. Dalam kejahatan siber,
misalnya, perbedaan definisi tindak pidana dapat
menyulitkan kerja sama. Kesamaan pemahaman
mengenai kategori perbuatan dapat meningkatkan
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efektivitas penegakan hukum lintas negara (Tuliakov,
2025).

Hukum internasional juga mempunyai
peranan dalam mengatur hubungan antarnegara.
Perjanjian internasional dapat menjadi dasar kerja
sama dalam bidang perdagangan, investasi, hak asasi
manusia, keamanan, dan kejahatan lintas negara.
Negara kemudian mengembangkan mekanisme
nasional untuk melaksanakan komitmen tersebut
sesuai dengan sistem hukum masing-masing.

Perdagangan internasional menjadi salah
satu bidang yang paling banyak dipengaruhi
globalisasi. Perusahaan dapat menjual produk dan
menyediakan layanan kepada konsumen di berbagai
negara. Investasi dapat bergerak melintasi batas
negara dengan cepat. Kondisi tersebut membutuhkan
kepastian mengenai hukum Kkontrak, investasi,
perlindungan konsumen, kekayaan intelektual,
perpajakan, dan penyelesaian sengketa.

Digitalisasi mempercepat globalisasi
ekonomi tersebut. Platform dapat mempertemukan
penjual dan konsumen dari berbagai negara tanpa
memerlukan kehadiran fisik. Data transaksi dapat
diproses melalui sistem global. Perusahaan teknologi
dapat menyediakan layanan di suatu negara tanpa
membangun infrastruktur fisik yang besar di negara
tersebut. Struktur tersebut menantang pendekatan
hukum yang sepenuhnya berbasis lokasi fisik.

Arus data lintas negara menjadi persoalan
strategis. Data dapat berpindah dari satu negara ke
negara lain untuk keperluan layanan, analisis,
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penyimpanan, dan perdagangan. Negara mempunyai
kepentingan untuk melindungi data masyarakat,
tetapi juga perlu menjaga kelancaran aktivitas
ekonomi digital. Perbedaan standar perlindungan
data dapat menjadi hambatan dalam perdagangan
dan kerja sama internasional (Zhuang, 2026).

Kedaulatan digital kemudian muncul sebagai
salah satu isu penting dalam perkembangan hukum
global. Negara  berupaya mempertahankan
kemampuan mengatur teknologi, data, dan
infrastruktur yang berada dalam wilayah atau
mempunyai dampak terhadap masyarakatnya.
Namun, kedaulatan digital tidak dapat dipisahkan
dari kenyataan bahwa teknologi modern banyak
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang
beroperasi secara global.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum
internasional juga dapat dilihat dalam perlindungan
hak asasi manusia. Perkembangan teknologi
menghasilkan bentuk baru pelaksanaan maupun
pelanggaran hak. Privasi, kebebasan berekspresi,
akses informasi, dan perlindungan dari diskriminasi
mempunyai dimensi lintas batas ketika aktivitas
dilakukan melalui platform global. Prinsip hak asasi
manusia menjadi salah satu kerangka penting dalam
memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak
mengurangi  perlindungan terhadap individu
(Balynska dkk., 2024).

Globalisasi juga mendorong terjadinya
konvergensi hukum. Negara dapat mempelajari dan
mengadopsi prinsip dari sistem hukum lain ketika
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membangun  regulasi  baru.  Perkembangan
perlindungan data, misalnya, menunjukkan adanya
pengaruh lintas negara dalam pembentukan
kerangka regulasi. Namun, proses adopsi tidak selalu
dapat dilakukan secara langsung karena harus
mempertimbangkan struktur hukum, budaya, dan
kepentingan nasional.

Harmonisasi hukum karena itu
membutuhkan pendekatan yang selektif. Negara
perlu menentukan prinsip global mana yang sesuai
dengan kebutuhan nasional. Pengalaman negara lain
dapat menjadi referensi, tetapi tidak selalu dapat
diterapkan tanpa penyesuaian. Hukum nasional
harus mampu  mengambil manfaat dari
perkembangan global tanpa kehilangan karakter dan
tujuan dasarnya.

Persoalan lain adalah  meningkatnya
kejahatan terorganisasi lintas negara. Teknologi
digital = memungkinkan  kelompok  kriminal
beroperasi dalam jaringan yang tersebar.
Komunikasi, transaksi, perekrutan, dan pencucian
uang dapat dilakukan melalui sistem digital. Kondisi
tersebut  menyebabkan  penegakan = hukum
membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara
lembaga nasional dan internasional (Najimova,
2026).

Dalam konteks tersebut, batas antara hukum
pidana nasional dan hukum pidana transnasional
semakin kompleks. Negara tetap mempunyai
kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap
tindak pidana yang terjadi dalam yurisdiksinya,
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tetapi tindakan lintas negara membutuhkan
mekanisme koordinasi. Harmonisasi hukum pidana
dan prosedur kerja sama menjadi penting untuk
mencegah pelaku memanfaatkan perbedaan sistem
hukum antarnegara.

Perubahan tersebut juga memengaruhi peran
lembaga penegak hukum. Aparat tidak hanya
membutuhkan kemampuan domestik, tetapi juga
kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama
dengan lembaga asing. Pengumpulan bukti
elektronik dari negara lain, misalnya, membutuhkan
prosedur hukum yang dapat diterima oleh kedua
pihak. Kegagalan memenuhi prosedur dapat
menyebabkan bukti tidak dapat digunakan secara
efektif.

Globalisasi tidak berarti bahwa hukum
nasional kehilangan arti. Sebaliknya, hukum nasional
tetap menjadi instrumen utama dalam mengatur
masyarakat. Tantangannya adalah memastikan
bahwa hukum nasional mampu bekerja dalam
lingkungan yang semakin saling terhubung. Negara
perlu membangun regulasi yang kompatibel dengan
perkembangan internasional sekaligus
mempertahankan kepentingan nasional.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum
internasional  juga  membutuhkan  kapasitas
diplomasi hukum. Pemerintah harus mampu
berpartisipasi dalam perundingan internasional,
memahami konsekuensi perjanjian, serta
menerjemahkan komitmen internasional ke dalam
kebijakan nasional. Aparat hukum juga perlu
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memahami perkembangan hukum internasional agar
penerapan hukum domestik tidak terlepas dari
dinamika global.

Pada akhirnya, globalisasi menempatkan
hukum dalam kondisi yang semakin terbuka. Norma
nasional tidak lagi berkembang sepenuhnya secara
terpisah dari sistem hukum lain. Perdagangan,
investasi, teknologi, hak asasi manusia, dan kejahatan
lintas negara menciptakan kebutuhan terhadap
dialog antarsistem hukum. Hubungan tersebut harus
dikelola melalui kerja sama, harmonisasi, dan
penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing
negara.

Dengan demikian, tantangan utama interaksi
hukum nasional dan hukum internasional bukanlah
memilih salah satu dan mengabaikan yang lain.
Tantangannya adalah membangun hubungan yang
mampu menggabungkan kepentingan nasional
dengan kebutuhan kerja sama global. Indonesia
membutuhkan sistem hukum yang terbuka terhadap
perkembangan internasional, tetapi tetap
berlandaskan konstitusi, kepentingan masyarakat,
dan karakter hukum nasional.

5. Tantangan dan Arah Pembangunan Hukum
Nasional di Era Digital dan Global

Perubahan teknologi dan globalisasi
menempatkan hukum dalam situasi yang penuh
dengan  tantangan. Regulasi  sering  kali
membutuhkan waktu yang panjang untuk dibentuk,
sedangkan teknologi dapat berkembang dalam waktu
yang jauh lebih cepat. Ketidakseimbangan tersebut
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dapat menghasilkan kesenjangan antara
perkembangan teknologi dan Kkesiapan hukum.
Kesenjangan regulasi menjadi salah satu persoalan
utama dalam pembangunan hukum digital (Karyono,
2025; Kaur dkk., 2026).

Kesenjangan tersebut dapat terlihat ketika
muncul teknologi atau model bisnis yang belum
mempunyai klasifikasi hukum yang jelas. Aset digital,
Al, platform baru, dan bentuk transaksi tertentu
dapat berkembang sebelum hukum menentukan
status dan tanggung jawabnya. Ketidakjelasan
tersebut dapat memberikan ruang inovasi, tetapi juga
dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat
dan pelaku usaha.

Tantangan  berikutnya adalah  konflik
yurisdiksi. Aktivitas digital dapat melibatkan banyak
negara sehingga sulit menentukan hukum yang
berlaku. Kejahatan siber dapat menjadi contoh paling
jelas karena tindakan, pelaku, korban, bukti, dan
infrastruktur dapat berada pada lokasi yang berbeda.
Penegakan hukum dalam kondisi tersebut
membutuhkan  koordinasi dan  harmonisasi
internasional (Islami, 2025; Tuliakov, 2025).

Perlindungan hak digital juga menjadi
tantangan yang semakin penting. Individu memiliki
hak terhadap privasi, keamanan data, kebebasan
berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi.
Namun, pelaksanaan hak tersebut dapat menghadapi
tantangan dari teknologi pengawasan, pengumpulan
data, algoritma, dan platform global. Hukum perlu
memastikan bahwa transformasi digital tidak
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mengurangi perlindungan terhadap hak fundamental
(Karyono, 2025).

Dominasi perusahaan teknologi global juga
menghadirkan persoalan kedaulatan. Perusahaan
dengan sumber daya teknologi dan data yang sangat
besar dapat mempunyai pengaruh terhadap perilaku
masyarakat dan struktur ekonomi. Negara perlu
memastikan bahwa kepentingan publik tetap
terlindungi ketika berhadapan dengan perusahaan
yang mempunyai kekuatan ekonomi dan teknologi
yang sangat besar.

Tantangan lain adalah ketimpangan kapasitas
antarnegara. Negara dengan kemampuan teknologi
tinggi mempunyai sumber daya lebih besar untuk
mengembangkan regulasi dan penegakan hukum
digital. Negara berkembang dapat menghadapi
ketergantungan terhadap teknologi yang
dikembangkan pihak luar. Kondisi tersebut membuat
pembangunan hukum perlu memperhatikan
kemampuan nasional dalam mengembangkan
infrastruktur, sumber daya manusia, dan
kelembagaan.

Pembaruan regulasi menjadi langkah
penting. Namun, pembaruan tidak cukup dilakukan
dengan menambah aturan baru. Regulasi harus
dirancang secara harmonis agar tidak menimbulkan
tumpang tindih. Ketentuan yang tersebar di berbagai
sektor dapat menimbulkan kebingungan apabila
tidak mempunyai hubungan yang jelas. Harmonisasi
diperlukan agar sistem hukum memberikan
kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
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Pendekatan technology-neutral dapat
menjadi salah satu strategi. Regulasi diarahkan pada
prinsip dan risiko yang hendak dikendalikan, bukan
hanya pada teknologi tertentu. Pendekatan tersebut
memungkinkan aturan tetap relevan ketika teknologi
mengalami perubahan. Namun, pendekatan ini tetap
perlu dilengkapi dengan aturan khusus untuk
teknologi yang mempunyai risiko tinggi (Kaur dkk.,
2026).

Pendekatan berbasis risiko juga dapat
digunakan dalam pengaturan teknologi. Sistem
dengan risiko rendah tidak perlu dibebani kewajiban
yang sama dengan sistem yang berpotensi
memengaruhi hak fundamental. Pendekatan tersebut
dapat menciptakan keseimbangan antara
perlindungan masyarakat dan pengembangan
inovasi. Regulasi dapat memberikan perhatian lebih
besar kepada teknologi yang mempunyai dampak
serius terhadap kehidupan manusia (Karyono, 2025).

Penguatan kelembagaan menjadi bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum.
Regulasi yang baik tidak akan efektif apabila lembaga
yang menjalankannya tidak mempunyai kapasitas.
Aparat membutuhkan kemampuan teknis, akses
terhadap informasi, infrastruktur, dan koordinasi
antarlembaga. Penegakan hukum digital
membutuhkan kombinasi antara pengetahuan
hukum dan kemampuan memahami teknologi.

Aparat penegak hukum juga membutuhkan
peningkatan kapasitas dalam menangani bukti
digital. Bukti elektronik mempunyai karakter
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berbeda dari bukti konvensional. Informasi dapat
berubah, disalin, dipindahkan, atau dihapus dengan
cepat. Aparat perlu memahami prosedur
pengamanan, verifikasi, dan analisis bukti agar
proses hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadilan juga menghadapi perubahan.
Perkara yang berkaitan dengan teknologi
membutuhkan hakim yang memahami karakter
teknis sekaligus konsekuensi hukumnya. Hakim
harus mampu menilai argumentasi mengenai
algoritma, data, transaksi digital, dan teknologi tanpa
kehilangan prinsip penalaran hukum. Kebutuhan
tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan dan
pelatihan  hukum yang berorientasi pada
perkembangan teknologi.

Penggunaan teknologi dalam lembaga
penegak hukum juga perlu disertai mekanisme
akuntabilitas. Sistem otomatis dapat membantu
pencarian dan analisis informasi, tetapi hasilnya
harus tetap dapat diperiksa. Kesalahan algoritma
tidak boleh secara otomatis diterima sebagai
kesimpulan hukum. Prinsip human oversight tetap
penting agar Kkeputusan yang mempunyai
konsekuensi terhadap hak seseorang tidak
sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis
(Kuchuk & Zavhorodnia, 2026; Zisu, 2025).

Kerja sama antarlembaga juga harus
diperkuat. Kejahatan digital dan pelanggaran data
sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga.
Pemerintah, aparat penegak hukum, regulator sektor
tertentu, penyedia teknologi, dan lembaga
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internasional dapat mempunyai informasi yang
berbeda. Mekanisme koordinasi diperlukan agar
respons terhadap persoalan digital tidak
terfragmentasi.

Kerja sama internasional juga harus menjadi
bagian dari pembangunan hukum nasional
Kejahatan siber dan arus data lintas batas tidak dapat
diselesaikan hanya melalui kebijakan domestik.
Indonesia membutuhkan Kkerja sama dalam
pertukaran informasi, bantuan hukum, penyelidikan,
penegakan hukum, dan harmonisasi standar.
Koordinasi lintas negara menjadi semakin penting
seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan digital
(Islami, 2025; Najimova, 2026).

Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat
dalam pembentukan hukum digital. Teknologi
berkembang bukan hanya melalui keputusan
pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga
melalui penggunaan masyarakat. Regulasi yang
dibentuk tanpa memahami pengalaman pengguna
berisiko menghasilkan aturan yang tidak efektif.
Konsultasi publik dan keterlibatan berbagai
kelompok dapat membantu memastikan bahwa
regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum digital juga perlu
mempertimbangkan perlindungan kelompok rentan.
Tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan
teknologi yang sama. Sebagian masyarakat mungkin
mempunyai keterbatasan akses internet, perangkat,
atau literasi digital. Layanan publik yang sepenuhnya
digital tanpa mekanisme alternatif dapat
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menciptakan bentuk eksklusi baru. Transformasi
digital karena itu harus tetap menjamin akses yang
setara.

Kedaulatan digital menjadi salah satu agenda
strategis. Negara perlu mempunyai kemampuan
untuk melindungi data strategis, infrastruktur digital,
dan kepentingan masyarakat. Namun, kedaulatan
tidak harus berarti menutup diri dari teknologi
global. Kedaulatan dapat diwujudkan melalui
kemampuan mengatur, melakukan pengawasan,
membangun kapasitas nasional, dan memastikan
bahwa teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan
kepentingan publik (Karyono, 2025).

Pembangunan sumber daya manusia
merupakan bagian penting dari agenda tersebut.
Hukum digital membutuhkan ahli hukum yang
memahami teknologi dan ahli teknologi yang
memahami hukum. Pendidikan hukum perlu
memberikan ruang yang lebih besar bagi isu data, Al,
keamanan siber, kontrak elektronik, dan hukum
global. Sebaliknya, pendidikan teknologi juga perlu
memperkenalkan etika, privasi, hak asasi manusia,
dan tanggung jawab hukum.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan hukum tidak dapat hanya berorientasi
pada pembentukan peraturan. Hukum merupakan
ekosistem yang mencakup norma, lembaga, aparat,
masyarakat, teknologi, dan budaya hukum. Reformasi
yang hanya menghasilkan aturan baru tanpa
memperkuat lembaga dan kapasitas manusia dapat
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menghasilkan kesenjangan antara hukum dalam teks
dan hukum dalam praktik.

Harmonisasi regulasi nasional juga menjadi
kebutuhan penting. Berbagai peraturan mengenai
data, perdagangan elektronik, teknologi, keamanan
siber, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha
harus memiliki hubungan yang jelas. Tumpang tindih
dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat
dan pelaku usaha. Harmonisasi dapat membantu
menciptakan sistem yang lebih koheren.

Pada saat yang sama, harmonisasi
internasional perlu dilakukan secara selektif.
Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan
global sebagai referensi dalam membangun regulasi.
Namun, adopsi prinsip internasional harus
mempertimbangkan konstitusi, struktur hukum,
kebutuhan masyarakat, dan kepentingan nasional.
Hukum nasional tidak boleh hanya menjadi penerima
pasif norma global.

Arah pembangunan hukum juga perlu
mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan
perlindungan. Inovasi memberikan manfaat ekonomi
dan sosial, tetapi risiko teknologi harus dikendalikan.
Regulasi yang baik bukan regulasi yang
menghilangkan risiko secara total, melainkan
regulasi yang mampu mengidentifikasi risiko,
menentukan siapa yang Dbertanggung jawab,
memberikan perlindungan kepada pihak yang
terdampak, dan  menyediakan = mekanisme
pemulihan.
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Prinsip akuntabilitas menjadi semakin
penting dalam lingkungan tersebut. Setiap aktor yang
mempunyai kemampuan mengendalikan teknologi
harus mempunyai tanggung jawab yang sesuai
dengan tingkat kendalinya. Perusahaan platform,
pengelola data, penyedia Al, pemerintah, dan
pengguna dapat mempunyai tanggung jawab yang
berbeda. Pembagian tanggung jawab harus disusun
secara proporsional agar tidak menciptakan
kekosongan hukum.

Perlindungan hak juga harus ditempatkan
sebagai orientasi utama. Teknologi tidak boleh
dipandang semata-mata sebagai instrumen efisiensi
ekonomi. Data merupakan bagian dari kehidupan
individu, algoritma dapat memengaruhi keputusan,
dan platform dapat membentuk perilaku masyarakat.
Karena itu, pembangunan hukum digital harus
memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam
kerangka penghormatan terhadap martabat
manusia.

Tantangan hukum global juga mengharuskan
adanya kemampuan adaptasi. Sistem hukum yang
terlalu kaku akan tertinggal dari perubahan. Namun,
adaptasi tidak berarti setiap perkembangan
teknologi harus langsung menghasilkan aturan baru.
Dalam banyak keadaan, prinsip hukum yang telah ada
dapat ditafsirkan dan diterapkan terhadap konteks
baru. Ketika prinsip yang ada benar-benar tidak
memadai, pembaruan regulasi dapat dilakukan.

Pembangunan hukum yang adaptif harus
tetap memberikan kepastian. Masyarakat dan pelaku
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usaha membutuhkan aturan yang dapat diprediksi.
Perubahan regulasi yang terlalu sering dapat
menciptakan biaya dan ketidakpastian. Oleh karena
itu, pembaruan hukum harus dilakukan berdasarkan
evaluasi dan kebutuhan yang jelas, bukan semata-
mata mengikuti setiap tren teknologi.

Responsivitas juga menjadi prinsip penting.
Hukum harus mampu memahami persoalan yang
dihadapi masyarakat dan memberikan penyelesaian
yang relevan. Responsivitas tidak hanya berarti cepat
mengeluarkan regulasi, tetapi juga mampu
mengidentifikasi kebutuhan, menilai dampak, dan
menyesuaikan kebijakan ketika keadaan berubah.
Pendekatan tersebut memungkinkan hukum tetap
hidup dalam masyarakat yang terus mengalami
transformasi.

Pada akhirnya, pembangunan hukum
nasional di era digital dan global membutuhkan
integrasi antara regulasi, kelembagaan, teknologi,
sumber daya manusia, dan kerja sama internasional.
Tidak ada satu kebijakan yang dapat menyelesaikan
seluruh persoalan. Tantangan digital mempunyai
sifat multidimensional sehingga membutuhkan
pendekatan yang juga multidimensional.

Arah tersebut menunjukkan bahwa hukum
Indonesia perlu berkembang menjadi sistem hukum
yang adaptif tetapi tetap berakar pada prinsip
konstitusional. Teknologi dan globalisasi dapat
menjadi sumber pembaruan hukum, tetapi identitas
dan kepentingan nasional tetap harus dipertahankan.
Hukum harus terbuka terhadap perkembangan
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global tanpa kehilangan kemampuan untuk
menentukan  arah  berdasarkan  kebutuhan
masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, tantangan era digital
bukan hanya persoalan bagaimana hukum mengatur
teknologi, tetapi juga bagaimana hukum memastikan
bahwa transformasi teknologi menghasilkan
kehidupan sosial yang lebih adil, aman, dan tertib.
Regulasi harus mampu melindungi hak, memberikan
kepastian, mendorong inovasi, menjaga persaingan,
dan memperkuat kedaulatan hukum. Pembangunan
hukum nasional pada akhirnya harus diarahkan pada
kemampuan untuk merespons perubahan tanpa
kehilangan orientasi terhadap kepentingan manusia
dan masyarakat.
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